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"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu 
orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah 


dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah 


kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang 


menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." 
(Al-Hujurat: 6) 
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SEGALA PUJI hanya milik Allah Rabbul alamin. Shalawat dan 
salam semoga senantiasa tercurah untuk Rasulullah & beserta 
para pengikutnya. 

Jurnalistik sering didefinisikan sebagai kegiatan 
mendapatkan dan melaporkan berita. Meski definisi ini 
sederhana, banyak aspek yang cukup kompleks di dalamnya. 
Misalnya, apa saja yang dianggap berita? Ada banyak aspek 
yang disepakati, misalnya harus menarik, kedekatan dengan 
pembaca, terkait dengan kepentingan umum, dan lain 
sebagainya. Tapi ada pula hal-hal yang belum disepakati. 
Misalnya, meski menarik minat banyak orang, apakah 
kehidupan rumah tangga seorang selebritis layak disebut 
sebagai berita? Unsur-unsur nilai berita bisa saja terpenuhi di 
sini, tapi apakah itu maslahat? 

Contoh lain, tentang etika. Dalam jurnalisme investigasi, 
seringkali cara-cara tak lazim ditempuh oleh wartawan. Mulai 
dari bersikap tidak jujur, menyamar, menekan orang, hingga 


mengkopi data tanpa izin. Alasan yang sering dilontarkan 
sederhana: semua itu dilakukan untuk kepentingan umum. 
Tapi benarkah demikian? Atau jangan-jangan itu hanya untuk 
kepentingan karir sang wartawan sendiri, atau agar dia kesohor 
karena telah mencetak story yang hebat? 


Ada banyak perdebatan di sini. Dan sepertinya tidak ada 
jawaban yang tunggal. Tapi ada aspek yang ingin ditekankan 
di sini, yaitu tentang pentingnya etika. Sebagai seorang jurnalis 
Muslim, tentu yang dipegang adalah etika sebagai seorang 
Muslim. Karenanya, perlu ada penjelasan tentang etika Islam 
tentang pers, pemberitaan dan jurnalistik. 


Buku ini adalah sebuah pengantar, bukan telaah tuntas. 
Ditulis oleh seorang penulis muda, wartawan yang juga 
jebolan Timur Tengah dalam bidang syariah. Diharapkan 
buku ini dapat memberikan penjelasan yang gamblang tentang 
berbagai aspek etika Islam dalam pers. Etika itu diharapkan 
menjadi marka dan rambu agar tidak terjebak dalam kebebasan 
yang tidak bertanggung jawab. Bukankah setiap kebebasan 
selalu menuntut pembatasan dan tanggung jawab. 


Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat. Wallahu al- 
Muwatffig. 


Pustaka Al-Kautsar 


Kata Pengantar 


H.M. Said Budairy 


Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat 


KEMERDEKAAN yang telah diperoleh masyarakat pers 
Indonesia bukannya tanpa tujuan yang harus dicapai, tapi 
juga bukan tanpa rambu-rambu. Penetapan tujuan dan rambu- 
rambunya adalah Undang Undang No. 40 Tahun 1999 tentang 
Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundangan lainnya 
termasuk beberapa bagian KUHP. 


Kemerdekaan pers dilindungi Pancasila, Undang-Undang 
Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. 
Kemerdekaan pers itu diberikan bertujuan agar pers nasional 
kita berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan 
kontrol sosial. Adanya kemerdekaan pers dimaksud agar pers 
berperan memenuhi hak masyarakatuntuk mengetahui, mendorong 
terwujudnya supremasi hukum, agar melakukan pengawasan, kritik, 
koreksi dan menyampaikan saran terhadap hal-hal yang berkaitan 
dengan kepentingan umum, dan lain sebagainya. 
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Patut diakui, sejatinya rumusan tujuan yang hendak 
dicapai dengan adanya kebebasan pers serta rambu-rambu 
yang ada cukup memadai, jika hukum dan etika benar-benar 
ditegakkan. 


Indonesia yang berpenduduk melebihi 230 juta sekarang 
ini merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. 
Tidak dapat disangkal warga negaranya yang berprofesi 
sebagai wartawan mayoritas juga Muslim. Tapi selama ini 
belum ada petunjuk ataupun informasi yang sistematis, yang 
mengungkap tentang korelasi antara kerja jurnalistik dengan 
ketentuan-ketentuan syariah. 


Banyak pertanyaan yang menggelitik, jika seorang jurnalis 
Muslim sempat merenung. Misalnya, jika dihubungkan 
dengan hukum agama, bagaimanakah posisi melakukan 
fungsi menyebarkan atau menyampaikan informasi yang 
merupakan kebutuhan masyarakat? Bagaimana hukumnya 
melakukan fungsi pengawasan, misalnya terhadap perilaku 
penyelenggara pemerintahan atau tingkah laku masyarakat? 
Bagaimana hubungannya dengan kewajiban melakukan amar 
makruf nahi munkar? 


Wartawan Indonesia berkewajiban menghasilkan berita 
yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Dengan 
kata lain, tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata 
untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Ketentuan seperti itu 
bagaimana syariah memandangnya. Dan bagaimana kalau 
sebaliknya. 


Wartawan tidak membuat berita bohong, yaitu sesuatu 
yang sudah diketahui sebelumnya olehnya sebagai hal 
yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Wartawan tidak 


xil 


membuat dan menyebarkan berita fitnah, yaitu menuduh 
tanpa dasar, yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. 
Wartawan tidak menyebarkan berita sadis, kejam dan tidak 
mengenal belas kasihan. Wartawan juga tidak mengumbar 
berita cabul, yaitu yang menggambarkan tingkah laku secara 
erotis dengan foto, gambar, suara, atau tulisan yang semata- 
mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Adakah hukum Islam 
memberikan harapan untuk memperoleh pahala jika semuanya 
itu benar-benar dipantang, tidak dilakukan. Atau dalil-dalil apa 
yang mengancam perilaku wartawan menurut syariah, jika 
semua yang “tidak” tadi justru yang dikerjakan? 

Menyoroti kerja jurnalistik dengan kacamata agama sangat 
penting apalagi ketika karya jurnalistik itu telah melanggar 
ketentuan-ketentuan syariah. Kisah DR. Said Agil Siradj salah 
satu ketua PBNU yang pernah disampaikan kepada pers 
merupakan salah satu contoh kasus. 


Pada tanggal 27 sampai 30 Juli 2006, Nahdlatul Ulama 
mengadakan Musyawarah Nasional Alim Ulama di Surabaya. 
Musyawarah Nasional Alim Ulama ini memutuskan sembilan 
masalah aktual keagamaan (masail diniyyah wagi'iyyah) 
yang semuanya bersinggungan langsung dengan kehidupan 
sehari-hari masyarakat Muslim. Salah satu masalah tersebut 
adalah masalah infotainmen yang mengungkapkan kejelekan 
seseorang. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimanakah 
hukumnya menayangkan, menonton atau mendengarkan 
acara yang banyak mengungkap keburukan seseorang? 


Pertanyaan ini dilontarkan oleh Pengurus Cabang 
Nahdlatul Ulama Pasuruan, Jawa Timur. Nampaknya para 
ulama merasa resah ketika melihat masyarakat semakin 
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menyukai acara-acara yang banyak mengintai privasi orang 
lain, khususnya para selebritis. Para ulama dan kyai yang 
kesehariannya hidup di tengah-tengah masyarakat merasa 
jengah dengan perkembangan infotainmen yang semakin 
didominasi oleh berita-berita yang tidak mendidik. Mereka 
menganggap apa yang diproduksi oleh beberapa production 
house telah kelewat batas. 


Infotainmen sebagai salah satu program televisi yang 
tadinya bertujuan memberikan informasi seputar selebritis, 
kini telah bergeser. Infotainmen tidak hanya memberikan 
'info' yang mengandung berita saja, tetapi, infotainmen 
malah identik dengan acara yang mengandung pergunjingan 
atau ghibah. Bagaimanakah berita perceraian seorang artis 
ditayangkan lengkap dengan statemen bekas suaminya atau 
istrinya, mertuanya, bahkan juga sopir dan pembantunya. 


Hal-hal scmacam inilah yang membuat para ulama 
mengambil keputusan tegas terhadap infotainmen yang 
mayoritas acaranya bermuatan hal-hal negatif. Akhirnya, pada 
tanggal 8 Juni 2006, 74 ulama se-Indonesia berkumpul dan 
membahas dengan seksama mengenai hukum infotainmen. 
Setelah menimbang muatan acara infoteinment, para ulama 
memutuskan bahwa menonton, menayangkan dan membaca 
acara infotainmen yang mengandung unsur pergunjingan 
ghibah, hukumnya haram. Seperti yang tertuang dalam al- 
Our'an, surah Al-Galam ayat 11-12: “Terkutuklah orang yang 
kesana kemari menggunjingkan orang lain, mengadu domba, 
mencegah kebaikan yang berlebih-lebihan dan banyak berbuat 
dosa.” 


Juga diterangkan dalam Surah Al-Hujurat ayat 12: 
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“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari 
prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah 
dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain 
dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang 
lain, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging 
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik 
kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Penerima Taubat lagi maha penyayang.” 


Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 
disebutkan, bahwa Rasulullah & berkata, “Tahukah kamu 
apa itu ghibah? Ghibah ialah: menggunjingkan saudaramu 
tentang hal yang tidak disukainya. Kalau memang itu fakta 
itulah namanya ghibah, kalau bukan fakta, itulah fitnah”. 


Dari dalil al-@Guran dan Hadits di atas menunjukkan bahwa 
hukum menggunjingkan orang lain dilarang oleh agama, 
meskipun yang diperbincangkan itu merupakan sebuah fakta. 
Apalagi jika yang dipergunjingkan itu hanya sekadar isu, maka 
namanya fitnah. Sedangkan memfitnah lebih kejam daripada 
membunuh. 


Tidak jarang tulisan di media cetak atau tayangan di 
media elektronik yang mengungkapkan privasi seseorang 
menggunakan alasan untuk kepentingan umum. Advokat Amir 
Syamsuddin pada disertasi doktornya dalam ilmu hukum, 
yang berjudul Tinjauan Yuridis Konsep Kepentingan Umum 
menegaskan, kepentingan umum dalam pers dapat ditafsirkan 
sebagai kepentingan dalam pemberitaan yang bertujuan dan 
bermanfaat bagi publik, yang harus berisikan kebenaran, 
kualitas (profesional), kejujuran, obyektivitas (akurasi), 
ketidakberpihakan, keseimbangan, dan keterjangkauan. 
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Karena itu, kriteria kepentingan umum dalam pers perlu 
ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Dewan Pers agar bisa 
membantu masyarakat dan lembaga pers untuk terlepas dari 
pidana. 


Selama ini penafsiran kepentingan umum sebagai dalil 
yang kadangkala mengobrak-abrik privasi seseorang hanya 
berdasar pada penafsiran media atau wartawan/penulisnya. 


Banyak hal butuh penataan dari sudut pandang hukum. 
Khususnya yang selama ini belum tersentuh secara sistematis 
dari sudat pandang hukum Islam. Buku yang ada di hadapan 
Anda sekarang ini merupakan rintisan awal yang perlu terus- 
menerus dikembangkan. 
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Prawacana 


PERKEMBANGAN pesat dalam dunia pers dan media massa, 
telah menjadikan negara informasi merupakan babak akhir dari 
perkembangan sekian banyak kecenderungan model negara- 
negara di dunia. Mulai dari negara (state) politik, menjadi 
negara ekonomi, negara revolusi, dan pada akhirnya, kini kita 
mengarungi era negara informasi dan pemikiran. 


Dampak langsungnya, tergambar dalam fakta bahwa 
fenomena perkembangan dunia pers mempunyai kekuatan 
dahsyat untuk mempengaruhi perubahan budaya dan etika 
masyarakat. Media massa, baik cetak maupun elektronik, 
punya kekuatan untuk mengendalikan jalan pikir, gaya hidup, 
keinginan, bahkan seluruh aktivitas manusia sepanjang 
hidupnya. 

Barangkali, sisi negatif ini mulai muncul ketika tuntutan 
yang ada telah menjadikan media massa sebagai mesin 
pencetak uang dan penghasil profit materi belaka. Maka kerja 
pers lebih memfokuskan pemberitaan dan penayangan berita- 
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berita yang mempunyai daya kuat untuk mempengaruhi, serta 
menempuh berbagai cara demi mencapai kepentingan bisnis 
pers itu. Yang terjadi kemudian adalah tindakan permissif 
(ibaahiyyat) dalam banyak hal, melupakan idealisme, kode etik 
(norma etik), norma hukum, serta menjadi “budak” konsumen 
(pembaca dan pemirsa) untuk selalu mengikuti kecenderungan 
ambisi pasar. Ini tidak lain adalah bentuk pergeseran dari misi 
utama dan tanggung jawab media sebagai motor pendidik 
masyarakat. 


Sebab itulah muncul akhir-akhir ini berbagai istilah miring 
dalam dunia jurnalisme. Terlontar tuduhan masyarakat yang 
mengatakan pers telah mempraktikkan “jurnalisme anarki,” 


di 


jurnalisme preman, 


di 


“jurnalisme provokasi, jurnalisme 
hitam”, dan lain-lain julukan yang menciderai citra pers. 
Besar kemungkinan, menurut Wakil Ketua Dewan Pers R.H. 
Siregar, tuduhan itu muncul akibat pers kurang konsisten 
dan konsekuen melaksanakan kode etiknya (Setengah Abad 


Pergulatan Etika Pers, dewankehormatanpwi.com, 2005). 


Banyak kalangan menilai, tuntutan pasar adalah segalanya dan 
target profit adalah keharusan sebagai konsekuensi perkembangan 
zaman. Karenanya, menurut mereka, “jualan” berita pun harus 
dipoles sedemikian rupa, tak peduli apakah materinya halal atau 
haram. Namun seharusnya, semua menyadari bahwa karya-karya 
itu ada tanggung jawabnya, baik di dunia ini maupun di akhirat 
nanti. Dengan pertolongan dan petunjuk Allah 85, kita tidak 
mengatakan bahwa berpegang teguh pada aturan-Nya adalah 
penghambat laju kreatifitas jurnalisme dan “ikon-ikon” kemajuan 
zaman lain. Jurnalis muslim, sebagai orang Islam secara utuh, 
haruslah mengikat aktivitasnya dengan hukum-hukum agama 
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dan menerimanya dengan penuh kesadaran, tanpa rasa egoisme 
(ananiyah), atau acuh tak acuh terhadap ajaran agamanya. 
Pendek kata, tidak mengharamkan yang dihalalkan syariat, 
dan tidak menghalalkan yang telah diharamkan syariat, demi 
mengejar keuntungan dan prestasi maksimal dalam dunia yang 
digelutinya. 

Syariat Islam mahauniversal untuk mengatur segala ranah 
kehidupan manusia, termasuk dunia jurnalisme. Dalam 
“perut" kitab-kitab fikih (baik klasik maupun modern), terdapat 
kandungan yang harus dijadikan aturan dalam menggeluti kerja 
jurnalistik. Pers sebagai dunia profesionalisme dan kajian studi, 
meski relatif baru muncul dengan kaidah dan dasar aturan 
tertentu, namun ketika ditelusuri, akarnya akan berujung pada 
sejarah lampau yang lama. Karena inti dari dunia pers adalah 
usaha menyampaikan suatu informasi kepada pihak lain yang 
belum mengetahuinya. 


Dalam peristiwa Haji Wada' (Haji 'Perpisahan'), Rasulullah 
28 berbicara di hadapan umat, sekaligus meminta kesaksian 
mereka bahwa beliau benar-benar telah menyampaikannya. 
Bahkan beliau meminta secara khusus kepada umat Islam 
yang hadir kala itu untuk mentransfer informasi yang 
disampaikannya kepada umat lain yang kebetulan tidak 
hadir. Beliau mengatakan, “Hendaknya yang hadir di sini, 
menyampaikan kepada yang lain yang tidak hadir.” (HR. 
Bukhari) 

Sangat menakjubkan. Dalam hadits di atas kitamenemukan 
aturan pers yang begitu kuat dan lengkap, baik dalam aturan 
yang Rasul contohkan maupun media yang beliau gunakan. 
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Ketika membicarakan aturan jurnalistik, kita memang 
sebaiknya melihat dari perspektif masyarakat di mana kita 
tumbuh dan hidup, serta dari aturan pers yang bisa membela 
prinsip dan ajaran agama Islam yang kita anut. 


Studi apapun yang jauh dari komunitas dan lingkungan 
yang berkait, atau dengan ungkapan lain, setiap studi yang 
diimpor dan dijiplak dari peradaban lain, adalah kerja yang 
jauh dari kenyataan, “fiktif” dari segi hasil dan dampaknya, 
serta tidak akan mampu memberikan hasil maksimal sesuai 
target yang diharapkan. 


Poin yang ingin disampaikan di sini adalah, bahwa studi 
kita tentang pers dan jurnalistik, semestinya mampu mencapai 
hasil konkrit dan inovatif, bukan mandul. Insya Allah, target ini 
dapat kita capai jika kita mau menggali dari kekayaan ilmiah 
dan peradaban kita sendiri. Wallahul musta'an 
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Saat pers dihubungkan dengan ajaran Islam, biasanya 
dikenal dengan istilah Pers Islami, Jurnalistik Islami, atau Pers 
Islam dan /urnalistik Islam. Namun pembahasan dalam buku 
ini, berbeda dengan muatan materi yang biasa ditemukan 
dalam buku-buku tentang pers islami itu, yang umumnya 
membicarakan tentang ciri-ciri, visi, dan misi pers islami. 


Makna Fikih Jurnalistik yang dimaksud dalam buku ini, 
lebih menekankan pada hal-hal yang harus ditempuh, sesuai 
dengan hukum Islam (fikih), dalam berbagai kegiatan jurnalistik 
yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk 
tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik 
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maupun dalam bentuk lain dengan menggunakan media yang 
tersedia. 


Lebih sederhana lagi, Fikih Jurnalistik dapat didefinisikan 
sebagai “kumpulan hukum syariat yang berhubungan dengan 
tahap kerja jurnalisme, hingga sampai pada tujuannya.” Walau 
demikian, untuk alasan praktis dan keterbatasan, tidak semua 
tahap tersebut dikupas dalam buku ini. Kajian lebih dominan 
terletak pada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam 
pencarian dan pelaporan berita. 


Ketika menghubungkan berbagai ragam kerja pers dengan 
hukum Islam, penulis tidak membatasi kajian pada literatur fikih 
saja. Penulis juga berupaya melebarkan kajian pada disiplin 
keilmuan Islam lainnya, seperti kitab-kitab akhlag dan hadits. 
Sebab, pengertian fikih secara etimologi, lebih luas daripada 
yang dicakup oleh maknanya secara istilah. Sebab, makna fikih 
secara istilah memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yakni 
“ilmu tentang hukum syariat. dalam bentuk praktik, yang diambil 
dari dalil terperinci”. Namun secara bahasa, maknanya mencakup 
semua ajaran agama. Hal ini dikuatkan oleh penggunaan kata 
#ikih' dalam Al-Our'an yang ternyata cakupannya lebih luas. 
Dalam Surah At-Taubah ayat 122 disebutkan, 


2 5 . 3 Pan ad 
“ Pn eat PA 1 


3 FA 2 Nana en 33 AG YAA 
SPN 3 RE AI 5 Kp Koe IS 


4 UT pg 1G) 


“Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara 
mereka beberapa orang untuk memperdalam penge- 
tahuan mereka tentang agama (tafagguh fid diin).” 


1 Definisi kegiatan pers diambil dari Undang-undang tentang Pers 
No. 40/1999 Pasal 1 A1 
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Dalam ayat di atas, kalimat 'memperdalam pengetahuan 
mereka tentang agama” dibahasakan dengan kalimat /i 
yatafaggahuu fid din. Kata yatafaggahu atau tafagguh asal 
katanya adalah “fikih'. Karena itulah, dalam penelusurannya, 
penulis melebarkan library research-nya pada literatur-literatur 
Islam secara umum, yakni ilmu akhlak, tafsir, akidah, selain 
rujukan fikih sediri tentunya. Untuk literatur fikih, penulis 
melakukan kajian lintas madzhab, tidak membatasinya dengan 
fikih satu madzhab. 


Di tengah penelusuran aturan pers dalam perut kitab- 
kitab fikih tersebut, penulis mendapati bahwa banyak dari 
aturan pers (meski tidak semua) yang ternyata sesuai dengan 
ajaran Islam. Lalu apakah manfaat dari penelusuran itu? Tak 
lain, penulis mencoba mengajak para insan pers, pembelajar, 
peminat, dan kalangan umum yang selama ini “terkungkung” 
dalam kepungan media massa, untuk “mengaji” serta 
menghayati fikih profesi dan aktivitas mereka. Tak perlu datang 
ke pesantren atau membuka kitab kuning lembar per lembar. 
Semoga buku kecil ini bisa memenuhi keinginan para praktisi 
dan pemerhati pers yang ingin melihat dunianya dari jendela 
fikih. 

Bagi sebagian insan pers yang mungkin masih enggan 
membatasi aktivitasnya dengan UU tentang Pers, Kode 
Etik Jurnalistik (KEJ), atau Kode Etik Wartawan Indonesia 
(KEWI), semoga dengan kehadiran buku ini dapat membatasi 
aktivitasnya dengan dalil-dalil agama, sebagai aturan 
tertinggi manusia. Dan bagi insan pers yang sudah konsisten 
melaksanakan regulasi dan kode etik itu, menjadi puas dan 
makin mantap mengerjakannya. 
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Kode Etik Jurnalistik meminta, wartawan Indonesia 
menyadari sepenuhnya bahwa proses menaati KEJ itu terutama 
berada pada hati nurani masing-masing. Semoga kajian Fikih 
Jurnalistik ini dapat ikut serta membangun dan mengokohkan 
kekuatan hati nurani itu. 


Menjalankan perintah agama, meninggalkan yang 
dilarang, dengan niat ikhlas semata karena Allah, akan 
membuahkan pahala. Kesuksesan dunia didapat, kebahagiaan 
akhirat juga diraih. Semoga! 


Surabaya, 1 Mei 2008 


Penulis 


Kebebasan Pers dalam Islam 


Pentingnya Kebebasan Pers 

Kebebasan Pers Menurut Islam: Bukan Hanya Hak, Tapi 
Wajib 

A. Kebebasan Berpikir 

ljtihad Menjadi Salah Satu Dalil Syar'i 


B. Kebebasan Menyatakan Pendapat 
Wartawan Ber-Amar Makruft Nahi Munkar? 
Dakwah bukan Hanya Ceramah 
. Membatasi Kebebasan Pers: Menghormati Kebebasan 
Orang Lain 


KEBEBASAN pers merupakan perwujudan dari kebebasan 
mengeluarkan pendapat dan kebebasan untuk menceritakan 
suatu peristiwa. Atau, kebebasan individu untuk mengungkapkan 
pendapat dan pikiran, dengan cara menyampaikan suatu 
informasi kepada massa, dalam semua kondisi, tanpa harus 
ada izin atau pengawasan. Dalam pengertian lain, kebebasan 
pers adalah kebebasan seseorang untuk menyebarluaskan apa 
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yang dia mau melalui media cetak, baik koran, majalah, atau 
buku. 


Kode etik jurnalistik mendefinisikan “kebebasan pers 
sebagai kebebasan seseorang untuk menulis apa yang dia mau 
dan menyebarluaskannya melalui koran, buku, atau media 
cetak lain, untuk dikonsumsi secara umum”. 


Kenyataannya, ada semacam kesepakatan dari para 
perumus undang-undang bahwa inti dari kebebasan me- 
ngeluarkan pendapat dan mengungkapkan suatu peristiwa 
adalah diperbolehkannya seseorang menampilkan pen- 
dapatnya secara terang-terangan serta mengungkapkan 
pemikirannya tanpa adanya ikatan. Bahwa ikatan apapun 
yang ada, merupakan bentuk pengecualian, bukan merupakan 
inti. 


I. Pentingnya Kebebasan Pers 


Kebebasan yang harus dinikmati kaum jurnalis adalah 
legalitas bagi mereka untuk mengungkapkan setiap hal yang 
bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi perhatian mayoritas 
masyarakat tersebut (pendapat atau opini umum). Selain 
itu, dampak positifnya juga bisa dinikmati semua kalangan. 
Pemerintah wajib memfasilitasi dan membekali kaum jurnalis 
dengan informasi yang mereka butuhkan, selama kaum jurnalis 
itu mempunyai tujuan untuk memberitakan kebenaran dan 
membela kebenaran. 

Dari konsekuensi ini, lahir suatu keniscayaan bahwa 
jurnalisme (yang bebas dalam aktivitasnya) akan menjelma 
menjadi mimbar bebas untuk mengekspresikan barisan kata 
yang jujur, atau kritik konstruktif yang bebas. 
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Dr. Laksamana Rao menyebutkan 4 (empat) syarat demi 
tercapainya prestasi suatu profesi, sebagaimana dikutip oleh 
Ja'far Assegaf: 

1. Harus ada kebebasan dalam profesi itu. 

2. Harus ada obsesi dan hubungan yang mengikat antara 
pekerja dengan profesinya. 

3. Harus ada kemampuan dan keahlian (skill). 

4. Harus ada tanggung jawab yang merujuk pada undang- 
undang profesi. 


II. Kebebasan Pers Menurut Islam 


Bukan Hanya Hak, Tapi Wajib 


Kebebasan pers mencakup kebebasan berpikir, kebe- 
basan berbicara, dan kebebasan untuk mengungkapkan 
sesuatu. Pengungkapan suatu peristiwa, atau pendapat, bisa 
diekspresikan melalui lisan, pena, atau tindakan (action). Di 
antara tujuan jurnalistik adalah mentransfer, dalam bentuk 
informasi, tentang prilaku, perasaan, dan pikiran manusia. 
Sedang kebebasan berbicara atau transfer informasi tersebut, 
akan ada setelah kebebasan berpikir terjamin. Itu karena 
ucapan ataupun tindakan terlahir dari suatu refleksi atau 
pemikiran. Karena itu, tatkala membicarakan kebebasan pers 
dalam Islam, kita harus pula membicarakan tentang: 

1. Kebebasan berpikir: dan 
2. Kebebasan mengeluarkan pendapat (mengekspresikan 
pendapat dan kritik), menurut perspektif Islam. 


A. Kebebasan Berpikir 


Islam menjamin kebebasan ini secara konkrit dan nyata. 
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Karena kebebasan ini diatur oleh akidah, dijaga oleh akhlak, 


dan terus diawasi setiap saat oleh pantauan Allah 45. 


Lebih dari itu, dalam Islam, berpikir, melakukan riset dan 
penelitian, tidak hanya dianjurkan, namun merupakan suatu 
kewajiban, dan merupakan ibadah dan metode yang sah untuk 
mencapai keimanan kepada Allah &£. Juga untuk mengungkap 
keagungan kekuasan dan ciptaan-Nya. 


Orang yang membaca Al-Our'an, akan menemukan secara 
gamblang bagaimana kitab suci ini mengajak umat untuk selalu 
mengerahkan kemampuan akal, tafakkur (berpikir), tadabbur 
(merenung), meneliti dan mengkaji. 


Karena Islam menolak setiap klaim yang tidak berdasar 
pada dalil dan bukti, maka berpikir, tadabbur, meneliti dan 
mengkaji merupakan kewajiban seluruh umat manusia. Allah 
3g berfirman, “Apakah ada Tuhan selain Allah? Katakanlah 
(wahai Muhammad), datangkanlah bukti kalian jika kalian 
adalah orang-orang yang benar.” (OS. An-Naml: 64) 


Tidak mau menggunakan akal dan tidak mau berpikir, 
merupakan sebab masuknya orang-orang kafir ke dalam 
neraka. Allah $£ berfirman, “Dan mereka berkata, 'Sekiranya 
kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) 
niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka 
yang menyala-nyala. Mereka mengakui dosa mereka. Maka 
kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala- 
nyala.” (OS. Al-Mulk: 10-11) 


Dalam bahasa yang lebih jelas, Allah mengibaratkan 
orang-orang yang tak mau berpikir, padahal dia diberi akal, 
sebagai golongan yang lebih jelek dari binatang (sebab binatang 
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memang makhluk tak berakal). Karena tak mau menggunakan 
akalnya itulah, segolongan manusia itu akhirnya terjerumus 
dalam kesesatan. Allah 38£ berfirman, “Sesungguhnya makhluk 
yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah: orang-orang 
yang pekak dan tuli? yang tidak mengerti apa-apapun.” (OS. 
Al-Anfal: 22) 


Dalam ayat lain, disebutkan: 


("£ ato 


OA ai GR Ha Ko 
da On AA (ha Sl Ah G Gotik 


MSi & IBI JA 3 KS Sea ic 


fava AA 


“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka 
Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka 
mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk 
memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai 
mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda- 
tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga 
(tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat- 
ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan 
mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang 
lalai.” (OS. Al-A'raf: 179) 


Ijtihad Menjadi Salah Satu Dalil Syar'i 


Di antara faktor yang menguatkan bahwa Islam mengajak 


2 Maksudnya: manusia yang paling buruk di sisi Allah ialah yang tidak mau 
mendengar, menuturkan dan memahami kebenaran 
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untuk mengerahkan kemampuan akal dan “memerdekakan” 
pikiran adalah legalisasi ijtihad sebagai salah satu sumber 
hukum. Bahkan, riset dan penelitian dalam proses pencarian 
hukum syar'i ini dianggap sebagai ketaatan dan ibadah. 


Dalam suatu hadits, ketika Rasulullah mengutus 
sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya 
kepada sahabatnya itu, “Jika ada suatu masalah, bagaimana 
engkau menghukuminya?” Mu'adz menjawab, “Aku akan 
menghukuminya dengan Kitabullah (Al-Our'an).” 


“Jika tidak kau dapati dalam Kitabullah,” tanya Rasul. 
“Aku akan menghukuminya dengan Sunnah Rasul.” 
“Jika tidak ada dalam Sunnah Rasul?” 


“Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan saya tidak 
akan melampaui batas." 


Kemudian Rasulullah menepuk dada Mu'adz seraya 
berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk 
kepada utusan Rasulullah (yakni Mu'adz bin Jabal, pen) sesuai 
dengan apa yang diridhai-Nya.”” 

Jika hukum positif dan hukum internasional hanya 
menganggap berpikir dan mengemukakan pendapat adalah 
hak yang diberikan oleh negara kepada individu, maka Islam 
selangkah lebih maju dengan menganggap ijtihad dan riset 


3 Ijitihad menurut etimologi diambil dari kata al-juhd, artinya kemampuan dan 
pekerjaan berat. Secara istilah adalah pengerahan kemampuan seorang fagih, 
dengan mengeluarkan segala kemampuannya, tatkala dia melakukan kajian dan 
bergelut dengan dalil, untuk menghasilkan hukum, sesuai yang dipahaminya. 
Sedang fagih (mujtahid) adalah orang yang baligh dan berakal, mempunyai skill 
dan bekal untuk mencapai suatu kepahaman 

4 HR. Abu Dawud dalam Peradilan, Bab tentang Ijtihad Pendapat: Imam Turmudzi 
dalam Hukum, Bab Per-gadli-an: Imam Ad-Darami dalam Mukaddimah, Bab 
Fatwa dan Kesulitannya: Imam Ahmad dalam Al-Musnad hal 230 
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adalah fardlu kifaa-i (jika sudah dilakukan oleh sebagian 
mujtahid, akan jatuh dosa sebagian yang lain). Sebaliknya, 
jika tidak ada yang melakukan, maka semua orang mukallaf 
(berakal dan baligh) akan menanggung dosanya. 


Kebebasan untuk berijtihad mencakup semua ranah 
kehidupan. Islam adalah kumpulan peraturan universal yang 
mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya, hubungan 
hamba itu dengan hamba lain, hubungan individu hamba 
tersebut dengan negara atau pemerintah, hubungan negara 
Islam dengan negara lain, baik dalam kondisi damai atau 
perang, dan sebagainya. Mujtahid (orang yang berijtihad, pen) 
wajib mengeluarkan hukum yang berkaitan dengan seluruh 
permasalahan ini dari Al-Gur'an dan sunnah. Tidak ada batas 
dan ikatan bagi mujtahid itu selagi dia memiliki bekal syarat- 
syarat berijtihad, yakni tersedia bagi dirinya media ijtihad: tidak 
ada nash dalam Al-Gur'an atau Assunnah, juga belum adan 
ijma' (konsensus) ulama terdahulu yang menghukumi kasus 
yang akan dia kaji. 

Di antara jaminan syariat dalam kebebasan berijtihad 
dan berpikir adalah tidak ada keharusan bagi mujtahid untuk 
mencapai kebenaran dalam ijtihadnya. Karena kebenaran 
dalam masalah ijtihadiyyah adalah perkara yang hanya 
diketahui oleh Allah, bukan klaim manusia. Seorang manusia 
mujtahid hanya mengerahkan kemampuannya untuk mengkaji 
dan meneliti dalil, serta mengeluarkan hukum tertentu dari 
kasus yang dia kaji itu (dikenal dengan istilah istinbath, pen). 
Jika dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua 
pahala, jika salah, dia mendapatkan satu pahala, sebagaimana 
dijelaskan dalam hadits nabi riwayat Bukhari, Muslim, dan al- 
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Hakim. Dengan hasil apapun, mujtahid itu telah melakukan 
ketaatan dan akan diganjar dengan pahala, selagi dia memiliki 
syarat-syarat berijtihad. 


B. Kebebasan Menyatakan Pendapat 


Islam juga mewajibkan kepada kaum muslimin untuk 
mengekspresikan pendapatnya dan melakukan kritik 
terhadap kesalahan yang terjadi. Ketika hak dirampas, 
kebenaran diabaikan, dan makin tampak saja penyimpangan- 
penyimpangan di tengah masyarakat, individu muslim tanpa 
terkecuali, wajib mengambil langkah tegas dan aktif dalam 
memeranginya. 


Inilah konsep amar makruf nahi munkar yang dikenal 
dalam Islam. Amar makruf nahi munkar merupakan kewajiban 
bagi setiap individu muslim, apapun profesinya. Sekali 
lagi, undang-undang Islam selangkah lebih maju dibanding 
undang-undang lain produk manusia, yang hanya menjadikan 
hak mengkritik sebagai hak saja, bukan kewajiban. Poin 
ke-19 Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia 
yang dikeluarkan pada tahun 1948 mengatakan: “Setiap 
orang mempunyai hak dalam kebebasan berpendapat dan 
mengungkapkan tanpa intervensi apapun." 


Umat Islam menjadi umat terbaik yang pernah ada 
di muka bumi, karena kebebasan untuk mengungkapkan 
pendapatnya benar-benar terjamin. Islam mewajibkan nahi 


? Tentunya dalam masalah nagliyyat, bukan agliyyat seperti penciptaan alam yang 
bersifat huduts (baru), juga adanya Tuhan dan sifat-sifatnya: diutusnya Rasul, dsb, 
maka orang yang bersalah dalam memahaminya, sebagaimana kesepakatanakan 
ulama dalam hal ini, dia berdosa. Bahkan dapat dihukumi kafir jika sampai 
menafikan eksistensi agama Islam atau mengingkari diutusnya Nabi Muhammad 
Shallallahu alaihi wasallam 
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munkar (melarang kemunkaran) terhadap segala prilaku yang 
membahayakan Islam dan manusia. Amanat untuk mengajak 
kepada kebaikan dan dakwah adalah tanggung jawab setiap 
muslim. Jika umat Islam meninggalkan kewajiban amar ma'ruf 
nahi munkar, maka mereka tidak lagi memiliki keistimewaan 
sebagai umat yang terbaik. 


Allah 8£ berfirman, “Kamu adalah umat yang terbaik yang 
dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'rut, 
dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. 
Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi 
mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan 
mereka adalah orang-orang yang fasik. ” (OS. Ali Imran: 110) 


Dalam sebuah hadits bahkan disebutkan bahwa inti 
beragama adalah memberi nasihat yang baik. Diriwayatkan 
oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Nasa-i dari Tamim ad- 
Dary bahwa Rasulullah & bersabda, “Agama adalah nasihat.” 
Kita (para sahabat) bertanya, “Untuk siapa?” Rasul menjawab, 
“Untuk Allah, kitab-Nya (Al-Our'an), Rasul-Nya, pemimpin- 
pemimpin umat Islam, dan umat Islam secara umum.” 

Orang yang meninggalkan nasihat dan dakwah berarti 
telah meninggalkan inti ajaran agamanya. Orang yang berbaiat 
kepada Rasulullah untuk masuk Islam, tidak diterima kecuali 
setelah menyatakan kesanggupannya untuk memberi nasihat 
dan dakwah. 

Jarir bin Abdullah suatu saat mendatangi Rasulullah 


6 HR Muslim dalam Keimanan, Bab bahwa Agama adalah Nasihat: Abu Dawud 
dalam Adab, Bab 59: Turmudzi dalam Kebaikan, Bab 17: Nasa-i dalam Baiat, Bab 
31: Ad-Darimi dalam ar Rigag, Bab 41: Ahmad bin Hanbal dalam Al-Musnad 1/251: 
Baihagi dalam Adab, Bab Kewajiban Muslim untuk Saudaranya dalam Islam 
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& dan berkata, “Aku berbaiat kepadamu wahai Rasulullah 
untuk masuk Islam.” Lantas Rasulullah memberi syarat, “Dan 
memberi nasihat untuk setiap muslim.” 


Rasul memerintahkan orang yang baru masuk Islam untuk 
mau memberi nasihat. Inilah iklim yang ingin diciptakan Islam: 
saling memberi nasihat antar saudaranya. Dengan demikian 
akan terbangun masyarakat yang sentosa, penuh dengan 
keadilan dan ketentraman. 


Sebagaimana Islam juga menilai bahwa amar makruf 
nahi munkar merupakan tanggung jawab kolektif. Allah 45 
berfirman, “Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang 
tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara 
kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.” 
(OS. Al-Anfal: 25) 


Maksud dari tanggung jawab kolektif adalah, jika 
kemungkaran terjadi namun tidak ada yang berusaha 
melarangnya, maka Allah 85 akan memberi sanksi kepada 
semua umat. Kepada yang melakukan kemungkaran itu karena 
prilakunya, dan kepada yang tidak melakukan kemungkaran, 
karena sikapnya yang pasif dan diam. 


Rasulullah ## bersabda, “Tidak ada seorang yang melakukan 
kemaksiatan di tengah umat, di mana mereka mampu merobah 
kemunkarannya, tapi mereka enggan mengubahnya, kecuali 
Allah akan menurunkan adzabnya, sebelum mereka mati.” 


Dalam hadits lain, “Demi Dzat Yang aku berada dalam 


7 HR Bukhari dalam Keimanan, Muslim dalam Keimanan, Bab bahwa Agama adalah 
Nasihat 

8 HR. Abu Dawud, Bab Perintah dan Larangany Ibnu Majah dalam Fitnah-Fitnah, Bab 
Amar Ma'ruf: Baihagy dalam Kitab As-Sunan Al-Kubra, Bab Adab Gadli: Ahmad 
dalam Kitab Al-Musnad 4/364: At-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir 2/377 
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genggaman-Nya, perintahkanlah kebaikan dan laranglah 
kemunkaran! Atau Allah akan menurunkan siksa-Nya kepada 
kalian, kemudian kalian memohon kepada-Nya, namun tidak 
akan dikabulkan-Nya.”” 


Dan, di antara media amar makruf nahi munkar, selain 
buku, kaset, film, adalah media massa. Jika seseorang melihat 
kemunkaran, dan dia punya optimisme bahwa suara dan 
tulisannya akan bisa sampai kepada khalayak umum dengan 
fasilitas media tersebut, maka dia harus melakukannya 
demi untuk menghentikan penyimpangan yang terjadi, dan 
merangsang orang lain untuk turut mengingkarinya, sehingga 
terbentuk opini umum (public opinion) yang positif dan baik. 


Wartawan Ber-Amar Makruf Nahi Munkar? 


Sebagian kalangan berpendapat bahwa kewajiban dakwah 
hanya bagi mereka yang bergelut dalam dunia dakwah, atau 
kewajiban para da'i saja. Pendapat ini perlu dikaji ulang. 

Allah 8£ berfirman dalam Surat Ali Imran: 104 , “ Dan hen- 
daklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 
mencegah dari yang munkar, mereka adalah orang-orang yang 
beruntung.” 


Apakah yang diwajibkan hanya sebagian alias segolongan 
umat saja? 


Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, “Harus ada segolongan 
orang dari umat ini yang mengemban amanat amar makruf 


9 HR. Turmudzi dalam Fitnah-Fitnah, Bab Amar Makruf Nahi Munkar, dan Ahmad 
dalam Kitab Al-Musnad 5/388 
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nahi munkar, meski kewajiban ini adalah untuk setiap individu, 
sesuai bidang kemampuannya masing-masing." 


Dalam Tafsir Ar-Razi disebutkan: Salah satu lafadz firman 
Allah ta'ala di atas, yaitu lafadz “minkum" (di antara kamu), 
mempunyai dua kemungkinan arti, pertama, 'min' (dari) tidak 
menunjukkan kewajiban untuk sebagian umat saja (artinya, 
kewajiban itu untuk seluruh umat tanpa terkecuali) dengan 
dua dalil: 
1. Allah 

kepada semua umat Islam dalam firman-Nya, “Kamu 


4g telah mewajibkan amar makruf nahi munkar 


adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang 

munkar .” (OS. Ali Imran: 110) 

2. Tidak ada mukallaf (akil baligh) kecuali diwajibkan 
kepadanya untuk ber-amar makruf nahi munkar, baik 
dengan tangan (kekuasaan), lisan, atau hatinya. Wajib 
bagi setiap orang menghilangkan bahaya dan kejahatan 
terhadap keselamatan manusia. 

Dr. Abdul Karim Zaidan menyimpulkan, “Jika ar Razi 
mengatakan demikian, berarti dapat kita katakan bahwa 
arti ayat 104 Surat Ali Imran mempunyai makna, Jadilah 
kalian umat yang mengajak kepada kebaikan dan melarang 
kemunkaran." 


Kemungkinan kedua, kata Ar Razi, 'min' (dari) menunjukkan 
kewajiban amar makruf nahi munkar hanya untuk kalangan 
tertentu saja, yakni para ulama (artinya dengan mengartikan 
'min' dengan 'sebagian')."" 


10 Tafsir Ar-Razi Jilid VII Hal 177-178 
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Dr. Abdul Karim Zaidan, ulama asal Irak yang saat ini 
menetap di Yaman kembali mengomentari, “Tidak perlu 
diragukan, dakwah untuk berbagai kebaikan -- dan yang paling 
utama adalah dakwah untuk mengajak taat kepada Allah 45, 
harus dengan syarat dan bekal ilmu. Namun ilmu pengetahuan 
bukan hanya satu yang tidak terbagi-bagi. Ada klasifikasi dan 
spesialisasi. Siapa orang yang tahu tentang suatu masalah dan 
tidak tahu tentang masalah yang lain, berarti dia alim (tahu) 
dalam masalah pertama, dan jahil (tidak tahu) dalam masalah 
kedua. Dengan kata lain, berarti dia termasuk ulama dalam 
masalah pertama, dan punya kewajiban untuk menyampaikan 
ilmu yang dikuasainya, bukan yang tidak dia kuasai. Tidak 
ada perbedaan Di antara ulama, bahwa orang yang tidak 
tahu tentang hukum suatu masalah, dia tidak boleh berbicara 
tentang hukum tersebut. Karena mengetahui keabsahan 
(kebenaran) materi dakwah adalah syarat keabsahan dakwah. 
Dengan demikian, setiap individu muslim punya kewajiban 
dakwah, sesuai dengan disiplin ilmu yang dia miliki.” " 

Dengan demikian, usaha amar ma'ruf nahi munkar 
bukanlah tanggung jawab para ulama atau juru dakwah saja. 
Setiap person yang melihat suatu kejadian dan dinilainya 
sebagai bentuk kemungkaran, harus berusaha merubahnya 
semaksimal mungkin. Usaha merubah tersebut, bisa 
disampaikan dalam bentuk ucapan ataupun tulisan, baik lewat 
buku, selebaran, atau media cetak. 


Seorang wartawan juga dituntut berlaku sama, pemberitaan 
tentang suatu kejadian yang dinilainya sebagai bentuk 
kemungkaran, harus didasari oleh niat dan misi ber-nahi munkar 


1 Dr. Abdul Karim Zaidan, Ushul Ad-Dakwah, hal 311-312 
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(melarang kemungkaran). Dengan meggunakan metode dan proses 
tertentu yang akan dibahas dalam buku ini pada pembahasan 
tentang pemberitaan kriminalitas dalam tinjauan syari'ah. Begitu 
pula sebaliknya, jika kejadian tersebut dinilai sebagai bentuk 
kebaikan (ma'ruf) yang ditinggalkan atau tidak diindahkan 
masyarakat. Semua usaha ini, bagi seluruh individu muslim, baik 
wartawan maupun bukan, merupakan kewajiban dan tanggung 
jawab, bukan hanya sebatas anjuran atau hak belaka. 


Dakwah bukan Hanya Ceramah 


Apa yang bisa dilakukan wartawan dengan goresan 
penanya? Apa yang bisa didakwahkannya? Apakah itu 
bisa dilakukan di media massa konvensional atau skuler 
sekalipun? 


Sebuah ilustrasi yang indah pernah disampaikan oleh 
Hasan al-Banna, seperti dikutip Suf Kasman dalam /urnalisme 
Universal (2004), bahwa para juru dakwah ibarat gardu listrik 
yang menyebarkan aliran listrik untuk menerangi setiap sudut 
dan pelosok kota. Adalah tugas dan tanggung jawab para 
dai menyampaikan sinar nilai-nilai Islam ke segenap lapisan 
masyarakat. 

Pada zaman kini, mass media cetak, seperti surat kabar, 
majalah, buletin brosur, tabloid, dan lain-lain, adalah media 
untuk menyebarkan pikiran-pikiran dan prinsip-prinsip 
dakwah dengan pena (da'wah bi al-galam) kepada semua 
tingkatan manusia.'? 

Masih dalam buku Suf Kasman, cara ini memiliki beberapa 
keunggulan sebagai berikut: 


2  Suf Kasnam, /urnalisme Universal, (Cet. I: Jakarta, Teraju, 2004), hlm. 127 
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Pertama, lebih dalam pengaruhnya dari gelombang- 
gelombang suara lisan ahli pidato. Kedua, tulisan cukup 
berbicara satu kali dan akan melekat terus menerus dalam hati 
serta bisa menjadi buah tutur setiap hari. Ketiga, bahasa tulisan 
lewat media cetak lebih rapi dan lebih teratur dari pada bahasa 
lisan, karena menulis adalah berpikir dengan teratur. Keempat, 
pembaca bisa membaca berulang-ulang hingga meresapi. 
Kelima, lebih menguatkan jalinan / persaksian." 


Harus ada keinginan untuk mengubah paradigma dakwah 
yang salah. Dakwah bukan hanya ceramah. Dakwah bukan 
hanya berarti membuat pengajian dan halagah dengan jumlah 
pendengar yang terbatas. Dakwah seharusnya adalah segala 
bentuk kegiatan —dengan cara apapun- yang memberikan 
pemahaman Islam kepada siapapun." 


Bila merujuk pada arti dakwah yang diuraikan al- 
Khuli, yakni memindahkan masyarakat dari satu situasi ke 
situasi yang lain, maka jenis dakwah yang bisa dilakukan 
wartawan dalam pemberitaan adalah semangat dan misi untuk 
menghindarkan masyarakat dari kekufuran pada keimanan, 
mengentaskan mereka dari kemelaratan pada kemakmuran, 
dari perpecahan kepada persatuan, dari kemaksiatan pada 
ketaatan,” berani mengungkap kejahatan atau penyelewengan 
serta menampilkan kritikan-kritikan nara sumber pada sebuah 
tindak kesalahan, semangat melawan penjajahan dan perang 


8 M. Isa Anshari, Mujahid Dakwah (Bandung: Diponegoro, 1995), hlm. 34 

4 Garis Tajuddin, Lc dan Drs Hussen Gani, Dakwah Multimedia, Dakwah Era 
Modern (dalam buku Dakwah, Mencermati Peluang dan Problematikanya,, (Cet 
I: Jakarta, STID Mohammad Natsir Press, 2007), hlm. 177 

15 Lihat: Jurnalisme Universal, hlm. 115-116 
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seperti yang terjadi di Palestina atau Irak, semangat membela 
tanah air dari propaganda-propaganda asing yang merugikan 
negara, mendorong pembacanya untuk berpikir serta berbuat 
baik, dan sebagainya. Disebut semangat, karena bukan berarti 
wartawan menyatakan opininya sendiri (yang merupakan 
pantangan bagi seorang jurnalis), namun untuk memainkan 
data, uraian nara sumber, hingga ia bisa menentukan angle 
tulisannya yang dipenuhi misi amar ma'ruf nahi munkar. 


Bila menilik penjelasan di atas, usaha dakwah bil galam 
ini pun sebenarnya dapat dilakukan oleh wartawan yang 
berafisliasi ke media massa non islami. Di alam demokrasi 
seperti sekarang ini, kita dapat memanfaatkan banyak media, 
bahkan yang berasal dari negara Barat sekalipun, untuk 
memberikan pemahaman yang berbeda. Dengan kualitas 
penulisan dan reportase yang baik, media massa umum akan 
terbuka pada pandangan-pandangan islami.' 


Ill. Membatasi Kebebasan Pers: Menghormati Kebebasan 
Orang Lain 


Sangat logis apabila kebebasan pers (berpikir dan 
mengungkapkan), juga kebebasan-kebebasan lain pada 
umumnya, tidak mutlak tanpa batas. Adanya batasan-batasan, 
bukan untuk mengebiri kreatifitas dan kebebasan, namun 
untuk menghormati hak dan kebebasan pihak lain. Islam 
melarang pelecehan atau perbuatan yang dapat menjatuhkan 
nama baik seseorang. Sebagaimana Islam juga melarang 
perbuatan-perbuatan yang tidak mengindahkan etika umum, 


8 Garis Tajuddin, Lc dan Drs Hussen Gani, ibid, hlm. 179-180 
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menyebarkan kemunkaran melalui berita atau yang lain, atau 
tindakan permusuhan terhadap syi'ar-syiar agama. 


Beberapa ayat di bawah ini menjelaskan beberapa batasan 
bagi kebebasan berpikir dan mengungkapkan tersebut. 


1. Tuduhan berzina 


Allah 4 berfirman, 


Pa Pr £ .. .. aa 5 


CE PE SAN AI KE Ga OA 2 


KT pa (Ole Sis ee Ai, 


“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang 
baik-baik, yang lengah" lagi beriman (berbuat zina), 
mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka 
azab yang besar.” (OS. An-Nur: 23) 


2. Orientasi untuk menyiarkan berita cabul 
A 


2 KA Ll 3 LN ga 3 GP Ga 


AT ATA “DAK 


MW LET Lah ni , Gal an ek 
KA na 


“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) 
perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang- 
orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia 
dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui.” (OS. An-Nur: 19) 


7  Yangdimaksud dengan wanita-wanita yang lengah ialah wanita-wanita yang tidak 
pernah sekali juga teringat oleh mereka akan melakukan perbuatan yang keji itu 
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3. Merendahkan dan memberi sebutan sebagai ejekan pada 
orang lain 


f2 (at PL ML on... 4 


bla dn LP B3 SAY aU Gal RE 
KAN PAN Pera sbg Ma Ho3 anal 


Naa bet 


ai: ansuka 2 


“Haiorang-orangyang beriman, janganlah sekumpulan orang 
laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang 
ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula 
sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, 
boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah 
suka mencela dirimu sendiri '8 dan jangan memanggil 
dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk 
panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman "dan 
barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang- 
orang yang zalim.” (OS. Al-Hujurat: 11) 


4. Berburuk sangka, memata-matai, dan menggunjing satu 
sama lain 


ke PA Sai ap 5 Bena «ag DR. 
LI AS AN Ga be Tata rate sal We 


8 Jangan mencela dirimu sendiri maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin 
karana orang-orang mukmin seperti satu tubuh 

? Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, 
seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: 
"hai fasik", "hai kafir" dan sebagainya 
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CX GX AGEN IG 2 IX 21 T.A 
Io ea ES Van Ki Sa 
G4 2251, GA » Pa. 2. 
Al Ipa) ana EA AA 


KN adi 
“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan 
purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba- 
sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan 
orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. 
Adakah seorang Di antara kamu yang suka memakan 
daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu 
merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha 
Penyayang.” (OS. Al-Hujurat: 12) 


5. Membocorkan rahasia Kena 
25 


2535 39 A31 ST AN 3 Ag, 
3 fee - AN 1D sea G2.  & PAN HAND A 
Katana yA Aa ANT JA IL 


Ph 


Y) 2 benban ea KK AI II 2 s2 
Kar mn 


“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita 
tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu 
menyiarkannya. Kalau mereka menyerahkannya kepada 
Rasul dan Ulil Amri? di antara mereka, tentulah orang- 
orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) 


20 lalah: tokoh-tokoh sahabat dan para cendekiawan di antara mereka 
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mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).?' Kalau 
tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, 
tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil 
saja (di antaramu).“ (OS. An-Nisa: 83) 


Mencela, mengumpat, menghambur fitnah, menghalangi 
perbuatan baik. 


4, 


pat (z Ce 2 Go GX, Nah 
AE IA NA MJ ai ES, 
KAT ai ON LO Par Lk 


“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak 
bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian 
ke mari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi 
perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak 
dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal 
kejahatannya.” (OS. Al-Galam: 10-13) 


Dalam ayat lain: “Celaka bagi setiap pengumpat lagi 


pencela.” (OS. Al-Humazah: 1) ? 
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Menurut mufassirin yang lain maksudnya ialah: kalau suatu berita tentang 
keamanan dan ketakutan itu disampaikan kepada Rasul dan Ulil Amri, tentulah 
Rasul dan Ulil Amri yang ahli dapat menetapkan kesimpulan (istinbat) dari berita 
itu 

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Utsman dan Ibnu Umar berkata: “Masih 
segar terdengar di telinga kami bahwa ayat ini (5.104:1,2) turun berkenaan dengan 
Ubay bin Khalaf, seorang tokoh Ouraisy yang kaya raya, yang selalu mengejek 
dan menghina Rasul dengan kekayaannya.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi hatim 
yang bersumber dari Utsman dan Ibnu Umar.) Dalam riwayat lain dikemukakan 
bahwa ayat ini (S5.104:1,2,3) turun berkenaan dengan al-Akhnas bin Syarig yang 
selalu mengejek dan mengumpat orang. Ayat ini turun berkenaan sebagai teguran 
terhadap perbuatan seperti itu. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi hatim yang bersumber 
dari as-Suddi.). Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini (OS.104:1-3) 
turun berkenaan dengan Jamil bin Amir al-Jumbi seorang tokoh musyrik yang selalu 
mengejek dan menghina orang. (Diriwayatkan oleh Ibnu jarir yang bersumber dari 
seorang suku Riggah.). Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Ummayah bin 
Khalaf selalu mencela dan menghina Rasulullah apabila berjumpa dengannya. 
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Agama Islam memberi hak kepada umatnya untuk 
mengekspresikan dan mengekspos setiap peristiwa, demi 
memperjuangkan kehormatan dan kebaikan mereka. Bukan 
untuk menyebarkan, apalagi untuk membela kebatilan dan 
kemunkaran. 


Harus dipahami bahwa kebebasan tidak tergambar kecuali 
harus dengan batasan. “Manusia merdeka” adalah orang yang 
punya keistimewaan khusus dan prestise tinggi. Punya karakter 
stabil dan secara sadar mau menghormati hak orang lain. Tidak 
berinteraksi dengan manusia lain kecuali dengan kebaikan, 
bahkan menghargainya dengan penuh toleransi. “Manusia 
merdeka” tidak pernah menjadi budak hawa nafsunya, tidak 
akan mau dikungkung oleh ambisi negatifnya. Namun dia, 
manusia merdeka, adalah tuan bagi jiwanya, dan raja yang 
bisa mengatur keinginannya secara tepat. 


Kemerdekaan atau kebebasan yang hakiki, tidak pernah 
lepas dari ikatan dan batas. Lepas dari sesuatu, berarti terikat 
oleh sesuatu yang lain. Demikian ketentuan hukum alam. 


Perlu diingat, bahwa batasan merupakan ketentuan asli dalam 
suatu aspek, bukan sesuatu yang datang dari luar aspek itu. Batasan 
itu setidaknya terdiri dari dua unsur: Pertama, usaha ketundukan 
pada jiwa dan akal, bukan pada hawa nafsu. Kedua, perasaan 
tulus, bahwa di luar kebebasan yang dimilikinya, terdapat hak 
orang lain yang menjadi kewajibannya, jika tidak, maka akan 
muncul rasa hegemoni dan egois. 


Kebebasan dan egoisme adalah dua kutub yang saling 


Maka Allah menurunkan ayat ini (S.104: sampai akhir surat) sebagai ancaman 
siksa yang sangat dahsyat terhadap orang-orang yang mempunyai anggapan dan 
berbuat seperti itu. (Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir yang bersumber dari Ibnu 
Ishag) 
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berlawanan. Tidak akan pernah bisa bersatu. Perasaan tulus 
tentang adanya hak orang lain, akan memunculkan sifat malu. 
Dan sifat malu pasti akan berdampak positif. Sebagaimana sifat 
malu juga akan memunculkan semangat perasaan sederajat 
(egalitarianisme) antar sesama manusia, bahwa orang lain 
punya hak seperti dirinya juga punya hak. Tidak ada kelebihan 
yang dimiliki seseorang di atas orang lain, kecuali karena 
kebaikan dan tagwa. 


Fikih membedakan kebebasan menjadi 2 (dua) bagian: 
Pertama, perkara yang berhubungan dengan agama. Kedua, 
perkara yang tidak ada hubungannya dengan agama. 


Dalam perkara yang mempunyai hubungan dengan 
agama, setiap mujtahid mempunyai kewenangan untuk 
“menginvestasikan” kemampuan berpikirnya, selagi tidak 
bertabrakan dengan nash (doktrin) Al-Our'an maupun sunnah. 
Dan selagi tidak keluar dari inti ajaran agama dan dari tujuan 
diletakkannya ajaran agama (magaashid asy syari'ah). 


Adapun dalam perkara yang tidak berhubungan dengan 
agama, maka setiap individu manusia punya kebebasan total 
untuk mengekspresikan pikiran dan opininya, namun tetap 
tidak boleh berkonfrontasi dengan kepentingan umum dan 
kepentingan individu lain. Bidang kedua ini sangat luas, 
mencakup bidang ilmu pengetahuan, kritik sosial, politik, 
ekonomi, dan sebagainya. 


Batasan kebebasan berpendapat, sebagaimana dikatakan 
Dr. Abdul Karim Zaidan, antara lain: 
1. Batasan umum yang mengikat semua hak, yaitu maksud 


2 Prof. Dr. Ashim Ahmad 'Ujailah, Hak Asasi Manusia dalam Islam (Kumpulan 
Artikel dalam Ats-Tsagaafah Al-Islamiyyah), hal 244-245 
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dan niat yang baik, senantiasa karena Allah 4£, dan demi 
kebaikan masyarakat luas. 

Tidak dengan tujuan berbangga diri, pamer, melecehkan 
pihak lain, ataupun membongkar aib (kekurangan) orang 
lain, atau demi meraih keuntungan dan jabatan. 
Senantiasa memperhatikan dan menjunjungtinggi akidah dan 
ajaran Islam. Tidak boleh melecehkan dan menghina Islam, 
Rasulullah &, dan sebagainya, baik dengan dalih kebebasan 
pers atau yang lain. Prilaku ini bisa menyebabkan seseorang 
keluar dari agama Islam (murtad) dan dihukum sesuai dengan 
sanksi bagi orang yang murtad. 

Senantiasa menjunjung tinggi etika Islam, tidak boleh 
melecehkan privasi orang lain, menghina, menjatuhkan 
harga diri, membunuh karakter orang lain, dan sebagainya, 
dengan dalih kebebasan pers. Kebebasan tidak boleh 
dibela lagi jika sudah dimanfaatkan untuk hal-hal yang 
negatif dan desdruktif.“ 


Dr. Abdul Karim Zaidan, Majmu'ah Buhuts Fighiyyah (Kumpulan Kajian Figih), 
hal 129-130 


31 


32 


Babil 
Konsep Dasar Kerja Pers” 


Mengklasifikasi Sumber Berita 

Klasifikasi Jenis Berita 

Titik Persamaan Dunia Kehakiman dan Pers 
Jumlah Saksi dalam Beberapa Jenis Berita 
Membekali Kerja dengan Kejujuran 


Menyempurnakan Kejujuran dengan Akurasi 
Obyektif dalam Menjelaskan Kejadian 
Mematuhi Aturan dan Etika Umum (Kode Etik) 
Fikih Islam dan Aturan Umum 

Amplop Wartawan dalam Tinjauan Fikih 

Hak Cipta dalam Tinjauan Fikih 


25  Terdapat.ciri dan standar tertentu agar berita benar-benar bermutu. Hampir tidak 
ada kesepakatan umum tentang jumlah pasti standar tersebut. Konsep dasar dalam 
pemberitaan dan penyiaran yang akan dibahas di sini hanya yang berhubungan 
dengan syariat atau hukum Islam. Adapun yang lain, yang sekiranya tidak punya 
hubungan dengan hukum syariat secara eksplisit, tidak dibahas, seperti kesegaran 
berita (freshness), kekinian (news ness), memuat aspek lokal (localness), kedekatan 
dengan pembaca (proximity or nearness), keterkenalan (prominence), dan lain- 
lain. Pembahasan tentang unsur-unsur tersebut bisa dilihat dalam buku-buku 
jurnalistik secara umum 
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I. '” Mengklasifikasi Sumber Berita 


Istilah “saksi mata” kerap didapati dalam dunia media 
massa. Ini menunjukkan bahwa seorang jurnalis tidak ada 
saat peristiwa terjadi, atau tidak mempunyai data valid tentang 
suatu kasus. Karena itulah, dia membutuhkan bantuan saksi 
mata untuk mengawali aktivitas persnya, tentang informasi 
bagaimana (how) terjadinya peristiwa. Termasuk informasi 
tentang standar unsur berita yang lain, yaitu what (siapa), when 
(kapan), where (di mana), why (mengapa) dan who (siapa). 

Istilah sumber berita lebih umum dari istilah saksi mata. 
Karena sumber berita, bisa berupa orang (human sources), atau 
informasi seperti catatan, dokumen, referensi, buku, kliping, 
dan sebagainya (physical sources). Luwi Ishwara menyebutkan 
bahwa sumber berita memang penting untuk mengembangkan 
suatu cerita dalam memberikan makna dan kedalaman suatu 
peristiwa atau keadaan.” 


Dalam menggunakan sumber berita wartawan harus 
skeptis. Melvin Mencher dalam bukunya Reporting and 
Writing, seperti dikutip Luwi dalam Catatan-Catatan 
Jurnalisme Dasar (2005), mengatakan bahwa sumber manusia 
ini terkadang kurang bisa dipercaya bila dibandingkan 
dengan sumber-sumber seperti dokumen, referensi, buku, 
dan sebagainya. Orang atau pejabat yang terlibat dalam 
peristiwa bisa mempunyai kepentingan untuk melindungi. 
Mereka biasanya bukan pengamat yang terlatih dan terkadang 
menceritakan apa yang mereka pikir diinginkan oleh 
wartawan. Bila ingin menggunakan orang sebagai sumber, 


26 |uwi Ishwara, Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar (Jakarta: PT Kompas Media 
Nusantara, 2005), hlm. 76 
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wartawan harus mencari sumber yang layak atau memenuhi 
syarat untuk bicara.” 


Karakter dan watak manusia berbeda-beda. Ada yang 
amanah dan jujur, namun ada yang tidak demikian. Seorang 
jurnalis, jika tidak mengetahui suatu kejadian atau suatu 
masalah secara pasti, dan membutuhkan sumber berita, harus 
“tebang pilih”. Dalam Bab III KEJ tentang Sumber Berita Pasal 
11 disebutkan: “Wartawan Indonesia meneliti kebenaran 
bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi 
sumber berita.” 


Karenanya, cross check dan klarifikasi (tabayyun) harus 
terus menerus diupayakan hingga dia benar-benar yakin 
dengan validitas informasi yang didapat. Tidak boleh tergesa- 
gesa untuk menyiarkan semua informasi yang ia dapat dari 
saksi mata atau sumber berita, dalam kondisi apapun, meski 
sedang dikejar deadline. Karena tidak hanya kecepatan yang 
dibutuhkan, namun juga akurasi data dan validitas informasi. 
Selain itu, dampak dan akibat dari berita yang tidak akurat, 
cukup berbahaya dan efeknya sangat luas.? 

Allah 3g berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, jika 
datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka 
periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya 
yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. 
Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. 


Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar- 
27  Lih. Melvin Mencher, News Reporting and Writing (Madison, WI: Brown & 
Benchmark Publishers, 7" ed. 1997), hlm. 307-414 


2 Dr. Muhammad Farid Mahmud, Al-Akhbar As-Suhutiyyah (Berita Media Massa), 
hal 121 
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benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan 
kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu 
indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada 
kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang- 
orang yang mengikuti jalan yang lurus, sebagai karunia dan 
nikmat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana.” (OS. Al Hujurat: 6-8) 


Ayat di atas menunjukkan pentingnya tatsabbut (mencari 
kebenaran) berita yang didapat dari pihak lain. Sebagai 
langkah antisipatif dari kesalahan berita yang dapat melukai 
perasaan orang. Juga membuat pelakunya menjadi menyesal 
sebab ketergesaan dan kecerobohannya. Karena itulah 
Nabi Muhammad & bersabda, “Barangsiapa tergesa, akan 
salah.” 


Dalam ayat 6-8 Surat Al Hujurat di atas, kata “fasig” dan 
“naba" (berita) menggunakan bentuk nakirah (lawan marifat). 
Dalam bahasa Arab, hal ini menunjukkan bahwa yang 
dimaksud dengan fasig dan berita dalam ayat tersebut adalah 
“semua bentuk kefasikan” dan “berita apa saja”. Dengan 
demikian, arti ayat di atas adalah: siapa saja orang fasig yang 
datang kepadamu, dengan membawa berita apa saja, janganlah 
tergesa untuk menerima dan mengeksposnya, carilah informasi 
dan ungkaplah kebenarannya. Jangan berpegang pada ucapan 
orang-orang fasig. Karena orang yang tidak meninggalkan sifat 
fasik, tidak akan meninggalkan sifat bohong, yang merupakan 
bagian dari kefasikan.? 


2 HR. Al-Hakim dari Al-Hasan, Hadits dha'if (lemah), Al-Jami' Ash-Shaghir fi 
Ahaadiitsi Al-Basyir An-Nadzir oleh Imam as Suyuthi, 11/169 

3 Al-Kassyaf, Jilid II1/ Hal 149 
Al-Fisg (kefasikan) menurut etimologi: keluar dari ketaatan dan dari agama. 
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Adapun maksud kata 'al bayyinah” (pembuktian), menurut 


Imam as Shan'ani, tidak hanya terbatas dengan kesaksian 


para saksi, namun pada semua faktor yang bisa menjelaskan 
kebenaran.?' Menurut al Gadli, “al bayyinah” adalah bukti 
kuat yang dapat membedakan mana yang benar dan mana 
yang salah.”Al bayyinah” sinonim dengan “al hujjah” (bukti 
atau dalil), karena sama-sama digunakan untuk mengungkap 
kebenaran. ? 
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Imam Ibnyu Gayyim al Jauziyyah mengatakan, 


“AI Bayyinah dalam syariat adalah sebuah nama yang bisa 
menjelaskan dan mengungkap kebenaran. Terkadang 
dengan 4 (empat) saksi, 3 (tiga) saksi, 2 (dua) saksi, 
1 (satu) saksi, 1 (satu) saksi wanita, nukul, sumpah 
sekali, sumpah 50 kali, sumpah 4 (empat) kali, atau 
bukti nyata dalam suatu kejadian seperti yang telah aku 
sebutkan, atau yang lain. Dengan demikian, maksud 
ucapan Rasulullah (yang artinya ): “al bayyinah wajib 
dilakukan oleh pendakwa” adalah dengan cara yang bisa 


Menurut istilah, sebagaimana dikatakan oleh Imam as Syaukani: Menyimpang 
dari ketaatan dan keluar dari batas dengan melakukan kemaksiatan. Kefasikan bisa 
disebabkan prilaku dosa besar meskipun sedikit, atau dosa kecil namun banyak 
dan menjadi kebiasaan. Kefasikan terkadang berupa kesyirikan, terkadang berupa 
dosa. Umumnya, yang dinamakan orang fasik adalah orang yang mempelajari 
hukum agama, melanggengi dan mengakuinya, namun tidak mengindahkan 
semua hukumnya, atau sebagiannya. (lihat Lisan al "Arab, Mishbah al Munir, 
dan Kitab Fathu al Gadir oleh Imam as Syaukani jilid 4, hal. 8). Sedang arti kata 
“fatabayyanuu” (dari kata tabayyun / klarifikasi): Carilah kebenaran informasinya, 
dan pilahlah mana berita yang benar dan mana berita yang bohong. (Tafsir al Munir 
fi al 'Agidah wa as Syari'ah wa al Manhaj, oleh Dr. Wahbah az Zuhaily, Jilid 5 dan 
6, hal 143) 

Subulus Salam Jilid 3, hal 95 

Faidlul Oadir Jilid 5, hal 334, oleh Muhammad Abdur Rauf al Manawi 

Ibnu Gayyim sebelumnya menjelaskan kasus-kasus yang bisa dibuktikan melalui 
tanda-tanda saja, juga “saksi bisu” dalam suatu kejadian 
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menjelaskan kebenaran apa yang didakwakan. Jika dia bisa 
membuktikan kebenarannya dengan cara apapun, maka 
dia dibenarkan.” 


Klasifikasi Jenis Berita 


Bedasarkan penjelasan di atas, perlu adanya pembagian 
jenis peristiwa yang dinukil dari sumber berita atau saksi mata 
menjadi 3 (tiga) bagian: 


1. Kejadian atau peristiwa biasa. 


Kejadian atau peristiwa biasa adalah kejadian yang tidak 
mengandung unsur kejahatan, juga tidak berhubungan dengan 
hak orang lain, baik hak dalam agama, jiwa, kehormatan, atau 
hartanya. Misalkan pemberitaan tentang bencana alam, acara 
seminar, konferensi, kunjungan pejabat, proyek pembangunan, 
program pengentasan kemiskinan, dan sebagainya.s 


Dalam kondisi ini, seorang jurnalis bisa menukil berita 
dari sumber siapa saja dari kalangan umum, yang benar-benar 
menyaksikan kejadian atau mengetahui hakikat peristiwa 
tersebut dan seluk-beluknya. 


Hanya dianjurkan, jurnalis tersebut tidak mengandalkan 
kesaksian satu sumber saja. Karena dalam banyak kasus, 
informasi dari sekian banyak orang bisa saling berbeda dan 
kontradiktif. Hingga perlu diadakan cross check dan informasi 
yang berimbang dari sekian sumber.” 


Namun jika hanya ada satu sumber saja —dan jenis berita 


3 At Thurug al Hukmiyyah fi as Siyasah as Syar'iyyah, Ibnu Gayyim al Jauziyyah, 
hal 23 

35 Dr. Muhammad Farid Mahmud, al Akhbar as Shuhufiyyah (Berita Media Massa), 
hal 122 
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termasuk kategori pertama ini, informasi dari satu orang 
sumber tersebut dapat diterima jika dia adalah orang yang “udul 
(bukan fasig).”? Karena Allah 8£ dalam OS. Al Hujurat: 6-8 di 
atas telah memerintahkan untuk tatsabbut (mencari kebenaran) 
jika menerima suatu informasi dari orang fasig. Jika dia terbukti 
orang yang fasig, maka ucapannya harus 'di-cancel' semua. 
Karena berita adalah amanah. Sedang kefasikan merupakan 
indikasi yang dapat 'menghianati' amanah itu. 


Secara eksplisit, dapat dipahami dalam ayat bahwa berita 
orang yang fasig tersebut tidak mesti ditolak secara mutlak, 
jika memang terdapat tanda-tanda kebenaran dan terdapat 
“saksi-saksi bisu” dalam kejadian tersebut (syawahid al haal). 
Syariat tidak akan menolak kebenaran, tidak menganggap 
bohong bukti yang ada, atau menolak tanda-tanda yang konkrit 
dan nyata. Jika seorang fasig memberi kabar tentang suatu 
peristiwa, kemudian didukung oleh tanda-tanda kebenaran, 
maka beritanya dapat diterima. Inilah makna tastsabbut yang 
dimaksud dalam ayat di atas, wallahu a'lam. Nabi pun pernah 
menyewa seorang penunjuk jalan dari kalangan musyrikin 
yang memberikan berbagai informasi kepada beliau.” 


Jika saksi mata tidak diketahui karakter dan wataknya, 
para ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa beritanya 
dapat diterima berdasarkan ayat 6-8 Surat al Hujurat di atas. 


3 Menurut istilah, “udul adalah meninggalkan dosa-dosa besar, melakukan 
kewajiban, serta kebaikannya lebih unggul dari pada kejelekannya (Mughni 
al Muhtaj Jilid 4, hal 541). Dalam Kitab Bada-i' al Shana-i' diartikan: tidak 
ada 'cacat moral' di perut dan kemaluannya, karena mayoritas kerusakan dan 
kejahatan kembalinya ke dua anggota tubuh ini (jilid 4, hal 268). Kesimpulannya, 
sebagaimana disebutkan dalam Mughni al Muhtaj: “Adl adalah orang yang normal 
sifat dan prilakunya, baik dalam urusan agama maupun dalam aktifitas sehari-hari. 
(jilid 10, hal 148) 

37 Ibnu Gayyimal Jauziyyah, ibid, hal. 23 
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Karena dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa alasan penolakan 
beritanya, sehingga wajib tabayyun (klarifikasi) dan tatsabbut 
(mencari kebenarannya) dulu, sebab dia fasig. Selain orang 
fasig, termasuk yang tidak diketahui sifatnya, kembali ke 
hukum asal, yakni beritanya dapat diterima. 


Namun, sang jurnalis, setelah itu, harus mengetahui nama 
dan alamat sumber berita yang masih asing tersebut. Nama 
berguna jika dalam pemberitaan mengharuskan pencantuman 
sumber berita atau saksi mata. Sedang alamat berguna jika 
suatu saat, dengan suatu alasan, dibutuhkan konfirmasi ulang 
kepada sang sumber berita. Seperti diperolehnya informasi 
dari pihak lain yang kontradiktif. Atau beberapa point dalam 
informasi membutuhkan kejelasan tambahan, yang bila tidak 
dilengkapi, berita menjadi kurang akurat. 


2. Kejadian yang mengandung unsur kejahatan atau 
kriminalitas, atau berhubungan dengan hak orang lain, 
baik hak dalam agama, jiwa, kehormatan, atau harta 
(seperti berita yang mengandung tuduhan membunuh, 
gath'ut tharig, tuduhan mencuri, tuduhan zina, dsb). 


Kondisi dalam klasifikasi kedua ini, berbeda dengan yang 
pertama. Di sini syariat telah menetapkan ketentuan khusus 
dalam pembuktian kebenaran kejadiannya. Terkadang dengan 
4 saksi (dalam persaksian tuduhan zina atau pemerkosaan), 


38 Menurut Abu Hanifah: Disyaratkan sifat 'ad!/ (lawan fasig) secara dzahir saja. 
Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua ulama sahabat Abu Hanifah): Harus 
dicari informasi, apakah orang tersebut fasig atau bukan. Menurut keduanya, Abu 
Hanifah mengatakan demikian (sifat “ad! yang tampak saja), karena zamannya 
adalah zaman yang baik (jarang ada kejahatan, pen). Abu Hanifah hidup di zaman 
tabi'in, yang menurut Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam termasuk 
zaman yang baik. (Bada-i', jilid 6, hal. 270) 
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2 saksi, 1 saksi laki-laki, 1 saksi perempuan, sumpah sekali, 
sumpah 50 kali, atau sumpah 4 kali. 


Titik Persamaan Dunia Kehakiman dan Pers 


Perlu dibahas hubungan antara dunia kehakiman dan dunia 
pers, karena sebenarnya pembicaraan tentang pembuktian 
kebenaran suatu kejadian, baik melalui persaksian saksi, nukul, 
atau sumpah, lebih berhubungan dengan dunia kehakiman. 
Dalam fikih Islam pun demikian, pembahasan tentang konteks 
ini, masuk dalam materi fighu al gadla (fikih pergadlian 
atau kehakiman). Namun penulis sengaja memadukan 
dan menerapkannnya dalam dunia pers, dan merasa perlu 
melakukannya, setidaknya karena dua hal penting: 


Pertama, terkadang hakim mempertimbangkan, bahkan 
menentukan vonis hukum dengan dasar istifadlah, yaitu 
berita populer yang sudah menjadi perbincangan publik. 
Ulama madzhab Hanafi membedakan berita menjadi 3 (tiga) 
macam: berita ahad (individual), tawatur, dan istifadlah. 
Berita istifadlah adalah berita yang derajatnya berada di antara 
berita ahad dan berita tawatur. Berita istifadlah bisa dijadikan 
bahan persaksian, dan bisa digunakan dasar oleh seorang 
suami —misalnya- untuk menuduh istrinya telah melakukan 
perzinahan, jika berita tersebut sudah menjadi perbincangan 
umum. Seorang hakim juga boleh menggunakan berita tersebut 
sebagai dasar acuan.” 


Danpers, mempunyai peran besar dalam menyebarluaskan 
informasi. Kejadian yang sebelumnya tidak diketahui orang, 
bisa dengan cepat menjadi konsumsi dan perbincangan umum. 


3 Lihat: al Thurug al Hukmiyyah, oleh Ibnu Gayyim al Jauziyyah, hal. 197-198 
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Bahkan, kasus yang sebenarnya sangat privasi, bisa dengan 
mudah menjadi rahasia umum yang dibicarakan sekian juta 
manusia. Berapa banyak kejadian —terlebih dalam dunia 
selebritis yang semua tingkah polahnya selalu diburu jurnalis 
infotainment-, seorang suami mengetahui (atau mencurigai) 
istrinya selingkuh dengan pria lain dengan berbekal kliping 
koran atau majalah, atau seorang istri yang mengetahui 
suaminya akan menceraikannya justru lewat media massa. 
Demikian juga, banyak kejadian, seorang wartawan menjadi 
saksi di peradilan dalam suatu kasus yang pernah ditulisnya. 


Terkadang seorang hakim juga menentukan vonis hukum 
sesuai berita, jika berita tersebut merupakan berita mutawatir (di 
mana informasi yang dia miliki sama dengan informasi orang lain), 
walaupun pembawa berita bukan orang 'adl/ atau orang Islam. 
Misalkan jika sudah tawatur tentang kefasikan seseorang, atau 
kebaikannya, keshalihan agamanya, atau mungkin kejelekannya. 
Dengan tanpa membutuhkan 2 (dua) saksi yang “adl. Bahkan bukti 
ke-tawatur-an berita lebih kuat dari pada 2 (dua) saksi. Karena 
berita yang sudah tawatur memberi informasi yang meyakinkan, 
sedang 2 (dua) saksi, terkadang maksimal hanya memberi informasi 
yang bersifat sangkaan (dzanni).“ 


Kedua, secara garis besar, dampak yang terjadi akibat 
tidak lengkapnya persaksian atau bukti (sehingga kebenaran 
tidak terbukti), baik di depan hakim atau di hadapan jurnalis, 
adalah sama. Seperti pelecehan image, pembunuhan karakter, 
tuduhan kejahatan terhadap orang yang tak bersalah (praduga 
tak bersalah), seperti tuduhan zina atau pemerkosaan, 
pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. 


“0 bid, hal 196 


42 


Fikih Jurnalistik 


Bahkan, tujuan aktivitas pers dan kehakiman, dalam 
beberapa hal, juga terdapat persamaan. Misal persamaan itu 
antara lain, keduanya mempunyai tujuan untuk memberikan 
efek jera kepada seseorang, atau untuk amar ma'ruf nahi 
munkar (memerintahkan yang baik dan melarang yang 
munkar). Perhatikan definisi gadla (kehakiman) menurut at 
Tarablisi: “Pemberitaan tentang hukum syariat, dalam bentuk 
hukum / sanksi.” Menurut Imam Mawardi, “Oadla termasuk 
bab amar ma'ruf nahi munkar."”” 


Karena dua alasan inilah, ditambah perlunya tindakan 
antisipasi dari dampak negatif yang rentan timbul, kita 
mengambil syarat-syarat persaksian yang ada dalam dunia 
kehakiman, dan mempraktikkannya dalam dunia jurnalisme. 
Bukan berarti kita menyamakan seorang jurnalis dengan hakim. 
Tidak. Perbedaan antara keduanya sangat jauh. Untuk menjadi 
gadli diperlukan syarat-syarat yang tidak harus dipenuhi oleh 
seorang jurnalis. Demikian juga dengan kerja dan aktivitasnya. 
Namun dalam beberapa hal, terdapat hubungan dan titik 
persamaan antara keduanya, seperti diterimanya informasi 
dari seseorang atau tidak, juga jenis berita yang sampai pada 
seorang hakim atau jurnalis. Wallahu a'lam. 


Jumlah Saksi dalam Beberapa Jenis Berita 


Setelah kita mengetahui bahwa ada beberapa persamaan 
antara dunia jurnalis dengan kehakiman dalam hal kesaksian, 
perlu dibahas di sini tentang jumlah saksi yang dibutuhkan 
dalam suatu jenis berita. Dalam hukum Islam, ketentuan 
4 At Tarablisi, Mu'in al Hukkam fii maa Yataraddad baina al Khasmaini min al 


Ahkam, hal. 6 
42 Al Mawardi, Adab al Gadli, jilid 1, hal. 135 
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jumlah saksi sehingga kesaksiannya diterima berbeda-beda, 


tergantung materi berita tersebut. Secara ringkasnya adalah 
sebagai berikut: 


1. 


Empat orang laki-laki, tidak boleh kurang, dan tidak boleh 
ada seorang wanita pun, yakni dalam kasus perzinahan. 
Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, 
“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang 
baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan 
empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh 
itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima 
kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka 
itulah orang-orang yang fasik.” (OS. An Nur: 4) 

Dasar lain adalah firman Allah 45, “Mengapa mereka 
(yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang 
saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak 
mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah, pada sisi 
Allah, orang- orang yang dusta.” (OS. An Nur: 13) 

Tiga orang saksi, menurut madzhab Hanafi, yakni dalam 
kasus seseorang yang diketahui sebagai orang kaya namun 
mengklaim sebagai orang fakir, supaya tidak diwajibkan 
berzakat.““ Hal ini sesuai hadits riwayat Gubaishah, 
“Hingga 3 orang berdiri (bersaksi) dari kalangan orang 
yang punya bukti dari kaumnya, bahwa seorang fulan 
menderita kemiskinan. 5 

Dua orang saksi laki-laki, menurut kesepakatan semua 
ulama madzhab, yaitu dalam semua sanksi hudid dan 


Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang suci, 
akil balig dan muslimah 

Syarhu Muntaha al Iradat, jilid 5, hal. 372 

HR. Muslim, jilid 2, hal. 722 
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gishash (tentang sanksi hudid dan gishash ini akan 
dijelaskan lebih lanjut dalam Bab III), selain perzinahan, 
seperti sanksi potong tangan dalam pencurian, sanksi 
hirabah, sanksi cambuk dalam khamr (minuman keras), 
dan sebagainya. 

Menurut mayoritas ulama, semua kasus yang umumnya 
hanya diketahui orang laki-laki, dan bukan kasus harta, 
juga bukan bertujuan untuk memperoleh harta: seperti 
nikah, talak, ruju', dzihar (menganggap istrinya seperti 
ibunya), nasab (keturunan), Islam, akad perwakilan, dan 
sebagainya, dapat terbukti dengan persaksian 2 (dua) 
orang saksi laki-laki.“ 

Dua orangsaksi laki-laki, atau satu orang saksi laki-laki dan 
2 (dua) saksi perempuan, menurut Madzhab Hanafi, yaitu 
pada kasus selain sanksi hudad dan gishash, baik berupa 
hak yang bukan berupa harta atau bukan, seperti nikah, 
talak, akad perwakilan, dan sebagainya.” 

Dasar dalilnya adalah firman Allah 35 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber- 
mu'amalah “ tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya 
dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menu- 
liskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), 


Raudhah at Thalibin, oleh Imam Nawawi, jilid 8, hal 226, dan Syarhu Muntaha al 
Irad4t, jilid 5, hal. 372 
Al Fatawa al Hindiyyah, jilid 3, hal. 486 
Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan 
sebagainya 
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dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan 
janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 
Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 
lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 
mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan 
dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 
dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua 
oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 
Jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. 
Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 
apabila mereka dipanggil: dan janganlah kamu jemu 
menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai 
batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih 
adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan 
lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. 
(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah 
itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 
kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu 
tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu 
berjual beli: dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 
menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. 
Dan bertakwalah kepada Allah: Allah mengajarmu, dan 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (OS. Al-Bagarah: 
282) 

Para saksi wanita saja, yaitu pada kasus kelahiran (misal 
klaim kelahiran, dsb), saudara sesusuan, keperawanan, 
janda, haidl, dan lain-lain, juga pada aib atau cacat dalam 
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tubuh wanita yang tidak bisa dilihat oleh orang laki-laki 
yang tidak semahram.” 

6. Satu saksi saja yang “adl, yakni dalam penentuan 
ru'yah hilal bulan Ramadlan, berdasarkan hadits Ibnu 
Umar r.a, “ Orang-orang melihat hilal, kemudian aku 
memberitahu Nabi & bahwa aku juga melihatnya. Lantas 
Rasulullah berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk 
berpuasa.”0 
Namun perlu diperhatikan, setelah seorang kuli tinta 

menerima persaksian dari para saksi, sesuai dengan jumlah 
dan ketentuan persaksian di atas, bukan berarti jurnalis tersebut 
mempunyai kebebasan mutlak untuk mengekspos setiap 
yang dia dengar. Dia terikat dengan ikatan syar'i dalam etika 
pemberitaan, terutama dalam berita-berita kriminalitas. 


Perlu diperhatikan firman Allah 46, “Dan mengapa kamu 
tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu: “Sekali- 
kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci 
Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar.” (OS. 
An-Nur: 19) 


Berita kriminalitas, juga berita yang berhubungan dengan 
privasi seseorang, mempunyai syarat dan etika tertentu 
dalam penyajiannya di tengah masyarakat, walaupun telah 
diyakini kebenaran kejadiannya. Dengan ungkapan lain, 
seorang jurnalis harus meminta kesaksian sesuai dengan 
ketentuan syariat, seperti 4 (empat) saksi laki-laki dalam 


“9  Syarhu Muntaha al Iradat, jilid 5, hal. 374 

50 HR. Abu Dawud dalam pembahasan puasa, Bab Persaksian Satu Orang dalam 
Rukyah Hilal Ramadhan, jilid 3 (16), hal 335, dan Al-Hakim dalam pembahasan 
diterimanya satu saksi dalam rukyah hilal Ramadhan, jilid 1, hal 423. Al-Hakim 
menghukumi hadits ini sebagai hadits shahih menurut syarat yang diletakkan oleh 
Imam Muslim 
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tuduhan perzinahan, dengan syarat-syaratnya, kemudian 
dalam pemberitaannya juga harus sesuai dengan ketentuan 
syariat. Insya Allah mengenai hal ini akan dibicarakan pada 
pembahasan selanjutnya. 


Berita yang Menyangkut Kepentingan Umum, seperti 
Keamanan Negara 


Berita seperi ini, terkadang berasal dari musuh negara, 
atau oknum rakyat, dengan tujuan jahat (munafigisme), atau 
sebab kurangnya pengetahuan sebagian umat Islam terhadap 
politik dan agenda global. Seorang jurnalis, tidak boleh tergesa 
mengekspos dan membeberkannya di media massa. Sebab 
hal itu tentu merupakan tindakan yang dapat membahayakan 
keamanan dan eksistensi negara. 


Allah 8£ berfirman, 


(4 “5 Aa KI BP 4 kata Ta an 3 2 
Y D SA ? PR K5 2 


1 AY elu Ye (rp SI NS 
“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang 
keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. 
Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil 
Amr?" di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin 
mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya 


1 alah: tokoh-tokoh sahabat dan para cendekiawan di antara mereka 
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dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)?. Kalau tidaklah 
karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah 
kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di 
antaramu).” (OS. An-Nisa: 83) 


Ayat di atas mengingkari orang yang gegabah untuk 
menyiarkan semua berita yang dia tahu, baik tentang keamanan 
atau lainnya. Berita tersebut memang terkadang benar adanya. 
Namun, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. 
bahwa Rasulullah & bersabda, “Cukup seseorang dinilai 
berbohong, dengan mengatakan setiap yang ia dengar.” 


Dalam Shahih Bukhari disebutkan, “Barangsiapa 
memberitakan kejadian yang dia tahu kalau itu berita bohong, 
maka dia termasuk kelompok pembohong.” Dalam Shahih 
Bukhari dan Muslim, dari al Mughirah bin Syu'bah, “Rasulullah 
& melarang dari ucapan 'dikatakan' dan 'katanya.” Yakni 
yang banyak menceritakan ucapan orang tanpa klarifikasi dan 
tatsabbut (meneliti kebenarannya). 


Karena itu, wajib hukumnya menyerahkan pembahasan 
urusan umum kepada pemimpin kaum muslimin, Rasulullah 
28, atau kepada pemerintah, anggota syura, ahlul hilli wal 
'agdi, dan sebagainya. Mereka lebih tahu mana informasi yang 
benar dan mana yang bisa dikonsumsi umum demi stabilitas 
bersama. 

Memberitakan setiap yang didengar tanpa klarifikasi 
dan meneliti kebenarannya, dapat membahayakan negara. 
2 Menurut para ahli tafsir yang lain maksudnya ialah: kalau suatu berita tentang 

keamanan dan ketakutan itu disampaikan kepada Rasul dan Ulil Amri, tentulah 


Rasul dan Ulil Amri yang ahli dapat menetapkan kesimpulan (istimbat) dari berita 
itu 
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Karena itulah, setiap negara dilengkapi dengan perangkat yang 
bertugas mengawasi pemberitaan media cetak dan elektronik. 
Hal ini supaya tidak mengaburkan fakta dan mengecoh 
pemahaman rakyat, baik negara dalam kondisi perang maupun 
damai. 


Jurnalis, sebagai motor utama informasi masyarakat, 
mempunyai kewajiban untuk mengutamakan kepentingan 
umum, daripada menyiarkan berita sensasional demi menarik 
minat pasar. Hal ini demi menjaga rahasia umat dan kesatuan 
persatuan bangsa, tidak termakan propaganda bohong dan 
isu-isu yang sangat tendensius.” 


Sebelum AS menginvasi Irak dan menguasainya, dengan 
massif dan sporadis, diciptakan opini dunia tentang senjata 
nuklir Irak. Meski tidak terbukti sampai saat ini, AS dengan 
pongah melenggang menjajah Irak. Masyarakat dunia seakan 
terbius oleh racun informasi bahwa Irak adalah negara poros 
kejahatan dan negara teroris yang membahayakan dunia. 
Benar pepatah mengatakan, lidah sepanjang 10 cm, lebih 
tajam dari pedang sepanjang 1 m. Demikian juga dengan 
kondisi negara Islam lain, meski tak dijajah secara fisik, namun 
penjajahan informasi dan kepentingan berlangsung dengan 
gencar. Merdeka secara “de jure', tapi tidak secara “de facto". 
Persis seperti perumpamaan peribahasa Arab badui, “Ya thair, 
ther! Wa khitak bi iidy” (Wahai burung, terbanglah, tapi tali 
pengikatmu ada di tanganku!). 


Nabi & telah memprediksi secara pasti melalui wahyu 
yang diterimanya, bahwa di akhir zaman, umat Islam bagai 
buih di laut. Jumlahnya banyak, tapi terombang-ambing ke 


53 Lihat Tafsir al Munir, oleh Dr. Wahbah az Zuhaily, jilid 6, hal 144-147 
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sana kemari tak punya pendirian dan sikap. Dan, umat Islam 
diibaratkan seperti makanan dalam piring yang diperebutkan 
orang-orang yang akan melahapnya. Terjadi perang peradaban 
dan pemikiran yang sedemikian hebatnya. 


Kantor berita asing (baca: barat) telah menguasai informasi 
yang berkembang di dunia. Opini masyarakat internasional 
mengekor pada pemberitaan dan pandangan barat. Media 
massa di seluruh dunia, dalam porsi besar, mengandalkan 
materi berita yang ada di kantor-kantor berita itu. Media-media 
itu, termasuk media massa negara muslim, sudah cukup bangga 
menjadi seonggok kertas yang menjadi “fasilitas” kantor berita 
asing. Media massa marak bermunculan, namun tak begitu 
mampu mengisi komposisi, apalagi menguasai, khususnya, 
pemberitaan dan isu politik global. Mirip seperti wanita yang 
bangga memperlihatkan kecantikannya, namun dengan 
rambut palsu yang dipinjam dari orang lain! 


Dr. M Farid Mahmud menyebutkan, kantor-kantor berita 
internasional yang besar dan cukup berpengaruh antara lain, 
ap, UPI (Kantor Berita Amerika), AFP (Kantor Berita Perancis), 
Reuters (Inggris), NAS (Kantor Berita bekas negara Uni Soviet, 
dan sudah berakhir dengan berakhirnya negara ini). Setiap 
negara di dunia juga mempunyai kantor berita sendiri, namun 
kemampuannya kecil, tidak dapat dibandingkan dengan 
kemampuan yang dimiliki kantor-kantor berita besar di atas. 


Jurnalis atau pers muslim, perlu selalu mewaspadai misi 
tersembunyi di balik “barang dagangan' kantor-kantor berita 
itu, baik kantor berita yang berskala internasional maupun 
nasional. Karena walaupun kantor-kantor berita itu mengklaim 
sebagai pers yang independen dan terbebas dari kepentingan, 
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namun dalam banyak kasus menunjukkan fakta sebaliknya. 
Mereka dalam kenyataannya lebih membela kepentingan 
politik negaranya, bahkan mungkin sekali mempunyai misi 
internasional (yang bersinergi dengan kantor berita lain), untuk 
membentuk opini yang jahat terhadap kepentingan negara 
Islam. 


Memang sebagian kantor berita itu, secara administratif 
atau manajemennya, tidak berada di bawah otoritas pemerintah 
negaranya. Namun ia tidak akan lepas dari pengaruh 
pemerintah. Karena pemerintah negaranya umumnya 
akan menjadi sumber informasi yang dominan. Karena itu, 
pandangan wacana dan porsi beritanya pun akan didominasi 
pandangan dan kepentingan pemerintah. Perang Dunia 
II, konflik internasional itu, telah mengungkap misi dan 
peran kantor-kantor berita internasional. Setelah satu tahun 
berakhirnya Perang Dunia II, kantor-kantor berita mengaku 
terus terang bahwa mereka bekerja demi kepentingan 
bangsanya sendiri-sendiri. 


II. Membekali Kerja dengan Kejujuran 


Dalam butir pertama KEWI disebutkan bahwa “wartawan 
Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh 
informasi yang benar.” Kejujuran dari seorang wartawan 
untuk menyajikan berita yang benar, termasuk konsep dasar 
dalam kerja pers, bahkan merupakan asas dalam pemberitaan. 
Tanpa kejujuran, mutu berita akan berkurang dan nama baik 
suatu media massa akan tercoreng.”' Seorang jurnalis harus 


54 Muhammad Farid Mahmud ibid, hal. 76 
55 Dalam pembahasan ini, akan khusus dibicarakan tentang konsep kejujuran. 
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membekali kerjanya dengan kejujuran. Dan sumber kejujuran 
adalah nash atau doktrin syariat. 


Allah 85 berfirman, “Hai orang-orang yang beriman 
bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama 


orang-orang yang benar.” (OS. At-Taubah: 119) 


Rasulullah # bersabda, “Kalian wajib berbuat jujur, karena 
Jujur menunjukkan pada kebaikan. Kebaikan menunjukkan 
pada surga. Seorang tetap jujur dan memeliharanya, hingga 
ditulus di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hindarilah 
perbuatan bohong. Karena kebohongan menunjukkan pada 
kejahatan. Kejahatan menunjukkan pada neraka. Seorang 
selalu bohong dan melanggenginya, hingga ditulis di sisi Allah 
sebagai pembohong. 8 


Jika Allah dan Rasulnya telah memerintahkan untuk 
berbuat jujur dan melarang perbuatan bohong dengan 
mengkhithabi semua orang mukallaf, maka kaum jurnalis lebih 
utama dibanding yang lain. Karena kebohongan dari orang 
biasa, meski juga mengandung bahaya dan dampak negatif, 
namun kebohongan yang berasal dari seorang jurnalis tentu 
bahayanya lebih besar dan luas.” 


Kejujuran, sebagai salah satu konsep Islam dalam kerja 


pers, harus dilakukan dalam banyak tahap, di antaranya 
adalah: 


Adapun pembicaraan tentang kebohongan, dampaknya di tengah masyarakat, 
serta “kebolehan-kebolehan berbohong”, akan dibahas pada pembahasan lain 
56 HR. Muslim dalam Adab, Bab Kejelekan Berbohong dan Kebaikan serta Keutamaan 
Berbuat Jujur, jilid 16, hal 376 
5  Dhawabithul I'Iam fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah wa Andzimatu Al-Mamlakah AlI- 
'Arabiyyah As-Sa'udiyyah, Dr. Yusuf Muhammad Oasim, hal 32 
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1. Kejujuran Berita 


Kejujuran berita unsur penting dalam keselamatan 
risalah dan kepercayaan umat terhadap Rasulullah #. Karena 
kejujuran berita berarti, bahwa berita yang disiarkan atau 
disebarkan, harus sesuai dengan fakta dan tidak mengalami 
perubahan yang bisa menghilangkan unsur kebenaran itu. 
Sebagaimana kejujuran berita juga berarti, tidak menciptakan 
suatu kejadian supaya menjadi berita, atau menyandarkan 
berita pada isu atau “kabar-kabar burung” yang diperangi oleh 
Al-Our'an dan Sunnah Rasulullah &. 


Seorang jurnalis muslim harus memiliki bekal pengetahuan 
dan skill untuk membedakan antara kenyataan dan isu. Karena itu 
dia harus mengkaji, meneliti, memahami, dan selalu mengikuti 
perkembangan suatu peristiwa. Peristiwa yang terjadi adalah 
“momen suci" yang harus direkam dengan penuh amanah. 


2. Kejujuran hukum 


Hukum yang dimaksud di sini adalah mengambil keputusan 
dalam menyikapi suatu berita, untuk diterima atau tidak. Di 
sini seorang jurnalis dapat menyampaikan pandangannya, 
dengan syarat, pendapat itu dengan misi menjelaskan 'tafsir' 
yang benar tentang suatu berita dan dampaknya. Dengan 
syarat, dapat dibedakan antara berita dan catatan pribadinya, 
supaya kedua komponen itu dapat “bekerja” dan berfungsi 
sesuai karakternya masing-masing.” 


8 Duta Besar PBB dan Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Erna Witular, 
mengatakan, dikaitkan dengan kompleksitas persoalan yang dihadapi akhir-akhir 
dan dampak dari globalisasi, maka ternyata prinsip berita 5W 4-1 H tidak memadai 
lagi. Dengan kata lain, selain prinsip 5W #-1H tersebut mutlak diperlukan prinsip 
SW yaitu “SO WHAT." Jadi dengan prinsip SW tadi, maka dalam pembuatan berita 
tidak terbatas pada prinsip 5W 41H, tapi harus dilengkapi dengan SW atau lantas 
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KEJ Bab II tentang Cara Pemberitaan dan Menyatakan 
Pendapat, Pasal 5 menyebutkan bahwa “Wartawan Indonesia 
menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan 
kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampuradukkan 
fakta dan opini sendiri. Karya jurnalistik berisi interpretasi dan 
Opini wartawan, agar disajikan dengan menggunakan nama 
jelas penulisnya. “ 


Jurnalis memiliki tanggung jawab “adalah (dari kata 'ad!) 
dan etika sekaligus. Yakni, catatan tambahannya, merupakan 
usaha mulia untuk memperjelas suatu peristiwa, setelah 
dinukil secara amanah, diekspos dengan menjunjung tinggi 
kebenaran. Dalam konteks agama, hal ini dikenal dengan 
idiom wara'. 


Dalam pers, seorang jurnalis tidak boleh bekerja seperti 
layaknya seorang pengacara, yakni dengan membela kasus 
tertentu. Namun dia harus bekerja seperti seorang pakar 
ilmu yang mampu mendekatkan diri pada kebenaran dan 
menyentuh kebenaran itu dengan jari-jari tangannya.” 

Allah 4£ 
hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan 


berfirman, “Hai orang-orang yang beriman 


(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 
karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 


apa, apa lanjutannya, apa dampaknya dan apa solusinya. Dengan ditambahnya 
prinsip SW tersebut berita menjadi utuh, lengkap, komprehensif, punya latar 
belakang, punya perspektif bahkan memberikan jalan keluar. (R. Siregar, SH, 
dewankehormatanpwi.com, Etika yang Estetika, www. Jumat, 13 Februari 2004) 

59 An-Nadzrah Al-Islamiyyah li Al-I'lam, Muhawalah Manhajiyyah, Dr. Muhammad 
Kamaluddin Imam, hal. 156-160 (dengan ringkasan) 
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kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.” (OS. Al-Maidah: 8) 


Ill. Menyempurnakan Kejujuran dengan Akurasi 


Akurasi (kecermatan) merupakan unsur penting dalam 
proses pemberitaan, sebagai penyempurna kejujuran. Keduanya 
bagai dua keping mata uang yang tak mungkin dipisahkan. 
Sebagaimana keduanya merupakan faktor utama penunjang 
mutu dan kekuatan berita. Tanpa kecermatan, sebuah berita 
akan disingkirkan atau akan ditangguhkan pemberitaanya, 
sampai seorang jurnalis melengkapi informasinya dengan 
unsur ini. 


Terkadang berita benar, namun tidak ditunjang oleh 
akurasi informasi, hingga menyebabkan kesalahpahaman 
pembaca, atau berkurangnya mutu berita ketika disiarkan. 
Akurasi mencakup tatsabbut (meneliti kebenaran) informasi 
dari sumber berita dan mengutamakan ketelitian dari pada 
ketergesaan untuk segera memberitakannya — sebagaimana 
sudah dijelaskan. 


Redaksi Dewan Kehormatan PWI (11 April 2003) menilai 
bahwa akhir-akhir ini pers sering mempraktikan apa yang 
dikatakan 'pukul dulu urusan belakangan'. Jadi diberitakan 
dulu, kalau ada protes urusan belakangan. Dengan berdalih 
telah melakukan cover bothside, yaitu wartawan telah mencoba 
menghubungi pihak-pihak atau sumber informasi tetapi tidak 
bertemu langsung, orangnya tidak ditempat, telepon tidak 
dijawab dan lain-lain. Seharusnya bila sumber informasi tidak 
dapat dihubungi atau belum memberikan konfirmasi harus 


6 Dr. Muhammad Farid Mahmud ibid, hal. 39 
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diupayakan mengumpulkan keterangan-keterangan dari 
sumber-sumber lain. Sedemikian rupa sehingga informasi yang 
diperoleh menjadi lebih lengkap dan utuh baru disiarkan. 


Dalam mukaddimah Kitab Shahih Muslim, Imam Abdullah 
bin al Mubarak mengatakan, “Isnad (penyandaran berita 
terhadap seseorang dengan segala konsekuensinya, termasuk 
jaminan kejujuran sang pembawa berita, pen) termasuk agama. 
Tanpa isnad, siapa saja akan berkata dengan ucapan apa saja 
yang dia mau (tanpa memikirkan kebenaran dan tanggung 
jawabnya, pen)." 

Misalnya, jika seorang jurnalis dalam hunting berita 
mendengarkan dari sumber berita yang dalam ucapannya dapat 
menyudutkan atau merugikan pihak lain, atau mengandung 
tuduhan kejahatan terhadap orang lain, dia harus menanyakan 
kepada sumber tersebut, misalnya, “Siapa yang mengatakan 
demikian?”, “Dari siapa Anda mendengar hal ini?” Dia harus 
terus menerus mengorek informasi dari sumber tersebut. 
Setelah itu dia harus berpikir, apakah sumber ini termasuk 
orang yang bisa diterima kesaksiannya? Apakah dia bukan 
termasuk orang yang suka berbohong? Apakah dia pernah 
secara terang-terangan melakukan kefasikan? Bagaimana 
dengan kemampuan mengingatnya?” 


Terkadang, konsep akurasi juga berkaitan dengan skill 
seorang jurnalis. Baik dalam pengumpulan informasi dan 
kemampuannya dalam menceritakan kembali data itu. Jika 
merasa dirinya kurang mampu memberitakan, misalnya 
karena kurang begitu ingat, atau kurang menguasai materi, 
dan sebagainya, maka Allah 8£ tidak membebaninya untuk 


61 ' Hasha-idal Alsun, Husen Al-'Uwayisyah, hal 21 (dengan gubahan) 
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berbicara dan mendalami urusan orang lain. Karena mungkin 
saja jika diteruskan, akan terjadi tuduhan tak berdasar: bisa saja 
orang baik-baik dituduhnya berzina, mencuri, dan lain-lain. 
Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah 
dan hari akhir, katakanlah kebaikan atau diamlah. “8? 


Dalam ilmu musthalah hadits, sebuah hadits dihukumi 
dla'if (lemah) sebab lemahnya hafalan atau keraguan 
perawinya. Karena itulah, orang yang punya misi dan aktivitas 
serupa, hendaknya selalu merasa takut kepada Allah 85. 
Karena bisa saja ucapannya menyakitkan orang lain, atau bisa 
menyebabkan orang saling membenci. Tidak boleh dengan 
dalih, “niat kami baik.” Niat baik saja tidak cukup. Namun 
harus ditunjang dengan prilaku yang baik pula. Orang yang 
terzalimi tidak mengambil manfaat sedikitpun dari kebaikan 
niat orang yang menzaliminya. 


Tidak ada obat mujarab dalam hal ini, kecuali diam 
atau menangguhkan pemberitaan untuk sementara waktu. 
Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa diam akan selamat. 8 


Kebenaran dan akurasi berita dapat dicapai pula dengan 
melengkapi berita dengan data skunder, menyebutkan fakta- 
fakta kejadian tanpa menghapus bagian yang dapat membuat 
pembaca salah paham atau menunjukkan informasi yang 
bertolak belakang dengan fakta. 


Akurasi sangat dibutuhkan, melihat dampak negatif yang 
dapat ditimbulkan dari pemberitaan yang tidak akurat. Hal 
ini disebabkan kemampuan berita media massa yang dapat 


62 HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad dalam Kitab Al-Musnad jilid 2, hal 186 

63 Hadits d/a'if dan dihukumi gharib (asing) oleh Imam Turmudzi (2501), dia 
mengatakan, “Aku tidak mengetahui hadits ini kecuali dari hadits Ibnu Lahi'ah" 
(lihat At-Targhib wa At-Tarhib lil Hafidz Al-Oasim Al-Jauzi, jilid 2, hal. 335) 
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membentuk opini publik secara massif dalam waktu yang 
relatif singkat. Bahkan dalam skala besar, dapat memperburuk 
hubungan antar negara. Dari sisi psikologis, dapat pula 
membuat pihak lain terlecehkan dan shock. 


Di balik peristiwa Bom Bali I, 12 Oktober 2002, terdapat 
cerita memilukan yang diakibatkan oleh pemberitaan yang 
tidak akurat, asal memberitakan, lebih mengutamakan 
keinginan pasar, dan tidak dipikirkan dampak yang terjadi 
akibat pemberitaan itu. Di mana diekspos di media massa 
bahwa Letnan Jenderal Djadja Suparman, saat peristiwa 
ledakan, sedang berada di Bali. la merasakan pers tidak 
berupaya menghubungi untuk meminta konfirmasi atas isu 
tersebut. Dan tidak dengan memberikan bukti-bukti yang ada. 
Sebaiknya wartawan berupaya mencari bukti apakah benar 
Djadja Suparman berada di Bali sewaktu peristiwa itu terjadi, 
misalnya mencari bukti tiket pesawat atau bill hotel. Jadi tidak 
menelan mentah-mentah informasi dari sumber yang anonim 
mengatakan 'ada dua Jenderal yaitu Jenderal TNI Angkatan 
Darat dan Jenderal Polisi ada di Bali dan dikaitkan mereka 
berada di belakang peristiwa Bom Bali'. 


Hal ini memojokkan Djadja Suparman dan harus menerima 
kenyataan mertuanya meninggal karena shock mendengar 
berita itu. Setelah 40 hari pemberitaan itu ayah kandungnya 
juga meninggal. 

Konsep akurasi merupakan permasalahan yang ber- 
hubungan dengan tanggung jawab pers terhadap negara, 
individu masyarakat, opini publik (baik nasional maupun 
internasional), kepentingan, sekaligus psikologis seseorang. 


64 www.dewankehormatanpwi.com (up date 11 April 2003) 
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Sebagaimana berguna agar pers tidak sampai terjebak kepada 
skenario atau konspirasi politik dari pihak-pihak tertentu untuk 
menyudutkan atau merugikan pihak lain. Dalam penampilan 
berita, dibutuhkan keyakinan telah terpenuhinya unsur akurasi 
dalam setiap termin pemberitaan dan komposisinya. 


Allah 3g berfirman, “Dan janganlah kamu mengikuti 
apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. 
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya 
itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” (OS. Al-Isra: 36) 


Dalam ayat lain disebutkan, “Tiada suatu ucapanpun yang 
diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas 
yang selalu hadir.” (OS. Gaat: 18) 


Dalam hadits Rasulullah # juga dikatakan, “Sesungguhnya 
orang yang mengatakan ucapan yang tidak dicari kebenarannya, 
pasti dia akan dilemparkan ke neraka, yang jauhnya melebihi 
masyrig (bagian timur bumi) dan maghrib (bagian barat 
bumi).”55 


IV. Obyektif dalam Menjelaskan Kejadian 


Kejujuran tempatnya adalah berita. Sedang obyektifitas 
porsinya pada pendapat atau opini. Saat seorang jurnalis 
mempunyai pendapat dalam suatu masalah dan ingin 
menentukan angle atau mengkomunikasikan idenya pada 
publik, dia harus obyektif. Pendapatnya harus dibangun di atas 
fakta, bukan kecondongan dan ambisi pribadinya. 


Seorang jurnalis terkadang dituntut untuk menjelaskan 
jalan suatu kejadian, menjelaskan kelanjutan dampaknya, 


65 HR. Bukhari, jilid 8, hal. 125, dari Ibrahim bin Hamzah 
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memberi catatan dan solusi yang konkrit lagi bermanfaat, 
dan sebagainya. Semua hal itu, juga harus berdasarkan atas 
informasi yang benar. Sebagaimana catatan jurnalis harus 
bersih dan murni. Dalam artian, selalu mengusung amanat 
dan menjauhkan ambisi pribadi. Opini yang terlontar, 
harus diyakini kebenarannya dalam hati dan nurani. Cara 
penyampaiannya juga harus pantas, tidak memuat ejekan 
atau pelecehan terhadap pihak lain.$8 Satu kata dengan bahasa 
syariat yang mencakup semua hal di atas adalah kata ikhlas 
(tulus). Jadi, jurnalis harus jujur dalam pemberitaan, ikhlas 
dalam opininya. 

Termasuk dalam konteks obyektifitas adalah menjunjung 
tinggi kemuliaan manusia. Kritik yang diperbolehkan, adalah 
kritik obyektif dan konstruktif. Semata-mata mengungkap 
kebenaran dan mengajak orang untuk berbuat benar. Kritik 
bukanlah untuk melecehkan, apalagi menjatuhkan martabat 
orang lain sebagai manusia yang memiliki harga diri. 

Allah 388 memuliakan seluruh manusia sebagaimana 
difirmankan dalam Al-Our'an, “Dan sesungguhnya telah Kami 
muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan 
dan di lautan,” Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik 
dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna 
atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (OS. 
Al-Isra: 70)5? 


Diriwayatkan bahwa Rasulullah & jika melihat salah 


se Sejarah dan Metode Pers, Dr. Abdul Lathif Hamzah, hal. 24 

67 Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan 
di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan 

68 Tafsir secara luas dapat dilihat dalam Tafsir Ath-Thabari, jilid 8, hal. 115, dan Tafsir 
Al-Ourthubi, jilid 5, hal 293-296 
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seorang sahabatnya melakukan kesalahan, hingga dirasa 
perlu dinasihati,”? beliau naik mimbar dan mengatakan, 
“Kenapa sebagian orang melakukan perbuatan ini, ketahuilah 
bahwa hukum perbuatan tersebut adalah demikian...,” tanpa 
menyebut nama orang tersebut secara spesifik. 


Sebagai bentuk pemuliaan manusia pula, Allah meng- 
haramkan ejekan, pelecehan, ucapan tercela, ghibah 
(gunjingan), adu domba, dan sebagainya. Terlebih Uadzaf 
(tuduhan berzina) yang merupakan dosa besar dan termasuk as 
sab'u al muubigaat (tujuh dosa besar yang 'menghancurkan'). 
Allah 8£ telah menetapkan nash sanksinya dalam Surat An Nur 
(akan dibicarakan dalam pembahasan selanjutnya). 


Allah 35 juga melarang banyak berprasangka. Seorang 
muslim dilarang berburuk sangka, apalagi jika sampai 
diekspos dan disebarkan di tengah masyarakat. Sebagaimana 
Allah mengharamkan tajassus (memata-matai), apalagi jika 
perbuatan tersebut untuk mencari berita yang merugikan dan 
menyudutkan orang lain, dan disebarkan dalam lintas waktu 
dan batas, melalui media massa. 


V. Mematuhi Aturan dan Etika Umum (Kode Etik) 


Aturan umum adalah kaidah-kaidah yang mengandung 
dasar-dasar bersosial, ekonomi dan politik, yang menjadi 
sentral rujukan negara, dan menjadi pondasi bangunan 
masyarakat serta keselamatannya secara umum.”? 


69 Selain kesalahan yang mewajibkan had (hukuman yang bentuk sanksinya telah 
ditentukan dalam syariat) atau ta'zir (hukuman yang bentuk sanksinya diserahkan 
pada hakim) 

7 Dr. Muhammad Hirsyan dan Dr. 'Akhri Mabruk, Pembukaan Ilmu Perundangan, 
hal 128-129 (1975) 
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Sedang etika umum adalah kaidah-kaidah etika di 
lingkungan tertentu dan di masa tertentu, yang muncul dari 
kebiasaan atau norma yang dijunjung tinggi oleh sekelompok 
komunitas masyarakat. 


Perundangan umum (konvensional) tidak membatasi 
aturan dan etika umum dalam format perundangan yang 
permanen. Konteks ini memang cukup pelik, sebab 
bisa berubah dan berbeda sebab perbedaan tempat dan 
waktu (temporisir). Karena itulah, dalam praktik, untuk 
merumuskannya dalam materi undang-undang secara devinitif 
dan tidak temporal, bukan pekerjaan mudah. Sebagai jalan 
keluarnya, perundangan tersebut cukup menyebutkan kaidah 
secara umum yang mengatakan bahwa semua kaidah dalam 
aturan dan etika umum tidak boleh dilanggar oleh individu- 
individu masyarakat. 


Letak kesulitan pembicaraan tentang aturan dan etika 
umum juga karena keduanya sangat fleksibel, bahkan nisbi. 
Berbeda antara satu tempat dengan tempat lain, antara satu 
zaman dengan zaman lain. Misalnya, punya istri lebih dari 
satu, dianggap melanggar aturan umum di negara-negara 
Barat. Namun tidak demikian di negara Arab. Demikian juga 
dengan perceraian, di Italia dulu pernah dianggap sebagai 
pelanggaran terhadap aturan umum, namun sekarang tidak, 
setelah pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang 
legalitas perceraian. 

Di banyak negara Islam, dulu mengambil bunga bank 
adalah pelanggaran terhadap aturan umum, sesuai dengan 
hukum yang ada dalam syariat Islam. Namun setelah negeri 
penjajah ekonomi Islam berhasil membunuh sistim ekonomi 
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Islam di banyak negara, kondisi berubah. Bunga tidak lagi 
dikatakan sebagai pelanggaran terhadap aturan umum, 
walaupun melanggar hukum agamanya.” 


Untuk lebih memperjelas, dalam paragraf berikut akan 
dikemukakan beberapa contoh aturan dan etika umum: 


Setiap aturan khusus tentang kejahatan dan sanksinya 
termasuk aturan umum. Karena setiap pelanggaran terhadap 
aturan tersebut berhubungan dengan maslahat masyarakat, 
demikian juga semua cabang Undang-Undang Umum.” 
Adapun kaidah Undang-Undang Khusus,” yang berhubungan 
dengan undang-undang keluarga, kepemilikan pribadi, harta 
waris, dan sebagainya, juga termasuk Aturan Umum. 


Di sisi lain, prilaku amoral, juga dianggap melanggar etika 
umum. Permisalannya banyak, di antaranya penipuan, tidak 
mematuhi kewajiban-kewajiban profesi, dan sebagainya. 


Etika umum atau kaidah-kaidah etika di lingkungan pers 
dikenal dengan nama Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Etik 
Wartawan Indonesia (KEWI). Sesuai definisi Etika Umum, baik 
KEJ maupun KEWI muncul dari “kebiasaan' atau norma yang 
dijunjung tinggi oleh komunitas pers, di masa tertentu. 


Kode etik, menurut S. Sinansari Ecip (2003), adalah tatanan 
moral yang dibuat sendiri oleh kelompok profesi tertentu 
khusus bagi anggotanya. Tatanan tersebut mengikat intern 


1 Dr. Yusuf Muhammad Oasim, Dlawabith Al-|'lam fi As-Syari'ati Al-Islamiyyah, hal 
45 

Undang-Undang Umum: Sekumpulan kaidah perundangan yang mengatur 
aktifitas negara, dan mengatur hubungan di mana negara menjadi salah satu pihak 
dalam kedudukannya sebagai institusi pemilik otoritas dan kekuasaan 
Undang-Undang Khusus: Kumpulan kaidah perundangan yang mengatur 
hubungan antar individu-individu, atau antar individu dengan negara 
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anggotanya. Di dalamnya ada larangan-larangan moral profesi. 
Pelanggaran atasnya, akan dikenai sanksi organisasi profesi 
tersebut setelah melalui persidangan yang diadakan khusus 
untuk itu. 


Sinansari mencotohkan dengan istilah kode etik kedokteran. 
Jika terjadi pelanggaran atasnya, misalnya pengaduan tentang 
malpraktek maka dewan kehormatan yang dibentuk oleh IDI 
bersidang. Laporan dipelajari dengan mendalam lalu dikroscek 
kepada dokter yang diduga melanggar. Setelah melewati 
pendalaman yang tidak sebentar, diputuskan apakah dokter 
tersebut melanggar kode etiknya ataukah tidak. Jika melanggar, 
maka dewan kehormatan memberikan rekomendasi kepada 
pengurus IDI. Bisa jadi IDI kemudian mencabut rekomendasi 
yang pernah diberikan kepada dokter yang bersangkutan. Jika 
rekomendasi itu dicabut maka izin praktek yang diberikan oleh 
pemerintah tidak berlaku lagi. Dokter yang bersangkutan tidak 
bisa lagi berpraktek. 


Lebih lanjut, pengurus PWI itu menyebutkan, semasa 
Orba, wartawan Indonesia hanya punya satu organisasi 
wartawan yaitu PWI. Seseorang yang bukan anggota PWI 
tidak dibenarkan menjalankan pekerjaan kewartawanan. 
Untuk menjadi pimpinan redaksi media massa, harus ada 
rekomendasi PWI. Jika rekomendasi itu dicabut maka otomatis 
kewenangannya sebagai wartawan gugur. Karenanya dia tidak 
boleh memimpin media massa. 

Pernah seseorang diduga menyalahi kode etik maka 
keanggotaan PWl-nya gugur. Dia pun otomatis tidak bisa 
menduduki jabatan pemimpin redaksinya. Menurut aturan, dia 
masih berhak membela diri di dalam kongres PWI. Ini terjadi 
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pada kasus Arswendo Atmowiloto. Tabloidnya (Monitor) 
memuat hasil angket pembacanya yang menempatkan 
Arswendo lebih tinggi ketimbang Nabi Muhammad #&. 
Banyak pemuda Islam marah dan mendemo. PWI mancabut 
rekomendasinya atas Arswendo, yang berarti dia tidak 
boleh memimpin Monitor lagi. Monitor lalu ditutup, sedang 
Arswendo diproses oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman 
penjara. 

Masih menurut Sinansari, sekarang ini sudah lebih ada 30 
organisasi wartawan di Indonesia. Banyak di antara organisasi 
wartawan tidak mempunyai kode etik. Mereka berkelompok 
kecil. Belum lagi mereka yang tidak berorganisasi. Mereka ini 
tidak kenal kode etik jurnalistik. Dua organisasi wartawan yang 
terbesar mempunyainya, yakni Persatuan Wartawan Indonesia 
(PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJl). 

Pada Agustus 1999 di Bandung berkumpul 26 organisasi 
wartawan. Difasilitasi Deppen, mereka menyepakati kode etik 
jurnalistik yang diharapkan akan dipakai dan dipatuhi bersama. 
Namanya Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Satu utusan 
tidak menandatanganinya. Kurang lebih satu tahun kemudian 
Dewan Pers menyetujui KEWI untuk dipakai bersama. Inilah 
kode etik payung untuk semua wartawan Indonesia.” 


Rincian KEWI 


1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang benar. 
2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk 


1 5. Sinansari Ecip, Kode Etik dan Undang-undang Pers, Berguna ataukah Percuma?, 
www.dewankehormatanpwi.com, 7 Februari 2003 
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memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan 
identitas kepada sumber informasi. 

3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak 
bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, 
berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta 
tidak melakukan plagiat. 

4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi 
yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul serta tidak 
menyebutkan identitas korban kejahatan susila. 

5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak 
menyalahgunakan profesi. 

6. Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak, menghargai 
ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the 
record, sesuai kesepakatan. 

7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat 
kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani Hak 
Jawab. 

Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran 
kode etik ini sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan 
dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk untuk itu. 


Bandung, 6 Agustus 1999 


25 dari 26 organisasi yang mengikuti musyawarah 


Bila diamati, dalam KEWI maupun KEJ, sudah tercermin 
kaidah-kaidah yang cukup islami. Misalnya etika pantang 
menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan 
gambar) yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat 
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fitnah, cabul serta sensasional: larangan menerima imbalan 
yang dapat mempengaruhi obyektivitas pemberitaan, dan 
sebagainya. Termasuk tuntutan agar wartawan Indonesia 
menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan 
informasi, menghormati asas praduga tak bersalah, berimbang, 
selalu meneliti kebenaran informasi, tidak melakukan plagiat: 
tidak menerima suap, tidak menyalahgunakan profesi, dan 
lain sebagainya. 

Perbandingan tentang poin-poin kode etik tersebut dengan 
fikih Islam dapat dilihat dalam judul pembahasan-pembahasan 
buku ini. Dan sebagai sample, salah satu contoh dari poin kode 
etik tersebut yang ingin penulis bandingkan dengan fikih Islam 
adalah masalah suap dan penyalahgunaan profesi. 


Jika seorang jurnalis mengadakan kesepakatan dengan 
seseorang untuk tidak memberitakan suatu hal yang dapat 
melecehkan harga diri pihak kedua, dengan imbalan yang 
diberikan pihak kedua kepada sang jurnalis tersebut, maka 
kesepakatan ini dianggap tidak sah. Karena pemberitaan 
yang melecehkan, pada dasarnya memang tidak dibenarkan. 
Menerima imbalan uang dari seseorang yang menyuruhnya 
untuk tidak melakukan perbuatan yang memang sebenarnya 
dilarang, diharamkan oleh syariat Islam, juga oleh norma 
dan aturan umum. Karena hal itu termasuk dalam kategori 
mengambil uang atau harta orang lain dengan tanpa hak. 
Disebutkan dalam Kitab Al-Muhadazab, “Persewaan terhadap 
semua jasa atau benda yang diharamkan, tidak diperbolehkan. 
Maka mengambil upah dari akad tersebut hukumnya juga 
haram.” 


75 Al-Muhadazab fi Fighi Al-Imam Asy-Syafi'i, oleh Abi Ishag As-Syairazi, jilid 3, hal. 512 


68 


Fikih Jurnalistik 


Dalam dunia pers juga sering terjadi kasus suap menyuap 
(menyogok). Sering diistilahkan dengan kata “amplop”. 
Menurut Aceng Abdullah, amplop adalah uang atau sejenisnya, 
digunakan seseorang untuk membayar wartawan agar tidak 
menulis atau memberitakan berita yang merugikan orang 
tersebut secara pribadi, atau merugikan suatu lembaga.” 
Sebaliknya, tujuannya terkadang untuk memuat berita atau 
gambar yang menguntungkan pihak tertentu. 

Dalam Undang-Undang tentang Pers disebutkan (4/5): 
“Menerima imbalan atau janji tertentu untuk menyiarkan atau 
tidak menyiarkan suatu berita atau gambar atau tulisan yang 
menguntungkan atau merugikan seseorang, atau kelompok, 
atau, lembaga, dilarang sama sekali.” 

Dalam Bab I Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dise- 
butkan: Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat 
mempengaruhi obyektivitas pemberitaan. 

Butir ke-5 Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) juga 
menyatakan: Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan 
tidak menyalahgunakan profesi. 


Fikih Islam dan Aturan Umum 


Hubungan ini perlu dibahas guna mengetahui per- 
bandingan kaidah aturan umum jika disinkronkan dengan 
ajaran Islam. Perlu pula diketahui oleh insan pers muslim, 
supaya aktivitas mereka selalu 'dinaungi' oleh syariat Islam. 


Dalam syariat Islam, terdapat batas aturan yang jelas di 
mana seseorang tidak boleh melanggarnya, atau bersepakat 
dengan pihak lain untuk melakukan perbuatan yang melawan 


7 Press Relation, Drs. Aceng Abdullah, hal. 46 
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batas aturan tersebut. Batas ini, dikenal dalam Islam dengan 
istilah 'perkara-perkara yang ma'luumun min ad-diini bi ad 
Oharurah' (perkara agama yang sudah diketahui kewajibannya 
secara pasti), termasuk juga al ahkam al gath'iyyah (hukum 
pasti yang tidak diperdebatkan lagi). 

Mengingkari perkara yang ma'luumun min ad-diini bi 
ad-dharurah, termasuk perbuatan kufur atau menyebabkan 
pelakunya dinyatakan keluar dari agama Islam.” Seorang 
jurnalis muslim harus mematuhi perkara ini dalam akti- 
vitasnya. Dia harus pula mengajak pembaca, sebagai 
'audiens' dakwahnya, untuk mematuhi perkara ini. Karena 
menentang perkara-perkara di atas merupakan kekufuran, 
dan melanggarnya merupakan perbuatan fasig secara ijma' 
(konsensus ulama). 


Perkara-perkara yang sudah ma'luumun min ad diini biad 
Olarurah adalah aturan yang dipahami oleh semua kalangan, 
termasuk kalangan awwam, seperti: Syahadat (kesaksian) 
bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah 
utusan Allah, kewajiban shalat, kewajiban zakat, kewajiban 
puasa Ramadlan, kewajiban haji ke Baitullah bagi yang mampu, 
haramnya pembunuhan, pencurian, Oadzaf (menuduh 
zina tanpa mendatangkan bukti yang ditentukan syariat), 
keharaman minum khamer atau minuman keras, keharaman 
perbuatan bohong, dan sebagainya. Termasuk Aturan Umum 
pula, semua hukum syariat yang hukumnya pasti dan doktrinal 
(gath'1).”8 Hukum-hukum tersebut tetap sepanjang zaman dan 
tidak akan berubah, karena itu, seorang manusia tidak boleh 
?  Mudawwanatu al Fighi al Maliki wa Adillatuhu, oleh Dr. Shadig Abdurrahman, 


jilid 4, hal. 604, dan Kitab Fathu Al-'Ula Al-Malik, jilid 2, hal 282 
78 Akan kita bahas sebagian dalam Sub Bab II 
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menentang atau mengatakan, apalagi mendakwahkan yang 
sebaliknya. Misalnya dengan mengatakan, hukum shalat 
tidak wajib, hukum zakat tidak wajib, mendakwahkan atau 
membantu ajaran yang mengatakan bahwa ada nabi setelah 
Nabi Muhammad #£, dan sebagainya. 


Dalam syariat Islam, perkara-perkara tersebut merupakan 
hukum yang permanen, tidak akan berubah dengan perubahan 
waktu dan tempat. Karena kesemuanya datang dari Allah 4g, yang 
mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. 


Wartawan harus objektif dan jujur dalam menyikapi setiap 
kejadian. Tidak hanya menampilkan berita untuk mendukung 
kelompok atau kepentingan tertentu. Segalanya harus 
proporsional, bukan hanya mengejar keuntungan profit materi 
dan keinginan pembaca. Bahkan, jurnalis muslim, mempunyai 
tanggungjawab plus untuk mendakwahkan yang benar, bukan 
untuk membela kebatilan. Adanya kecenderungan, entah 
karena untuk menarik minat pembaca atau tendensi tertentu, 
wartawan “tebang pilih” dalam pemberitaan satu kasus yang 
di tengah masyarakat sedang terjadi pro kontra. 


Dra. Choirun Nisa, Wakil Ketua Pansus RUU Anti Por- 
nografi dan Pornoaksi, pernah membaca situasi ini, ketika 
RUU tersebut mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. 
Anggota Komisi VIII DPR RI, dalam pertemuan Pansus RUU APP 
dengan para ulama di Surabaya, 20 Maret 2006, menyesalkan 
sikap media massa yang hanya melulu memuat aksi atau 
demo yang kontra RUU. Sedang yang pro, mendapatkan porsi 
yang sedikit sekali. Contohnya, beberapa minggu sebelum 
pertemuan dan dialog yang digagas oleh Dewan Imamah 
Nusantara (DIN) itu, terdapat aksi dukungan dari banyak 
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elemen mahasiswa di Jakarta yang jumlahnya sangat signifikan. 
Namun tidak dimuat media sama sekali. Sedang aksi kontra, 
meski diikuti sekian gelintir manusia saja, sudah menempati 
porsi yang begitu dominan di media massa. 


Amplop Wartawan dalam Tinjauan Fikih 


Dalam pembahasan di atas, sempat disinggung tentang 
budaya amplop di kalangan wartawan. Menurut Albert L. 
Hester, penulis Handbook for Third World Journalist (USA, 
1987), fenomena ini merupakan ciri jurnalistik di negara 
berkembang. Hal ini disebabkan minimnya kondisi keuangan 
suatu lembaga pers, hingga gaji yang diberikan kepada 
wartawannya tidak mencukupi. Ali Said, Ketua Mahkamah 
Agung RI di era 60-an, saat menyikapi fenomena suap- 
menyuap dalam dunia jurnalistik di Indonesia mengatakan, 
“Jika Napoleon Bonaparte lebih takut kepada 10 wartawan 
ketimbang kepada 100 tentara, maka saya lebih takut kepada 
10 tentara dari pada 100 wartawan. Karena 100 wartawan itu 
bisa dikalahkan dengan 100 amplop." 


Jika dilihat dari sudut pandang fikih, apakah amplop ini 
termasuk sogokan (rasywah) yang diharamkan Islam? 


Sogokan dalam istilah fikih adalah sesuatu yang diberikan 
untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang 
salah.” 


79 Definisi istilah ini lebih khusus dari definisinya secara etimologi, yang dibatasi 
dengan 'pemberian untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang 
benar'. Secara bahasa, menurut Al-Fayumi: pemberian seseorang untuk hakim 
atau yang selainnya agar menetapkan keputusan yang menguntukan penyogok, 
atau melakukan pekerjaan sesuai keinginan penyogok (lihat Lisan al Arab, jilid 3, 
hal. 141) 
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Tidak ada perbedaan di antara ulama salaf bahwa menerima 
barangsogokan untuk menyalahkan yangbenaratau membenarkan 
sesuatu yang tidak boleh adalah perbuatan keji dan haram? dan 
termasuk dosa besar. Allah 3£ berfirman, “Mereka itu adalah orang- 
orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan 
yang haram (as-suht).” (OS. Al-Maidah: 42). 


Ibnu Mas'ud menafsirkan kata as-suhtu dalam ayat di atas 
sebagai harta sogokan.?' 


Dalam ayat lain Allah 85 berfirman (yang artinya): “Dan 
janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 
lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) 
kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya 
kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 


mengetahui.” (OS. Al-Bagarah: 188). 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, “Rasulullah & 
melaknat orang yang menyuap dan yang disuap.” Dalam 
riwayat lain ditambahkan, “dan (melaknat) perantara antara 
keduanya." 8 


Dengan demikian haram hukumnya meminta sogokan, 
menyerahkan, dan menerimanya. Sebagaimana haram 
juga menjadi perantara antara penyogok dan orang yang 
disogok.? 


80 Tafsir Al-Ourthubi, jilid 6, hal. 183 

8 jbid 

2 HR. Turmudzi (jilid 3, hal 223), menurutnya: hadits ini hasan shahih: dan HR. Imam 
Ahmad (jilid 5, hal. 279) dari hadits Tsauban, dalam hadits riwayatnya ditambah 
kata, “war rawaa-isy” (bentuk plural dari raa-isy) yang berarti, perantara antara 
penyuap dan yang disuap, hukumnya adalah seperti penyuap itu sendiri (Kitab an 
Nihayah, jilid 8, hal. 255) 

88 Mughni Al-Muhtaj, jilid 8, hal. 243, dan Nihayatu Al-Muhtaj, jilid 8, hal. 243 
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Terdapat pengecualian, menurut pendapat mayoritas 
ulama, seseorang boleh menyuap demi memperoleh 
kebenaran, atau untuk menolak kezaliman atau mara bahaya. 
Dalam hal ini, yang berdosa adalah penerima suap, bukan yang 
memberikannya.” 


Abu Laits As-Samargandi Al-Fagih mengatakan, “Tidak 
apa seseorang membela diri dan hartanya yang terzalimi 
dengan membayar suap.” 


Demikianlah, jika amplop yang diberikan seseorang kepada 
wartawan dengan tujuan demi membenarkan yang salah 
atau sebaliknya, maka ini termasuk sogokan atau suap yang 
diharamkan oleh agama Islam. Jika tidak ada unsur pembenaran 
yang salah dan sebaliknya, maka bukan termasuk suap. 


Namun timbul pertanyaan kemudian, jika seorang 
wartawan menerima suatu pemberian dari pihak selain 
lembaga pers tempatnya bekerja, sebagai imbalan pemberitaan 
yang bertujuan untuk memunculkan nama seseorang atau 
pihak tertentu dan membuatnya jadi terkenal, sedang materi 
pemberitaan memang benar adanya secara fakta (artinya tidak 
ada unsur pembenaran yang salah dan sebaliknya), apakah 
wartawan ini berhak atas pemberian itu? Untuk menjawab hal 
ini perlu beberapa penjelasan: 


Pertama, wartawan tersebut tidak boleh bekerja kepada 
selain lembaga pers tempat bekerjanya dengan tanpa izin 
dari lembaga tersebut. Karena itu dia tidak boleh menerima 
amplop/pemberian tersebut. Hal ini disebabkan karena profesi 


84 Nihayatu Al-Muhtaj, jilid 8, hal. 243, dan Al-Ourthubi, jilid 6, hal 183 
85 Al-Ourthubi, jilid 6, hal. 184 
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wartawan termasuk ajir khas (pekerja khusus) yang 'disewa' 
untuk bekerja pada orang yang 'menyewanya' saja." 


Pekerja khusus adalah orang yang berhak menerima gaji 
dengan mengoptimalkan kerja dirinya selama masa kerja, 
juga ketika dia tidak bekerja (seperti hari libur atau masa 
cuti). Dia adalah orang yang 'menjual' jasanya dalam waktu 
yang ditentukan, khusus kepada seorang 'penyewa' jasa / 
manfaat yang dimilikinya tersebut selama masa 'sewa', di 
mana orang lain selain penyewa jasa (atasan) tidak boleh turut 
'mempekerjakannya' (ikut mengambil jasa' darinya, kemudian 
turut membayarnya). 


Pekerja khusus tidak boleh bekerja untuk pihak lain selain 
atasannya. Jika sampai bekerja untuk pihak lain, maka gajinya 
dikurangi seukuran dengan yang telah dikerjakannya untuk 
pihak lain itu. 


Dengan demikian menjadi jelas, seorang jurnalis tidak 
boleh menerima amplop tersebut. Kesimpulannya, jika dengan 
tujuan 'membenarkan yang salah dan menyalahkan yang 
benar', maka amplop tersebut termasuk rasywah (sogokan atau 


86 Sebagian fugaha (ahli fikih) menyebutnya dengan ajir al wahd “pekerja tunggal” 
(Ibnu Abidin, jilid 9, hal 81), seperti pembantu, pekerja / petugas kantor. Berbeda 
dengan ajir Al-Musytarak “pekerja gabungan" yang disewa oleh lebih satu orang 
dengan lebih dari satu akad kerja, tidak terikat dengan satu jenis kerjaan, seperti 
dokter dalam praktek kedokterannya, arsitek atau pengacara di kantor mereka. Ajir 
khas (pekerja khusus) menerima gaji dalam masa tertentu (biasanya per bulan), 
sedang ajir musytarak (bukan pekerja khusus) umumnya menerima bayaran tiap 
selesai melakukan kerjaannya 

87 Kassyafu al-Oana', jilid 4, hal. 5. Dalam Kitab Mughni disebutkan: Pekerja 
khusus adalah yang dalam akad kerjanya tertentu dalam masa khusus, dia berhak 
menerima gaji pada seluruh masa itu (baik saat libur atau masa cuti). Dinamakan 
khusus karena yang boleh memanfaatkan jasanya hanya penyewanya saja, selama 
masa kerja itu, dan tidak boleh “dimanfaatkan' orang lain (Al-Mughni ma'a Syarhi 
Al-Kabir, jilid 6, hal. 105) 

88 Hasyiyah Ibnu “Abidin, jilid 9, hal. 81-82 
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suap) yang diharamkan syariat. Jika tidak mengandung unsur 
'membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar", 
amplop tersebut juga tidak boleh diterima, karena jurnalis 
termasuk ajir khas (pekerja khusus) dengan segala ketentuan 
hukumnya sebagaimana telah diterangkan. 


Terlebih dalam Undang-Undang tentang Pers telah dise- 
butkan (4/5): “menerima imbalan atau janji tertentu untuk 
menyiarkan atau tidak menyiarkan suatu berita atau gambar 
atau tulisan yang menguntungkan atau merugikan seseorang, 
atau kelompok, atau, instansi, dilarang sama sekali.” 


Butir ke-5 Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) 
menegaskan: Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan 
tidak menyalahgunakan profesi. 


Rasulullah & bersabda, “Umat Islam wajib mematuhi 
syarat-syarat yang mereka buat, selagi sesuai dengan 
kebenaran. ”8? Artinya, wajib bagi umat Islam mematuhi 
segala klausul perjanjian atau syarat yang menjadi kesepakatan 
di antara mereka, selagi tidak menghalalkan yang haram 
atau mengharamkan yang halal. Termasuk dalam konteks 
kesepakatan syarat ini, UU tentang Pers dan KEWI tersebut di 
atas.” 


89 Sunan Ad-Daruguthni Jilid 3, hal 28. Lihat pula: Sunan Abi Dawud Jilid 3, hal 
304 

2 Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada Agustus 1999 di Bandung 
berkumpul 26 organisasi wartawan (waktu itu jumlahnya memang 26). Difasilitasi 
Deppen, mereka menyepakati kode etik jurnalistik yang diharapkan akan dipakai 
dan dipatuhi bersama. Namanya Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Satu 
utusan tidak menandatanganinya. Kurang lebih satu tahun kemudian Dewan Pers 
menyetujui KEWI untuk dipakai bersama. Inilah kode etik payung untuk semua 
wartawan Indonesia. (Sinansari Ecip, Kode Etik dan Undang-undang Pers, Berguna 
ataukah Percuma? www. dewankehormatanpwi.com, Jumat, 7 Februari 2003) 
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Allah 8 berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, 
penuhilah akad-akad itu." (OS. Al-Maidah: 1) 

Dalam ayat lain, “Dan penuhilah janji: sesungguhnya janji 
itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.” (OS.Al-Isra: 34) 

Apakah amplop tersebut bisa dianggap sebagai hadiah, 
atau shadagah (sumbangan), atau yang semakna dengan hal itu, 
hingga sang wartawan berhak menerima dan memilikinya? 


Tidak bisa dianggap demikian —wallahu a'lam-, karena 
amplop yang diberikan kepada sang wartawan berguna 
sebagai imbalan atas suatu pekerjaan (dalam hal ini, pekerjaan 
'memberitakan atau tidak memberitakan'). Dan tidak demikian 
dengan hadiah, shadagah, hibah, atau yang semakna dengan 
hal-hal tersebut. 


lonu Gudamah mengatakan: “Hibah, shadagah, hadiah, 
'athiyyah' (pemberian), artinya berdekatan. Semuanya berarti: 
memberikan sesuatu kepada seseorang ketika hidup dengan 
tanpa imbalan apapun. Dan nama 'athiyyah' (pemberian) 
mencakup semuanya.” 


Dengan demikian, semua istilah tersebut (hadiah dan 
sebagainya) berbeda dengan upah, gaji, atau rasywah 
(sogokan). Perbedaan antara sogokan dengan hibah misalkan: 
Hibah tidak mengharuskan imbalan, sedang sogokan harus 
dengan imbalan. Sedang dalam kasus pers, pemberi amplop 
meminta imbalan kepada wartawan berupa pemberitaan yang 
menguntungkan dirinya. 


Perbedaan antara sogokan dengan shadagah: Shadagah 
diberikan semata-mata karena Allah 45, sedang sogokan 


#1 Al-Mughni, oleh Ibnu Gudamah, jilid 6, hal. 246 


77 


Fikih Jurnalistik 


diberikan demi mendapatkan imbalan duniawi semata. 
Wallahu a'lam bis shawab 


Hak Cipta dalam Tinjauan Fikih 


Termasuk etika umum dalam dunia pers, atau termasuk 
kode etik yang harus dipatuhi insan pers adalah pantang 
melakukan tindakan plagiat. Plagiat adalah menjiplak hasil 
karya atau ciptaan orang lain, dan dipublikasikan sebagai hasil 
karya, atau hasil cipta, atau karangan sendiri.” 


Dalam fikih, hak cipta termasuk hak milik yang dilindungi 
secara syar'i. Dengan demikian, menggunakan hak cipta orang lain 
tanpa seizin pemiliknya, atau tanpa membelinya, masuk dalam 
ketegori hukum ghasab yang diharamkan dan berkonsekuensi 
ganti rugi. Dalam al-Fighu al-Islami (4/2861-2863), Dr Wahbah 
Az-Zuhaili menyebutkan, hak penulis yang masuk dalam undang- 
undang baru yaitu hak adabi, menurut kajianku (Dr Wahbah, 
pen), adalah hak yang dijamin secara syariat, berdasarkan kaidah 
al-istishalah atau a-mashlahah al-mursalah. 


Al-mashlahah al-mursalah adalah karakter-karakter yang 
sesuai dengan perilaku syariat dan magashid asy-syari'ah (tujuan 
diturunkannya syariat), namun tidak ada dalil syar'i secara spesifik 
yang melegitimasi eksistensinya atau menghapusnya. Hukum 
tersebut diadakan dengan tujuan agar bisa mendatangkan manfaat 
dan menghindarkan manusia dari ekses negatif. 


Maka setiap hal yang dampaknya ditimbang akan lebih 
bisa mendatangkan manfaat atau bisa menjaga dari dampak 
negatif, secara syariat hal itu harus dilakukan. Seorang penulis, 


22 Pius A Partanto dan M Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, Penerbit Arkola 
Surabaya, (1994), hal 601 
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telah mengerahkan usahanya dalam penyusunan karyanya, 
karena itu, ia adalah orang yang paling berhak memiliki karya 
tersebut, baik hak materi, yakni keuntungan materiil yang akan 
ia dapatkan dari pekerjaannya tersebut, atau hak maknawi, 
yakni dinisbatkannya hasil karya tersebut pada dirinya. Hak 
ini terus menjadi miliknya, dan bila ia meninggal dunia, hak 
tersebut menjadi milik ahli warisnya. Hukum ini berdasarkan 
sabda Nabi Muhammad #& yang diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari dan lainnya, “Barangsiapa yang meninggalkan harta 
atau hak, maka itu menjadi milik ahli warisnya.” 


Dengan demikian, mencetak ulang atau menggandakan 
karya tersebut adalah pelanggaran terhadap hak penulis. 
Artinya, itu merupakan perbuatan maksiat yang secara syar'i 
akan diganjar dengan dosa, dan merupakan perbuatan 
pencurian yang harus diberi sanksi. Ini dilakukan untuk 
menjaga hak seorang penulis. Bila tindakan plagiat ini 
dilakukan seseorang, konsekuensinya, ia harus mengganti 
kerugian atas hak adabi, baik dalam hasil karya tersebut ditulis 
“Hak Cipta Milik Penulis” atau tidak. Karena adat dan undang- 
undang yang berlaku memasukkan hak ini ke dalam kategori 
hak-hak personal. 


Menurut mayoritas ulama kecuali madzhab Hanafi, sebuah 
manfaat itu dikategorikan sebagai harta berharga. Karena 
segala sesuatu yang dapat diambil itu adalah manfaatnya, 
bukan materinya secara khusus. Tujuan terbesar orang 
untuk memiliki harta adalah untuk mengambil manfaatnya, 
sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Al-Islam Izzuddin bin 
Abdussalam. Bahkan ulama-ulama kontemporer Madzhab 
Hanafi memfatwakan tentang dijaminnya manfaat benda yang 
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dighashab dalam tiga hal: Harta yang diwakafkan, harta anak 
yatim, dan harta yang dimaksudkan untuk diolah. 


Ketika mencetak hasil karya tulisnya, baik dalam bentuk 
buku, artikel, berita, dan lain sebagainya, seorang penulis 
setidaknya memiliki dua tujuan. Pertama, menyebarkan 
infomasi dan idenya. Kedua, mengambil keuntungan materi 
dari pekerjaannya itu. 

Menurut Dr. Wahbah Zuhaili, bukan menjadi alasan, 
orang menjiplak suatu karya dengan dalih ikut menyebarkan 
ilmu dan informasi. Lebih lanjut, guru besar Universitas 
Damaskus Suriah itu menyatakan bahwa kitab-kitab klasik 
yang keberadaan ahlis warisnya sudah tidak diketahui, tidak 
apa-apa untuk dicetak dan dipublikasikan, dengan syarat tidak 
merugikan pihak percetakan tertentu yang telah melakukan 
usaha khusus untuk men-ta'ig atau memberi catatan kaki, 
keterangan, penomoran, dan sebagainya. 


Hak pemuatan atau publikasi sebuah karya tulis, harus 
sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan antara penulis 
dengan pihak penerbit atau perusahaan media. Media massa 
biasanya mencantumkan, tulisan yang dikirim ke redaksinya, 
disyaratkan belum pernah dimuat di media apapun, dan 
sebagainya. 

Bila terjadi kesepakatan tersebut, wajib bagi kedua 
belah pihak untuk mematuhinya. Allah 8£ berfirman, “Hai 
orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (OS. 
Al-Maidah: 1) 

Dalam ayat lain, “Dan penuhilah janji: sesungguhnya janji 
itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.” (OS.Al-Isra: 34) 
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Berdasarkan firman Allah di atas, haram secara syar'i 
melanggar poin kesepakatan yang telah dibuat antara kedua 
belah pihak. Seorang penulis haram memberikan karyanya 
kepada pihak lain yang tidak terlibat kesepakatan, untuk 
memberinya hak cetak dan publikasi. 


Majma' Al-Figh Islami, sebuah lembaga internasional yang 
membahas masalah-masalah kontemporer dan menghimpun 
ulama-ulama dari berbagai negara, dalam konferensinya di 
Kuwait, 1-6 Jumadil Ula 1409 H / 10-15 Desember 1988, di 
antaranya memutuskan, “Hak cipta, penemuan dan inovasi 
baru, dilindungi secara syar'i, dan pemiliknya mempunyai hak 
untuk men-tasharruf-kannya, serta tidak boleh dilanggar oleh 
siapapun.” 
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Bab III | 
Larangan dalam Pemberitaan 


Melakukan atau Mengekspos Kebohongan 
Bohong yang Diperbolehkan 
Merugikan Nama Baik Seseorang 
A. Berita Gunjingan (Ghibah) 
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I. Melakukan atau Mengekspos Kebohongan 


Berita apapun, bisa mengandung kebenaran, bisa pula 
mengandung kesalahan, kecuali berita dari Allah 45 dan 
Rasulullah #&. Kebohongan merupakan kejahatan yang 
dilarang oleh Al-Gur'an. Dalam banyak ayat Al-Our'an, 
Allah 36 melaknat para pembohong. Dalam Surat An-Nahl 
disebutkan, 


“» Pn 
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“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, 
hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat- 
ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.” (OS. 
An-Nahl: 105) 


Dalam bentuk perintah meninggalkan perbuatan bohong, 
disebutkan dalam Surat Al Hajj, “Maka jauhilah olehmu 
berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan 
dusta.” (OS. Al-Hajj: 30) 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Al-'Ash r.a, 
Nabi # bersabda, “Empat hal jika terdapat dalam seseorang, 
maka orang tersebut munafig murni. Dan Barangsiapa punya 
sebagian sifat-sifat tersebut, maka dia mempunyai sebagian 
sifat munafig sampai dia mau meninggalkannya, yaitu: Jika 
dipercaya berkhianat, jika berbicara berbohong, jika berjanji 
meninggalkan, jika berseteru berlaku jahat.” 


28 HR. Bukhari Muslim, Bab Sifat Orang-Orang Munatig, Kitab Katru al Ummal fi 
Sunanial Agwal wa al Af'al, jilid 1, hal. 168 
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Termasuk dihukumi berbohong, membicarakan setiap 
yang didengar tanpa klarifikasi dan membicarakan sesuatu 
yang belum dipastikan kebenarannya, sebagaimana telah 
dibahas. 


Termasuk berbohong, berbicara dusta supaya orang lain 
tertawa. Dari Mu'awiyyahr.a, Rasulullah #& bersabda, “Neraka 
wail bagi orang yang berbicara supaya yang mendengar 
tertawa, kemudian dia berbohong, neraka wail baginya, neraka 
wail baginya. 


Bohong yang Diperbolehkan 


Maslahat umum terkadang mengharuskan penyampaian 
suatu berita tidak sesuai kenyataan sebenarnya. Dengan tujuan, 
pada akhirnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Inilah 
yang dalam syariat Islam diistilahkan sebagai “kebohongan 
yang boleh' (al-kidzb al-mubah), atau dengan bahasa lain: 
“keringanan hukum boleh berbohong' (ma rukhisha fiihi al 
kidzb). 


Eksepsi hukum ini berdasarkan dalil Rasulullah &, yang 
diriwayatkan oleh Ummu Kultsum r.a, “Bukan termasuk 
pembohong, orang yang mendamaikan antar manusia, 
mengatakan yang baik dan mengembangkan kebaikan.”” 


Ucapan adalah media untuk sampai pada tujuan. Setiap 
tujuan baik yang bisa dicapai dengan tanpa berbohong, maka 


44 HR. Abu Dawud (4969), dan Turmudzi (2417), beliau mengatakan hadits ini 
sebagai hadits hasan 

95 HR. Bukhari dalam As-Shulh (hadits no. 2692), dan Muslim dalam Al-Adab, jilid 16, 
hal. 373. Dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan: Ummu Kultsum mengatakan, 
“Aaku tidak mendengar Rasulullah memberi keringanan sesuatupun dalam 
ucapan-ucapan manusia kecuali dalam tiga hal: ketika perang, mendamaikan 
antara manusia, ucapan suami pada istrinya, atau ucapan istri pada suaminya.” 
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bohong diharamkan. Jika tujuan baik tersebut tidak tercapai 
kecuali dengan berbohong, maka bohong diperbolehkan. Jika 
maksud yang ingin dicapai merupakan perkara yang boleh, 
maka hukum bohong tersebut mubah (boleh). Jika maksud 
yang ingin dicapai wajib, maka hukum bohong juga wajib.” 

Kejujuran, dalam kasus ini, untuk sementara “berpindah' 
ke niat. Dengan selalu konsekuen untuk benar (jujur) dalam 
niatnya, dan memang bertujuan baik. Selama tujuannya baik, 
niatnya baik, dan hanya untuk kebaikan saja, orang tersebut 
adalah orang yang jujur, bagaimanapun bentuk lafadz yang 
diucapkan orang tadi.” 


Contoh kasusnya, misalkan terdapat wabah berbahaya, 
atau terjadi kerusuhan besar yang mengancam keselamatan 
pemimimpin-pemimpin negara di dunia. Dalam kondisi kritis 
'multilateral' seperti ini, bukan tindakan bijaksana menyampaikan 
pemberitaan yang 'menakutkan', dengan sangat terperinci, hingga 
membuat masyarakat dikecam rasa takut yang luar biasa dan 
makin memperkeruh stabilitas negara. Sebaliknya, pemberitaan 
harus dengan penuh kebijaksanaan dan kedewasaan, membuat 
masyarakat tenang, mengarahkan massa untuk tidak anarkis, dan 
tidak panik secara berlebihan. Maksud penjelasan ini bukanlah 
bohong dalam arti seorang wartawan memutarkarbalikkan fakta, 
atau menganggap remeh ancaman bahaya, atau bahkan tidak 
diberitakan secara mutlak, karena dampak negatifnya tentu akan 
semakin tambah parah dan besar. 


26 Riyadh Ash-Shalihin min Kalami Sayyidi Al-Mursalin, Imam Abu Zakariyya Yahya 
bin Syaraf An-Nawawi, hal. 551 

” Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, jilid 
4, hal. 410 

9 Berita Jurnalistik, Dr. Muhammad Farid Mahmud, hal. 39 
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II. Merugikan Nama Baik Seseorang 


Kode Etik Jurnalistik Bab II Pasal & menyebutkan bahwa 
“Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi 
kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik 
(tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang merugikan nama 
baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.” 


Karya jurnalistik yang cenderung dapat merugikan nama 
seseorang, atau dapat menyinggung perasaan orang lain, 
misalnya tercermin dalam perbuatan ghibah (menggunjing), 
tuduhan zina (gadzaf), penghinaan, dan pembeberan rahasia. 
Penjelasan masing-masing perbuatan yang bisa terjadi dalam 
sebuah pemberitaan media massa itu adalah sebagai berikut: 


a. Berita Gunjingan (Ghibah) 


Jagad hiburan Indonesia beberapa tahun lalu pernah 
diguncang oleh fatwa haram terhadap tayangan infotainmen 
yang dikeluarkan PBNU. Keputusan Musyawarah Nasional 
(Munas Alim Ulama) di Surabaya (27-30 Juli), menyatakan 
bahwa materi infotainment yang membeberkan aib keluarga 
hukumnya haram. 


Keputusan tentang boleh tidaknya tayangan infotainment 
sebenarnya gagal ditetapkan di bahtsul masail Munas 
Alim Ulama itu, namun musyawirin sepakat menyerahkan 
kepada PBNU untuk menetapkannya. Ketua Umum PBNU 
Hasyim Muzadi menyatakan, fatwa ulama itu berawal dari 
keinginan para kiai dari beberapa pesantren untuk menjadikan 
infotaintment sebagai tema penting dalam Munas Alim Ulama 
di Surabaya. Para kiai gelisah dengan berita-berita dalam 
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infotaintment yang berisi tentang gosip dan persoalan pribadi 
dan keluarga orang lain. 


Atas berbagai masukan dan usulan itu, menurut Hasyim, 
“Maka PBNU membuat konsepnya, dan lalu diserahkan ke 
Munas. Para ulama merasa terpanggil untuk menyampaikan 
amar makruf nahi mungkar, mengajak masyarakat memilih 
tontonan yang baik.” 


“Nadlatul Ulama mengajak untuk tidak menonton tayangan 
yang dilarang oleh agama. Lagi pula, tayangan infotaintment itu 
menggambarkan seakan-akan kita sudah terbiasa dengan hal 
seperti itu, seakan kita biasa ngerasani orang, atau mencari jeleknya 
orang. Maka kita sampaikan pesan ini. Kita tidak bisa memaksa, 
karena kita bukan negara. Tugas kita hanya menyampaikan atau 
mengingatkan,” tambahnya. 


Penjelasan yang sama disampaikan Ketua PBNU Said 
Agil Siradj, bahwa tayangan infotaintment memang sudah 
keterlaluan. “Saya pernah kebetulan menyimak ada seorang artis 
yang diberitakan suaminya selingkuh. Ini kan sudah tidak benar, 
mencampuri urusan keluarga orang lain,” papar Said Agil. 


Said Agil sejak awal sudah merisaukan tayangan itu, seperti 
dikatakannya, larangan menggunjingkan orang sudah menjadi 
larangan absolut dalam kitab suci Al-Gur'an dan Hadits Nabi. 
“Jadi ini bukan kata ulama. Para ulama hanya menyampaikan 
saja,” tandasnya. 


Sekalipun begitu, kata Kang Said, tidak semua yang 
tampil dalam tayangan infotainmen bernilai negatif. “Kalau 
memberitakan ada seorang selebriti yang umrah, atau 
menyumbang untuk yayasan sosial, atau memberitakan 
prestasi seseorang itu bagus,” jelasnya. 


88 


Fikih Jurnalistik 


Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin 
memandang, fatwa PBNU itu tidak menyatakan pengharaman 
kepada infotainment karena infotainment atau program televisi 
pada umumnya adalah sesuatu yang bersifat netral, tidak baik 
dan tidak buruk. Yang dikecam dan dilarang itu adalah muatan, 
substansi dan konten infotainmen yang negatif. 


“Dalam Islam menyampaikan aib orang lain jika tidak 
benar maka itu bisa disebut fitnah, dan kalaupun itu benar 
maka itu termasuk kategori ghibah atau menjelekkan orang 
lain,” ujarnya sambil mengingatkan, agar munculnya fatwa 
dari PBNU harus dinilai oleh industri infotainment sebagai 
saran dan kritik agar jangan terlalu vulgar. 


Dus, bagaimanakah sebenarnya hukum menayangkan, 
menyiarkan, menonton atau membaca berita, baik di 
infotainment atau program televisi pada umumnya, yang 
mengandung unsur mengungkap aib orang lain? Apakah 
definisi dan hukum ghibah atau menggunjing itu? Apakah ada 
pengecualian atau eksepsi hukumnya? 


Ulama mendefinisikan ghibah atau menggunjing (gosip) 
dengan penyebutan sesuatu hal tentang orang lain, seandainya 
orang yang disebut itu mengetahuinya, dia akan merasa tidak 
suka. Baik sebutan tersebut tentang kekurangan di tubuhnya, 
nasab (garis keturunan), prilaku, perbuatan, ucapan, prilaku 
agamisnya, urusan dunianya, termasuk baju, tempat tinggal, 
dan sebagainya.” 


Syahdan, Rasulullah & pernah bertanya kepada para 
sahabatnya, “Apakah kalian tahu apa ghibah itu?” Para sahabat 


99  Ittihaafu As-Saadah Al-Muttagiin bi Syarhi Ihya Ulumuddin, Muhammad bin 
Muhammad al Husaini az Zabidi, jilid 7, hal. 539 
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menjawab, “Allah dan Rasulnya lebih tahu.” Lalu dijelaskan 
oleh nabi, “(Ghibah adalah) menyebut sesuatu yang ada pada 
saudaramu, yang bisa membuat ia tidak suka.” Seorang sahabat 
bertanya, “Bagaimana kalau yang aku sebut memang ada benar 
dalam saudaraku?” Nabi menjawab, “Kalau memang ada, 
berarti kau telah menggunjingnya. Kalau tidak ada, berarti kau 
telah memfitnahnya.”'9 


Menggunjing, dalam praktik, tidak hanya terbatas dengan 
menggunakan lisan. Menggunjing dengan lisan diharamkan 
karena mengandung unsur 'memahamkan' orang tentang 
kekurangan orang lain. Karena itu, ghibah bisa berupa ucapan, 
isyarat, tulisan, gerakan, dan setiap perbuatan yang bisa 
diketahui maksudnya.'”' 


Adapun dengan menyamarkan identitas, bukan termasuk 
ghibah. Karena itu hukumnya boleh. Seperti dengan menulis, 
“Adaorangmengatakan demikian, atau melakukan demikian..." 
Karena itu, ghibah adalah dengan langsung menyebut orang 
tertentu, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Namun 
bukan termasuk dalam konteks 'menyamarkan', meski tidak 
menyebut nama, jika dapat dipahami bahwa yang dimaksud 
adalah orang tertentu melalui ciri yang disebutkannya. Fikih 
mencontohkan, misalnya dengan mengatakan, “Sebagian 
orang yang datang di acara ini hari ini mengatakan demikian 
demikian...,” atau, “Sebagian orang yang berjalan di sini hari 
ini...,” dan semisalnya. Jika orang yang diajak bicara mengerti 
yang dimaksud adalah orang tertentu, sebab ciri yang telah 
100 Shahih Muslim, pembahasan tentang Kebaikan, Hubungan Baik, dan Adab, Bab 

Keharaman Ghibah, jilid 8, hal. 21 


101 Jttihaafu As-Saadah Al-Muttagiin bi Syarhi Ihya Ulumuddin, Muhammad bin 
Muhammad al Husaini az Zabidi, jilid 7, hal. 541 
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disebutkannya tadi, maka hal itu termasuk ghibah. Tidak masuk 
dalam pengertian 'menyamarkan' yang diperbolehkan.'? 


Bahaya Ghibah 


Allah 88 memberi perumpamaan, orang yang meggunjing 
ibarat memakan daging saudaranya yang sudah mati. Allah 
berfirman: 


22. Ih 
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“Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan 
janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang 


pa 


Di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya 

yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik 

kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (OS. 

Al-Hujurat: 12) 

Dalam hadits, Rasulullah & bersabda, “Setiap mus- 
lim haram atas muslim lain dalam darah, harta, dan kehor- 
matannya.” Diriwayatkan dari Jabir r.a dan Sa'id r.a Nabi 
Muhammad & bersabda, “Hindarilah oleh kalian perbuatan 
ghibah. Karena ghibah lebih besar dosanya dari pada zina. 
Seseorang terkadang berzina kemudian bertaubat kepada Allah 
45, dan diterima taubatnya oleh Allah 35. Sedang orang yang 
berbuat ghibah, dia tidak akan diampuni sampai orang yang 
dia ghibah-i memaafkannya. "9 
"02 Ibid,hal.542 


123 | ihat: Ihya Ulumiddin, Imam Abu Hamid Muhammad bin MuhammadAI Ghazali, 
jilid 4, hal 411 
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Ada Ghibah yang Diperbolehkan 


Beberapa alasan dan tuntutan membuat sebagian 


kasus ghibah tidak diharamkan, dengan batasan-batasan 
tertentu. Para ulama bebeda pendapat tentang macam dan 


jumlahnya. Di antara ulama yang menjelaskan hal ini adalah 
Al-Ghazali dalam magnumopus-nya, Ihya Ulumiddin, dan 
Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Imam Nawawi 
menyebutkan 6 (enam) bentuk ghibah yang diperbolehkan, 
secara ringkasnya: 


1. 
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Jika seseorang merasa terzalimi. Boleh baginya meng- 
adukan kezaliman yang dia terima, kepada aparat atau 
hakim, atau selainnya, yang sekiranya mempunyai 
wewenang atau kemampuan untuk mencegah orang yang 
menzaliminya itu. 

Untuk meminta bantuan dalam merubah kemungkaran, 
dan mengarahkan pelaku maksiat untuk kembali berbuat 
benar. Misalkan dengan mengatakan kepada orang yang 
dianggap mampu mencegah kemungkaran tersebut, 
“Seseorang melakukan perbuatan ini, tolong Anda 
cegah!" 

Untuk meminta fatwa (nasihat). Misalnya dengan 
mengatakan, “Ayahku, atau saudaraku, menzalimi aku. 
Bagaimana caraku untuk terbebas dari perbuatannya 
yang zalim?” dan sebagainya. Hal ini diperbolehkan 
sesuai kebutuhan, berdasarkan hadits Hindun yang 
melaporkan suaminya kepada Nabi Muhammad & dengan 
mengatakan, “Sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang 
yang syahih (bakhil).” 

Untuk mengingatkan umat Islam dari perbuatan buruk. 
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Di antara contoh kasusnya adalah jarh (menilai negatif) 
seorang periwayat hadits atau para saksi demi kebenaran 
dan tegaknya keadilan, dan sebagainya. Ini diperbolehkan 
sesuai ijma (konsensus) ulama. Bahkan hukumnya wajib, 
demi menjaga kebenaran syariat. Bukan dengan tujuan 
menghina atau melecehkan seseorang. 

5. Seseorang melakukan kefasikan atau perbuatan bid'ah 
secara terang-terangan. Seperti minum-minuman keras 
atau melakukan perbuatan batil yang bertentangan 
dengan syariat Islam secara terang-terangan. Dalam hal ini 
boleh menyebutkan kejelekannya berupa kefasikan atau 
kebatilan tertentu saja, bukan sifatnya yang lain, kecuali 
dengan sebab yang lain lagi. 

6. “Mengenalkan” seseorang. Misalkan seseorang dikenal 
mempunyai julukan tertentu, seperti 'pendek', 'si hitam", 
'yang buta', dan sebagainya. Boleh menyebut julukan itu 
demi mengenalkannya pada seseorang, bukan dengan 
tujuan mengejek atau mengurangi harga dirinya. Jika 
mungkin dikenalkan dengan selain sifat-sifat tersebut, 
maka lebih baik mengenalkannya dengan sifat yang lain 
itu. Wallahu a'lam.' 

Dalam pemberitaan media massa, menyebutkan 
kekurangan seseorang atau kejahatannya, seperti perilaku 
korupsi, penipuan, pencurian, perampokan, pembunuhan, 
dan lain sebagainya, pada dasarnya adalah haram karena itu 
merupakan perbuatan ghibah. Namun pada sebagian kasus 
hukum itu dikecualikan, yaitu bila terdapat salah satu alasan 


108 Syarh Shahih Muslim, Imam Abu Zakariyya bin Syaraf An-Nawawi, jilid 6, hal. 
110 
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atau lebih dari tujuh poin pengecualian di atas. Misalnya, 
pemberitaan itu dengan niat melakukan amar makruf nahi 
munkar, mengarahkan pelaku maksiat untuk kembali 
melakukan ketaatan, mengingatkan masyarakat dari perbuatan 
buruk, misalnya dari bahaya narkoba yang telah melibatkan 
banyak orang, untuk mengingatkan masyarakat agar berhati- 
hati terhadap seseorang karena ia mengajarkan aliran sesat, 
mengajarkan paham yang bertentangan dengan syariat Islam, 
atau mengancam keamanan negara, merencanakan makar, 
pemberontakan, spionase, dan sebagainya. 


Namun perlu diperhatikan, bahwa menyebut kekurangan 
dan kesalahan orang itu bukan dengan tujuan menghina 
atau melecehkannya. Tapi tidak lain sebagai bagian dari 
kegiatan amar ma'ruf nahi munkar dan dalam hal ini, boleh 
menyebutkan kesalahan yang ingin diubah saja, bukan 
kekurangannya yang lain. 


Prinsip-prinsip Hal- Hal yang Harus Dilakukan dalam 
'Kebolehan Ghibah" 


Dalam kesopanan umum, sewajarnya tidak ada penge- 
cualian. Hal publik tidak ada eksepsi. Namun kaidah fikih 
Islam menyatakan, “ad dlaruuratu tubiihu al mahdzuuraat.” 
Kondisi darurat (dengan definisi dan batasan tertentu) bisa 
memperbolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang. Karena 
itulah terdapat pengecualian hukum dalam beberapa kasus 
syariat. Namun demikian, tetap perlu dicegah secara preventif, 
adanya 'pasal-pasal karet syariat' yang multitafsir, yang 
rentan dimanfaatkan dalam penerapan exception-exception 
(pengecualian hukum) tersebut. Karena itu, dalam penerapan 
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pengecualian ghibah ini, perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Ikhlas dalam niat, semata-mata karena Allah 45, bukan 
untuk mengejek, menghina atau melecehkan harga diri 
orang tersebut. 

2.  Semampunya untuk tidak menyebutkan nama (menyebut 
seseorang secara khusus). 

3. Menyebutkan yang boleh saja, dan yang benar-benar ada 
dalam diri orang tersebut. Tidak lepas diri' untuk berbuat 
ghibah secara luas, hingga menceritakan kekurangan- 


kekurangan orang lain semau hatinya. 
4. Merasa yakin bahwa dengan melakukan ghibah yang boleh 
itu, tidak akan terjadi dampak negatif yang lebih parah.'” 


b. Berita Tuduhan Zina (Oadzaf) 


Oadzaf adalah menuduh orang lain telah melakukan 
perzinahan. Termasuk perbuatan gadzaf adalah tuduhan 
sodomi, atau mengingkari nasab (garis keturunan) seseorang. '”8 
Oadzaf hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar. 


Dalam Al-Our'an disebutkan, “Dan orang-orang yang 
menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan 
mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah 
mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan 
janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. 
Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (OS. An-Nur: 4) 

Dalam ayat lain, “Sesungguhnya orang-orang yang menu- 
105 Hasha-id Al-Alsun, Husen Al-'Uwaisyah, hal 74 
106 Lihat Hasyiyah Ibnu Abidin, jilid 4, hal. 47, Al-Mughni, Ibnu Oudamah, jilid 9, 


hal 83: Mughni Al-Muhtaj, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, jilid 4, hal. 
192 
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duh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat 
zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi 
mereka azab yang besar.” (OS. An-Nur: 23) 


Dalam hadis, Rasulullah &# bersabda, “Jauhilah tujuh dosa 
besar (as sab'u al muubigaat)." Para sahabat bertanya, “Ya 
Rasulullah, apa saja tujuh dosa besar itu?” Nabi menjawab, 
“Menyekutukan Allah, sihir, membunuh orang yang diha- 
ramkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan 
harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari perang, meng- 
gadzaf orang yang bersih, beriman, yang lengah (yang tidak 
pernah sekali juga teringat oleh mereka akan melakukan 
perbuatan yang keji itu).”'” 

Bahasa yang mengandung unsur gadzaf ini, jika tidak 
menujukkan arti lain kecuali tuduhan zina pada seseorang, 
maka hukumnya sharih (jelas menuduh). Namun jika terkadang 
bahasa itu digunakan untuk meng-gadzaf, maka hukumnya 
kinayah (sindiran), dan jika tidak maka hukumnya ta'ridl.'98 
Kalimat yang sharih (jelas) misalkan, “kamu telah berzina,” 
atau, “wahai, pezina!” Sedang bahasa kinayah (sindiran) 
seperti, “Wahai, orang yang keji!,” atau, “Wahai, khabits!" 

Berita yang mengandung unsur peng-gadzaf-an 
terhadap seseorang, misalnya dalam pemberitaan zina atau 
pemerkosaan, dengan menyebut nama pelakunya, hingga 
orang lain (pembaca) menjadi tahu bahwa orang itulah yang 
telah melakukan perbuatan keji itu. Ini adalah gadzaf yang 
107 Al-Mughni, jilid 9, hal. 83. Hadits tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh 

Imam Bukhari (31017), Pembahasan tentang Wasiat-Wasiat, dan oleh Imam 
Muslim (2/268-269) Pembahasan tentang Iman, Bab Dosa-Dosa Besar 


108 Al-Igna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja' jilid 3, hal. 201: lihat pula Hasyiyah Ibnu Abidin 
(Hasyiyah Raddi al Mukhtar), jilid 4, hal. 50-52 
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diharamkan dan dapat menyebabkan pelakunya diberi sanksi 

khusus. Berita-berita yang mengandung unsur gadzaf itu 

mempunyai beberapa kondisi berbeda: 

1. Berita tersebut berasal dari reporter/wartawan, atau 
sumber berita, sebelum perbuatan zina terbukti, baik 
melalui persaksian, pengakuan pelaku, atau keputusan 
peradilan. 

Berita ini termasuk gadzaf, jika tidak didatangkan 4 
(empat) orang saksi laki-laki yang menyaksikan perbuatan zina 
tersebut secara langsung, '” dan mewajibkan sanksi dengan 
Syarat-syaratnya. 

Allah 
wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak 
mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang 


3g berfirman, “Dan orang-orang yang menuduh 


menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu 
terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka 
itulah orang-orang yang fasik.” (OS. An-Nur: 4) 
2. Berita tersebut dinukil sang jurnalis dari pihak lain 
Kalimatnya, sebagaimana dicontohkan para fugaha (ahli 
fikih), seperti: “Fulan"'? memberitahu aku bahwa engkau 
(atau dia) berzina.” Atau dalam bahasa jurnalistik misalnya, 
“Seseorang bernama fulan (dengan menyebutkan namanya, 
pen) mengatakan bahwa si fulan (dengan menyebutkan 


109 Syarat-syarat saksi tersebut adalah: berjumlah empat orang laki-laki yang merdeka, 
adil (bukan fasik), sehat, menyaksikan kejadian zina tersebut secara langsung 
dengan mata telanjang. Cara pembuktian zina ini, menurut Dr. Wahbah Az- 
Zuhaily, sangat jarang terjadi. (lihat: Tafsir Al-Munir, Prof. Dr. Wahbah az Zuhaily, 
jilid 17-18, hal. 128) 

10 Lafadz 'fulan' dalam bahasa fikih berarti penyebutan nama seseorang. Berbeda 
dengan lafadz 'ar-rajul' (seseorang), berarti dengan tidak menyebut nama secara 
spesifik 
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namanya, pen) telah melakukan perbuatan mesum dengan 
seorang PSK di kamar hotel.” 


Penukil berita dalam contoh di atas (dalam hal ini jurnalis) 
tidak disanksi had, karena dia bukan pelaku gadzaf. Dia hanya 
menceritakan. Hakim juga tidak harus menanyakan siapa gadzif 
(orang yang meng-gadzaf)-nya. Pelaku gadzaf dalam contoh di 
atas adalah sumber yang ditukil beritanya oleh sang reporter. 


Sang wartawan tersebut tidak disanksi dengan sanksi 
gadzaf, karena had (sanksi) gugur dengan syubhat (keraguan). '"' 
Baik sumber berita kemudian mengingkari pemberitaan sang 
wartawan atau membenarkannya. Pendapat ini dikatakan oleh 
Imam Syafi'i dan Abu Tsaur. Menurut Abu Al-Khattab, sang 
sumber berita disanksi jika ia mengingkarinya. Pendapat kedua 
ini juga dikatakan oleh Imam Malik, Atha', dan yang lain. 


Muhammad Al-Amin Asy-Syingithy dalam kitabnya 
Adlwa-u Al-Bayan (4/52) menguraikan, “Pendapat yangterjelas, 
menurutku, bahwa penukil berita (dalam contoh di atas adalah 
wartawan, pen) tidak dihukumi sebagai peng-gadzaf, dan 
tidak diberi sanksi had. Karena dia hanya menceritakan berita 
dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Ada kemungkinan 
dia jujur, walaupun yang memberi berita padanya setelah itu 
ternyata mengingkarinya." 

Jika sanksi had jatuh dari seseorang karena suatu sebab, 
maka dia dikenakan hukuman ta zir.''? Artinya, jika wartawan 
membuat berita yang masuk dalam jenis gadzaf yang kedua 
ini, ia tidak dikenakan sanksi had, namun ta“ir. 


WN Al-Muhadzzab, jilid 5, hal 415 

12 Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj disebutkan: “Sebutan 'tak ada sanksi had' berarti 
wajib ta 'zir. Itulah ketentuan hukum madzhab dalam kasus iidzaa/penghinaan 
jilid 4, hal. 193) 
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Had adalah sanksi yang kadarnya sudah ditentukan oleh 
Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh dirubah oleh siapapun. 
Kejahatan yang harus disanksi had ada 7 (tujuh) macam, 
yaitu: zina, gadzaf, minum minuman keras, mencuri, hirabah, 
murtad, dan baghy. Had merupakan sanksi yang menjadi hak 
Allah, maksudnya, jika kejahatan tersebut telah terbukti di 
pengadilan dan sudah menjadi keputusan hakim, hukuman 
tidak boleh digagalkan. 


Sedang ta'zir adalah hukuman yang kadarnya tidak 
ditentukan dalam Al-Gur'an maupun Sunnah, artinya, 
kadar hukuman ta'zir dikembalikan pada keputusan dan 
kebijaksanaan pemerintah atau hakim, dengan melihat kondisi 
pelaku kejahatan, atau kadar kejahatannya.'!: 

3. Berita perzinahan diketahui melalui pengakuan dari 
pelakunya sendiri kepada wartawan, namun belum 
terbukti secara hukum di peradilan, dan sang pelaku belum 
diberi sanksi sebab kelakuannya. 

Dalam kasus seperti di atas, jika dalam pemberitaan 
ada unsur gadzaf (tuduhan zina), sang pemberita tersebut 
tidak disanksi, baik ia menuduhnya dengan kasus zina yang 
diceritakan, atau zina yang lain. Karena orang tersebut 
melempar tuduhan pada orang yang tidak muhshan (menikah). 
Namun, pelaku gaazaf tersebut tetap disanksi dengan hukuman 
ta'zir. Karena orang yang tidak di-had sebab orang yang dia 
tuduh berzina bukan orang yang muhshan, hukuman baginya 
adalah ta'zir. Tetap di-ta'zir, karena dia telah melakukan 
penghinaan terhadap orang yang tak boleh dihina.'" 


138 Fathu Al-Oadir, oleh Kamal bin Al-Hamam, jilid 4, hal 112-113, dan Kitab At- 
Tasyri' Al-Jinaa-i Al-Islamy, jilid 1, no. 1, hal 79 
14 Al-Muhadzzahb, jilid 5, hal. 409 
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Sebenarnya, pengakuan zina seperti contoh di atas harus 
dilakukan di depan hakim, bukan wartawan. Jika sang pelaku 
mengemukakan pengakuannya pada orang selain hakim, si 
penerima berita itu seharusnya meneruskan perkara ke hakim 
atau peradilan, hingga bisa diambil langkah-langkah tertentu 
sesuai hukum.''? Bukan malah mengeksposnya ke khalayak 
ramai. 


Dengan demikian, seorang wartawan, sesuai hukum 
syariat, tidak bisa memberitakan kasus jenis ketiga ini, 
walaupun pelakunya sudah mengakui perbuatannya kepada 
kuli tinta itu. Karena hak Allah, termasuk kasus perzinahan, 
dianjurkan untuk ditutupi." 


Aceng Abdullah menyebutkan, bahwa terlepas dari 
etika, berita yang berhubungan dengan seksualitas, selalu 
jadi perhatian pembaca dan merupakan satu faktor yang 
bisa meninggikan harga suatu berita. Karena itulah banyak 
orang suka mengikuti berita ini, seperti kasus perselingkuhan 
kalangan elit atau publik figur, cerita pelacuran, pemerkosaan, 
dan sebagainya. 


15 Bahkan, pengakuan zina di depan hakim pun, harus berulang-ulang tak cukup 
sekali -menurut khilaf (perbedaan pendapat) diantara ulama. Jika orang yang 
mengaku, misalkan menarik pengakuannya, sanksi had jatuh darinya. Karena 
keharaman hukum zina termasuk hak Allah yang dibangun atas toleransi. Artinya, 
Allah tidak akan menyebabkan akibat yang membahayakan. Lain halnya dengan 
hak manusia. (Kitab A/-Bada-i', jilid 7, hal. 61, dan Kitab Al-Mabsuth, jilid 9, hal. 
19) 

16 Hukum terbagi menjadi 4 macam: 1. Murni hak Allah, 2. Murni hak Manusia, 3. 
Bercampur antara hak Allah dan hak manusia, dan hak Allah lebih dominan 4. 
Bercampur antara hak Allah dan hak manusia, dan hak manusia lebih dominan. 
Hak Allah, seperti sanksi untuk kasus perzinahan dan minum minuman keras, 
tidak wajib untuk diikrarkan (diadakan pengakuan), bahkan disunnahkan untuk 
ditutupi, untuk kemudian dilakukan taubat. (Bahru Al-Madzahib, Syekh Abdul 
Wahid bin Ismail Ar-Rauyani, jilid 13, hal 29) 

17 Press Relation, Aceng Abdullah, hal. 63 
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Allah 3 
agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan 
orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di 


berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang ingin 


dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu 
tidak mengetahui.” (OS. An-Nur: 19) 


Dengan kalimat lain, orang-orang yang suka menyebarkan 
perbuatan keji, secara sengaja dan jadi hobinya, serta orang- 
orang yang suka menyebarkan berita kejahatan dan berita 
perzinahan di tengah orang-orang mukmin, mereka akan 
menerima siksa yang pedih di dunia, berupa sanksi gadzaf, 
dan di akhirat dengan siksa neraka.''" 


Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Tsauban, Rasul # 
bersabda, “Janganlah kau hina hamba-hamba Allah, jangan 
kau cela mereka, jangan kau cari-cari kelemahan mereka, 
karena orang yang mencari-cari kelemahan saudaranya yang 
muslim, Allah akan mencari kelemahannya dan akan diungkap 
di dalam rumahnya.” 


Pendidikan etika ini mempunyai misi jauh. Tersebarnya 
berita kejahatan di tengah masyarakat, bisa memprovokasi 
orang untuk ikut melakukannya. Ayat Al-Our'an menunjukkan 
bahwa sekedar senang menyebarkan berita keji sudah cukup 
menjadikan orang menerima siksa. Maka orang yang benar- 
benar menyebarkannya, pastilah dosa dan siksanya akan lebih 
besar.''? 


Menuduh Zina dengan Tanpa Menyebut Nama 
Jika berita yang mengandung tuduhan zina tidak dengan 


18 Tafsir Al-Munir, Prof. Dr. Wahbah az Zuhaily, jilid 17-18, hal. 148 
19 Jbid, hal 150 
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menyebut nama, sehingga pelaku perzinahan tidak diketahui 
secara spesifik, maka pelaku gadzaf tidak disanksi had. Seperti 
pemberitaan: “seseorang telah berzina." 


Jika hakim mendengar ucapan seperti ini dari seseorang, 
selain tidak diwajibkan memberi sanksi, hakim juga tidak perlu 
meminta pelaku gadzaf untuk memberi tahu nama orang yang 


di-gadzaf-nya itu. Hal ini berdasarkan firman Allah 86, “Hai 


orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan 
(kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu 
akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu 
Al Ouran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, 
Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyantun.” (OS. Al-Maidah: 101) 


Sebab, sebagaimana telah dijelaskan, sanksi had bisa jatuh 
karena syubhat (keraguan). Dalam konteks ini, ada ungkapan 
populer dari Nabi Muhammad &, “Kenapa tidak kau tutup 
(aibnya, pen) dengan bajumu, wahai Hazzal?” 


20 Al-Muhadzzab, jilid 5, hal 415. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud 
(jilid 2, hal. 446), dalam pembahasan tentang Sanksi-Sanksi Had, Bab Menutupi 
Ahli Had, dan oleh Malik (Kitab Muwattha', hal 512) dalam pembahasan tentang 
Sanksi-Sanksi Had, Bab Dalil tentang Rajam, dan oleh Ahmad (5/217). Hazzal 
yang dimaksud dalam hadits adalah Hazzal bin Zayyab bin Yazid. Dalam Kitab 
Thabagat Ibnu Sa'ad (4/324), diriwayatkan dari Hazzal secara marfu': “Sangat 
buruk apa yangtelah kau lakukan terhadap Ma'iz. Seandainya kau tutupi (aibnya, 
pen) dengan ujung bajumu, itu lebih baik bagimu.” Hazzal mengatakan, “Ya 
Rasulullah, demi Allah, aku tidak tahu kalau dalam masalah ini sebenarnya 
ada kelonggaran.” Imam Ahmad, Ibnu Majah, Turmudzi meriwayatkan hadits 
tentang Ma'iz ini dari Nu'aim, anak Hazzal, yang mengatakan, "Ma'iz adalah 
seorang anak yatim, lantas dia melakukan perzinahan dengan anak perempuan 
di kampungnya. Kabar itu diceritakan Ma'iz kepada ayahku (Hazzal). Kemudian 
ayah berkata kepada Ma'iz, “Cepat kau pergi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam, sebelum turun ayat Alguran tentang dirimu.” Kemudian dia datang 
kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mengakui perbuatan zinanya. 
Lantas Rasulullah mengatakan hadits seperti tersebut di atas 
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Lain halnya jika diberitakan, “Si fulan berzina” (dengan 
menyebutkan nama), maka orang yang dituduh berzina itu 
sudah bisa diketahui secara spesifik. Maka pemerintah atau 
hakim harus memberitahu orang yang di-gadzaf itu bahwa 
dia telah dituduh berzina. Hal ini menurut pendapat yang 
terkuat dalam fikih. Karena orang tadi punya hak yang tidak 
diketahuinya. Maka wajib bagi hakim memberi tahu dia 
tentang haknya itu (yakni hak menuntut sanksi gadzaf kepada 
orang yang meng-gadzaf-nya), seperti orang mempunyai hak 
harta namun dia tidak mengetahuinya. '?' 


a. Berita Mengandung Unsur Penghinaan 


Setiap ucapan tentang orang lain yang membuatnya tidak 
suka, masuk dalam konteks penghinaan.'? Materi hinaan, 
mungkin terdapat di kolom yang ditulis oleh wartawan 
atau penulis lain secara umum, atau dalam berita di mana 
seorang wartawan menukil, dari sumber berita, ucapan yang 
mengandung unsur hinaan. 


Hukum Hinaan Menurut Syariat 


Menurut Syariat Islam, hukum hinaan dibedakan menjadi 
tiga macam: 

1. Haram. Hukum ini merupakan hukum asal dalam hinaan. 
Terkadang orang yang melakukan penghinaan dihukumi 
kafir bila dia menghina Allah 85, Rasulullah &, atau 
malaikat. 


21 Mughni Al-Muhtaj, jilid 4, hal. 195 
22 |'anatu Ath-Thalibin, jilid 4, hal. 232: dan Ad-Dasugi, jilid 4, hal. 309 
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2. Makruh.'2 

3. Boleh, seperti menghina orang yang jahat atau buruk 
perilakunya, atau membalas hinaan orang yang meng- 
hinanya, sepadan dengan hinaan itu.'” 


Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada kaitannya 
dengan media massa, membahas beberapa bentuk penghinaan 
dan sanksinya, yang diperinci dalam beberapa pasal, di 
antaranya mengenai penghinaan terhadap presiden dan 
wakil presiden: penghinaan terhadap raja atau kepala negara 
sahabat, penghinaan terhadap wakil negara asing, permusuhan, 
kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah: pernyataan 
perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan golongan: 
perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan 
agama, penghinaan terhadap penguasa atau badan umum, 
dan penghinaan atau pencemaran orang mati. 


Di bawah ini akan dijelaskan hukum syariat mengenai 
sebagian bentuk penghinaan tersebut. 


123 Sesuai hadits nabi: “Jangan kau hina al-humma, karena al-humma itu bisa 
menghilangkan dosa manusia, sebagaimana al-kayr bisa menghilangkan karat 
besi.” (HR. Muslim, 4/1993) 

124 Hasyiyah Ibnu Abidin, jilid 4, hal. 232. Al-Gurthubi menafsirkan kata i'tidaa dalam 
firman Allah Subhanahu wa Ta'ala “famani' tadaa”, dengan makna 'melebihi'. 
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman “wa man yata'adda huduudallah", 
(Barangsiapa melebihi batas-batas Allah). Dengan demikian, siapa orang yang 
mendzalimimu, maka ambillah hakmu darinya seukuran kedzalimannya itu. 
Siapa orang yang menghinamu, balaslah hinaannya seukuran hinaan itu... 
Sedang dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: “Allah tidak 
menyukai keterusterangan dengan kejelekan berupa perkataan, kecuali orang 
yang terzalimi”, Imam @urthubi mengakatakan: Indikasi yang ditunjukkan ayat 
adalah bahwa orang yang didzalimi boleh membela diri terhadap orang yang 
mendzaliminya, sesuai kebutuhan. Namun untuk gadzaf (tuduhan zina), tidak 
boleh dibalas dengan gadzaf pula. (Al-Ourthubi, jilid 6, hal. 2) 
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Hukum Menghina Allah 35 


Fugaha (ahli fikih) sepakat bahwa orang yang menghina 
Allah 8£ hukumnya kafir. Baik sengaja, bergurau, atau berniat 


mengejek.'2 Allah 4g berfirman, “Dan jika kamu tanyakan 
kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), 
tentulah mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami 
hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah: 
“Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu 
selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena 
kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan 
kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab 
golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang 


yang selalu berbuat dosa.” (OS. At-Taubah: 65-66) 


Para ulama berbeda pendapat, bila dia bertaubat, apakah 
taubatnya dapat diterima? Menurut madzhab Hanafi, '?6 
Hanbali,'” taubatnya dapat diterima. Namun menurut 
madzhab Maliki, ada dua pendapat. '?8 Dalam madzhab Syafi'i, 
tidak didapatkan-—-wallahu a'lam—perbedaan antara murtad 
karena menghina Allah atau murtad karena yang lainnya. 


12 


Kitab Fathu Al-'Ula Al-Malik, jilid 2, hal. 284. Dalam kitab Al-Mughni disebutkan: 
Barangsiapa menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala maka dia kafir. Baik bergurau, 
sengaja, demikian juga orang yang mengejek Allah Subhanahu wa Ta'ala (Al- 
Mughni, jilid 10, hal 113). Dalam Kitab al Furu' disebutkan pula: termasuk 
perbuatan murtad (keluar dari Islam), menyekutukan Allah, menghina Allah, atau 
menghina Rasul-Nya. (al Furu. Jilid 6, hal. 157) 

126 Ibnu Abidin, jilid 6, hal. 281 

12? Al-Mughni, jilid 10, hal. 231 

Riwayat Ibnu Oasim dari Imam Malik, bahwa hukum orang tersebut dibunuh 

tanpa diminta untuk bertaubat. Menurut Al-Makhzumi, Muhammad bin Salamah, 

dan Ibnu Abi Hazim, hukum orang tersebut tidak dibunuh sampai diminta untuk 

bertaubat dulu (Fathu Al-'Ula Al-Malik, jilid 2, hal. 284) 


ea) 


Ss 


12 


c 
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Hukum Menghina Rasulullah & 


Juga tidak ada perbedaan di antara ulama, bahwa 
menghina Rasulullah & juga dihukumi murtad (keluar dari 
Islam).'?? Perbedaan ulama terletak pada hal diterima taubatnya 
atau tidak." Dianggap menghina Rasululllah &, setiap orang 
yang menyifati beliau dengan kekurangan dalam dirinya, nasab 
(garis keturunan), salah satu sifatnya, atau menghina beliau 
dengan bentuk-bentuk ejekan yang lain. 


Hukum Menghina Nabi, Selain Muhammad & 


Jika seseorang sudah disepakati kenabiannya, maka 
hukum menghina mereka sama hukumnya seperti menghina 
Rasulullah #5. Penghina mereka, dan penghina Rasulullah &g, 
dihukumi kafir. Demikian juga setiap nabi yang kenabiannya 
sudah gath'i (pasti). Hukum ini merupakan kesepakatan 
ulama.'' 


Hukum Menghina Para Istri Nabi Muhammad & 


Ulama sepakat, apabila hinaan itu berupa gadzaf (menuduh 
zina) Aisyah r.a, maka pelakunya telah mendustakan ayat Al- 
Our'an yang turun mengenai hal ini, dengan demikian orang 
tersebut dihukumi kafir.'?? Karena Allah 8£ berfirman dalam 


12 Ibnu Abidin, jilid 6, hal. 282-283: Al-Mughni jilid 10, hal. 231, Fathu Al-'Ula Al- 
Malik, jilid 2, hal. 285-286 

30 J/bnu Abidin, jilid 6, hal. 282-283 

81 Ibnu Abidin, jilid 6, hal. 281, Mudawwanatu Al-Fighi Al-Maliki, jilid 4, hal. 605: al 
lgna', jilid 2, hal. 205-206. Sebagian ulama menyamakan hukum menghina Rasul 
dengan hukum menganggap beliau bohong, sebagaimana dikatakan Al-Oulyubi: 
“Termasuk pembohongan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, 
seseorang menghina beliau, termasuk juga men-tasghir (mengecilkan lafadz) nama 
beliau, atau mengejek beliau (al Oulyubi, jilid 4, hal. 175) 

32 Al-Igna', jilid 2, hal. 205-206, Asna Al-Mathalib, jilid 4, hal. 117 
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kejadian hadits al-ifki (berita bohong), setelah Dia membebaskan 
Aisyah dari tuduhan zina: “Allah memperingatkan kamu 
agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama- 
lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman.” (OS. An Nur: 
17). Dengan kata lain, orang yang kembali menuduhkan hal 
serupa, bukan termasuk orang yang beriman.'? 


Apakah istri beliau selain Aisyah juga disamakan dalam 
hukum ini? Ulama mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat: 
Bahwa istri yang lain juga sama seperti Aisyah. 


Dalil mereka adalah firman Allah 8£, “Wanita-wanita yang 
keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji 
adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita 
yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang 
baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka 
(yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh 
mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki 
yang mulia (surga). (OS. An-Nur: 26) 


“Menyakiti” hati mereka, sama halnya dengan menyakiti 
hati Rasulullah &.'8 Pendapat lain dikatakan oleh ulama 
madzhab Syafi'i, bahwa para istri nabi selain Aisyah, sama 
seperti para sahabat. Penghina mereka dihukum dengan sanksi 
gadzaf.' Dalam madzhab Maliki, orang yang menghina istri 
nabi selain Aisyah, tentang hukumnya terdapat dua pendapat: 
Pertama, hukumannya seperti hukuman penghina Nabi 


133 Ash-Sharim Al-Maslul, hal 171 

34 Ayat ini menunjukkan kesucian “Aisyah r.a. dan Shafwan dari segala tuduhan yang 
ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik maka pastilah 
wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau 

35 Fathu Al-Ula Al-Malik, jilid 2, hal. 287 

36 Asna Al-Mathalib, jilid 4, hal. 117 
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2. Kedua, seperti hukuman orang yang menghina sahabat 
nabi." 


Hukum Menghina Sahabat Nabi 


Tidak ada perbedaan di antara ulama, menghina sahabat 
Nabi #& hukumnya haram. Termasuk yang terlibat konflik 
fitnah yang pernah terjadi di antara mereka, karena dalam 
kejadian itu, mereka semua berijtihad dan bertakwil. Al-Gadhi 
mengatakan: “Menghina salah satu dari mereka termasuk 
dosa besar. Rasulullah #& bersabda, “Jangan kalian menghina 
sahabat-sahabatku. Karena seumpama salah satu dari 
kalian bershadagah emas sebesar gunung Uhud, tidak akan 
sebanding dengan keutamaan mereka, bahkan separuhnya 
tidak bisa.” 


Hukum Menghina Agama 


Fugaha (Ahli Fikih) sepakat bahwa orang yang menghina 
agama Islam atau “agama umat Islam' dihukumi kafir. Adapun 
jika penghinaan dengan mengatakan, “Agama orang Islam” 
saja, Ulama Madzhab Hanafi mengatakan: “Hendaknya 
dia dikafirkan, namun mungkin bisa pula ditakwili bahwa 
maksudnya adalah akhlak orang tersebut atau prilakunya yang 
jelek, bukan hakikat agama Islam. Jika kondisinya demikian, 
maka hendaknya dia tidak dikafirkan, wallahu a'lam." 

Al-'“Allamah “Ulaisy ditanya tentang seseorang yang 
lisannya terbiasa menghina agama dengan tanpa niat, apakah 


37  Fathu Al-'Ula Al-Malik, jilid 2, hal. 287 

38 HR. Bukhari (Fathu Al-Bari, jilid 7, hal. 21) dan Muslim (Syarh An-Nawawi, jilid 6, 
hal. 72, hadits no. 2540) 

39 Ibnu “Abidin, jilid 6, hal 278 
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orang tersebut dikafirkan, ataukah pengkafiran hanya jika 
ada niat, atau tidak dikafirkan? la menjawab: “Ya, dia telah 
murtad, karena menghina lebih parah dari pada meremehkan. 
Para ulama telah memutuskan bahwa meremehkan agama 
adalah perbuatan yang bisa menyebabkan kemurtadan. Maka, 
menghina adalah kemurtadan juga, bahkan lebih parah. Dalam 
Kitab Al-Majmu' dikatakan, “Tidak diterima alasan bahwa ia 
tidak tahu atau lisannya tak terkontrol.” “0 


Hukum Menghina Pemimpin 


Menghina pemimpin atau imam hukumnya haram, 
dan hukumannya adalah ta'zir. Ulama Madzhab Hanbali 
mengatakan: “Jika seseorang melecehkan pemimpin atau 
pemimpin yang adil, maka terdapat dua pendapat mengenai 
hukuman yang dikenakan untuknya. Yakni mengenai di-ta zir 
atau tidaknya orang tersebut. '"' 


Hukum Menghina Orang Islam 


Menghina orang Islam termasuk bentuk perbuatan 
maksiat. Banyak kalangan fugaha secara jelas menyebutkan 
bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Imam 
Nawawi mengatakan, “Haram hukumnya menghina orang 
Islam tanpa sebab syar'i yang memperbolehkannya.”'42 Dalam 
hadits riwayat Ibnu Mas'ud, disebutkan: “Penghina orang Islam 
adalah orang-orang fasig.”' 


-A 


“0 Fathu Al- Ula A-Malik, jilid 2, hal 248 (Bab Riddah), dan jilid 2, hal 10 (Bab 
Talak) 

#1 Al-Inshaf, jilid 10, hal 322 

2 Yanatu Ath-Thalibin, jilid 4, hal 283-284 

3 HR. Bukhari (Fathu Al-Bari, jilid 10, hal 464), dan HR. Muslim (1/181) 


— 


— 


— 
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Mayoritas ulama memperbolehkan bagi orang yang 
dihina untuk membalas hinaan tersebut sesuai kadar hinaan 
yang diterimanya.' Ditegaskan oleh ulama Madzhab Syafi'i, 
“Disyaratkan, orang yang membalas hinaan tidak berbohong 
dan tidak meng-gadzaf (ketika membalas hinaan tersebut, 
pen). 


Pendapat ini juga dikatakan oleh ulama Madzhab Maliki, 
dengan menegaskan bahwa tidak ada hukuman dalam 
kasus penghinaan jika dilakukan untuk membalas. Imam 
al Gurthubi mencontohkan, jika seseorang dihina dengan 
tuduhan kafir, boleh bagi orang tersebut untuk membalik 
ucapan bahwa 'Andalah yang kafir'. Jika seseorang dituduh 
berzina, boleh bagi orang tersebut membalas dengan ucapan, 
“Anda pembohong," atau, “Anda suka memberi kesaksian 
palsu.” Tidak boleh dalam kasus ini, dia membalas dengan 
'Andalah yang berzina', karena itu berarti dia telah melakukan 
kebohongan (karena penuduhnya tidak berzina) dan berdosa 
karena kebohongannya itu. '“ 


Para ulama yang memperbolehkan hal ini, berdasar pada 
hadits riwayat Abu Dawud: Bahwa tatkala Aisyah ra dihina 
oleh Zainab, beliau mengadukannya kepada Rasulullah &. 
Lantas dijawab oleh nabi, “Balaslah hinaannya.”'”7 


44 Maksudnya sesuai kadar hinaan adalah dari segi jumlah, bukan seperti kalimat 
yang diucapkan si penghina. Karena materi ejekan dari penghina terkadang 
merupakan kebohongan atau gadzaf yang dilarang agama (lihat I'anatu Ath- 
Thalibin, jilid 4, hal 233) 

Yanatu Ath-Thalibin, jilid 4, hal 233, dan Ibnu Abidin, jilid 4, hal 232 

Tafsir Al-Ourthubi, jilid 2, hal 360 

HR. Abu Dawud, jilid 5, hal 206. Al-Mundziri menghukumi catat hadits ini karena 
lemahnya salah seorang perawinya, juga sebab tidak diketahuinya wanita yang 
marawikan hadits ini dari Aisyah, demikian disebutkan dalam kitab Mukhtashar 
As-Sunan (jilid 7, hal 223) 


14 


ea) 


14 
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14 
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Hukum Menghina Orang yang Sudah Meninggal Dunia 


Menghina muslim yang sudah meninggal dunia, yang 
di masa hidupnya tidak menampak-nampakkan kefasikan 
dan kelakuan buruknya, hukumnya juga haram. Rasulullah 
#5 bersabda, “Jangan kau hina orang-orang yang sudah mati, 
karena mereka telah afdhau ila ma gaddamuu. 18 


Adapun orang kafir atau muslim yang di masa hidupnya 
tidak menampak-nampakkan kefasikan, para ulama berbeda 
pendapat dalam menyikapinya, sebab kontradiksi dalil 
yang ada. Ibnu Batthal mengatakan, “Menghina orang yang 
sudah mati hukumnya seperti hukum ghibah (menggunjing). 
Jika prilaku dan sifat seseorang banyak baiknya, maka 
bisa saja dia tidak sengaja melakukan kesalahan. Dengan 
demikian menggunjing (meng-ghibah-i) orang tersebut tidak 
diperbolehkan. Lain lagi jika orang tersebut menampak- 
nampakkan kefasikannya, maka tidak apa meng-ghibah-inya. 
Demikian juga bagi orang yang sudah meninggal dunia." 


a. Membeberkan Rahasia 


Dalam Islam, rahasia dibedakan menjadi tiga macam: 
1. Rahasia yang oleh syariat dilarang untuk diekspos. 

Rahasia yang diminta untuk tidak diekspos. 

Informasi yang dituntut untuk dirahasiakan. 


I. Rahasia yang oleh syariat dilarang untuk diekspos 


Syariat melarang rahasia jenis pertama ini untuk diekspos, 


48 HR. Bukhari (Fathu Al-Bari jilid 3, hal 258), dari hadits riwayat Aisyah 
49 Al-Fatawa Al-Haditsah (Fatwa Kontemporer), hal 110: Kitab Al-Adzkar hal 141, 
dan Kitab Nail Al-Awthar, jilid 4, hal 123 
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dengan tujuan menjaga maslahat yang berkaitan dengan 
agama, atau hal keduniaan, yang apabila dibongkar akan 
menimbulkan dampak negatif. 


Di antara rahasia yang tidak boleh diekspos itu adalah kisah 
hubungan suami istri. Karena menceritakan kejadian hubungan 
badan antara suami dan istrinya merupakan perbuatan haram, 
sebagaimana disabdakan Rasulullah &, “Sesungguhnya 
sejelek-jelek manusia kedudukannya di sisi Allah pada hari 
kiamat adalah seseorang yang menyebarkan rahasia istrinya 
dan istri yang menyebarkan rahasia suaminya, kemudian 
tersebarlah rahasia tersebut.”'?0 Maksud dari penyebaran 
rahasia tersebut adalah menceritakan kejadian hubungan 
badan antara suami dan istrinya, dengan menggambarkannya 
secara terperinci. Juga apa yang dilakukan dan diucapkan 
istrinya, dan lain sebagainya. 


Adapun sekedar menyebut hubungan intim, jika tidak ada 
perlunya, hukumnya makruh, sebab hal itu bisa mengurangi 
muru-ah (kehormatan) seseorang. Nabi bersabda, “Barangsiapa 
beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mengatakan 
yang baik atau diam.” 


Jika ada alasan atau keperluan, serta ada manfaatnya, maka 
menyebut hubungan intim tersebut hukumnya mubah (boleh). 
Seperti misalnya seorang wanita yang menuduh suaminya 
impoten di depan pengadilan, dan sebagainya. Nabi pernah 
bersabda, “Aku melakukan itu, aku dan istriku ini, kemudian 
kami mandi.”!32 Nabi juga pernah mengatakan kepada Abu 


150 HR. Muslim (2/1060) 
51 HR. Bukhari (Fathul Bari, jilid 10, hal. 445) dan Muslim (1/68) 
152 HR. Muslim (1/272) 
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Thalhah, “Apakah malam ini kamu 'berpengantin'?”'58 Wanita 
juga seperti laki-laki dalam pelarangan ini.' 


Penyebaran rahasia pribadi dilarang syariat karena 
itu adalah penghinaan dan menganggap remeh hak orang 
lain. Nabi & bersabda, “Jika seseorang berkata kepadamu, 
kemudian dia menoleh (untuk melihat apakah ada orang lain 
yang mendengarnya, pen), maka ucapannya itu adalah amanah 
(rahasia antara mereka saja yang harus dijaga, pen).”'” 


Dalam hadits lain, “Pembicaraan di antara kalian adalah 
amanah.” "56 Al Hasan mengatakan bahwa termasuk penghianatan 
amanah adalah membicarakan rahasia orang lain.' 


II. Rahasia yang diminta untuk tidak diekspos 


Jika seseorang meminta pada yang lain agar sebuah 
informasi dirahasiakan, alias tidak boleh disampaikan kepada 
yang lain, maka itu juga merupakan amanat yang tidak 
boleh dikhianati. Bahkan kepada teman dekat sang pemilik 
rahasiapun juga tidak boleh. Jika antara dia dan pemilik 
rahasia, setelah bersahabat, dengan suatu sebab, hubungan 
persahabatannya putus, dalam kondisi ini, dia tetap tidak 
boleh memberitakan rahasia 'mantan' sahabatnya itu kepada 


153 HR. Bukhari (Fathul Bari jilid 9, hal.587), dan Muslim (3/1690) 

154 Subulus Salam, jilid 3, hal. 140-141 

155 HR. Abu Dawud, jilid 4, hal. 189: dan Imam Turmudzi. Beliau menghukumi hadits 
ini sebagai hadits hasan, diriwayatkan dari Jabir 

156 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dun-ya dalam kitabnya, as Sumt, dari hadits Ibnu 

Syihab, hadits mursal, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Ihya Ulumiddin 

(37141) dan Ittihaf as Saadah (7/504), sanadnya lemah karena merupakan hadits 

mursal 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad Dun-ya dari Ahmad bin Jamil, sebagaimana 

disebutkan dalam Kitab Al- lttihaf (7/505) 


15 
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pihak lain.'?8 Jika membongkar rahasia orang lain dapat 
mendatangkan dampak negatif, maka hukumnya haram. Jika 
tidak, maka hal itu merupakan perbuatan tercela.'s” 


Dalam dunia kewartawanan, dikenal istilah “off the 
record," atau berita tidak untuk diekspos. Kesepakatan antara 
seorang sumber berita dengan reporter ini menjadi dasar segala 
dampak yang timbul. Sumber berita adalah pihak pemilik hak 
berita. Hak itu baru lepas darinya sampai ia mengizinkan untuk 
diekspos dan menjadi konsumsi umum. Jika dia mengatakan 
kepada wartawan bahwa informasi tertentu “off the record," 
kesepakatan tersebut harus ditaati, kecuali jika informasi dalam 
berita tersebut menyangkut kepentingan umum.'" 


Bab III Pasal 14 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan: 
“Wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo, 
bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang 
oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita 
serta tidak menyiarkan keterangan “off the record.” 


Begitu juga dalam butir ke-6 KEWI:”Wartawan Indonesia 
memiliki Hak Tolak, menghargai ketentuan embargo, 
informasi latar belakang, dan off the record, sesuai 
kesepakatan.” 


Dalam Islam, cukup dengan menggunakan isyarat, tanpa 
harus ada perintah atau permintaan khusus melaui ucapan, 
sudah merupakan amanat informasi yang harus dijaga. 
Dalam hadits Rasulullah # menjelaskan, “Jika seseorang 
berbicara (kepada orang lain), kemudian dia menoleh (karena 
158 Subulus Salam, jilid 4, hal. 192-193 


152 Ihya Ulumiddin, jilid 3, hal. 141 
160 Berita Media Massa, Dr. Muhammad Farid Mahmud, hal. 48-49 
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khawatir ada orang selain mereka yang mendengarnya), maka 
pembicaran tersebut adalah amanah." '$' 


Ill. Informasi yang Dituntut untuk Dirahasiakan 


Yang dimaksud adalah informasi tentang pekerjaan- 
pekerjaan tertentu yang terkadang beberapa aktivitasnya perlu 
untuk dirahasiakan, seperti aktivitas dokter, sekretaris, juru 
bicara, dan sebagainya. 


Termasuk dalam konteks pembeberan rahasia adalah 
namimah. Yaitu memberitahukan suatu berita dengan niat 
jahat. Seperti ucapan, “Si Fulan berkata tentang dirimu 
demikian-demikian....” Tidak terbatas pada deskripsi ini, 
namun termasuk namimah juga, mengungkapkan segala 
sesuatu yang tidak disukai. Baik yang tidak menyukai itu, 
orang yang dikasih tahu atau orang yang diungkap prilakunya, 
atau orang lain. Baik bentuk pengungkapan tersebut lewat 
ucapan, tulisan, tanda, atau isyarat. Baik yang diungkap berupa 
perbuatan atau hal-hal lain, baik tentang kelemahan atau 
kekurangan yang ada pada diri seseorang atau tidak ada.'” 


Namimah hukumnya haram, sesuai hadits Nabi 
Muhammad #, “Tidak akan masuk surga orang yang berbuat 
namimah.”'88 Namun hukum namimah terkadang wajib jika 
materi ucapan dapat membahayakan atau menzalimi orang 
lain. Wajib bagi orang yang mendengarnya untuk memberitahu 
orang yang akan ditimpa bahaya tersebut. '5 


161 HR. Abu Dawud (hadits no 4868), HR. Turmudzi (hadits no 1959), dan Imam 
Ahmad (hadits no 3/324) 

62 Kitab Ihya Ulumiddin, Imam Al-Ghazali, jilid 3, hal. 165 

63 HR. Bukhari (10/472), dan Muslim (1/101) 

64 Subulus Salam, jilid 4, hal. 198-199 


— 


— 


— 
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Imam Ghazali mengatakan: 


“Kecuali (yakni dikecualikan dari keharaman hukum 
namimah), jika dalam perbuatan namimah itu, terdapat 
manfaat bagi orang Islam, atau untuk mencegah suatu 
kemaksiatan. Jadi, faktor pendorong untuk berbuatnamimah, 
terkadang tujuan jelek untuk orang yang “di-namimah-i,” atau 
sebagaiekspresi cinta pada orang yang diberitahu, atau karena 
'banyak omong', suka membicarakan urusan orang (fudhul) 
dan berbicara batil.”'55 


Larangan Menyembunyikan Informasi 


Dalam beberapa kondisi, menyembunyikan informasi 
memang dilarang dalam syariat. Hukum sebenarnya adalah 
pelarangan membuka rahasia orang, namun dengan syarat 
informasi yang menjadi rahasia tersebut tidak berhubungan 
dengan hak personal atau masyarakat. Jika berhubungan, maka 
informasi ini harus diungkap, tidak boleh disembunyikan. Hal 
ini dengan tujuan agar tidak terjadi 'penghianatan' terhadap 
kepentingan orang lain." 


Hukum ini diperkuat oleh hadits Nabi Muhammad &, 
“Perbincangan dalam suatu majelis dalam amanat, kecuali 3 
(tiga) hal: pembunuhan, zina, atau merampas harta orang lain 
dengan tanpa hak.”!57 

Tidak haram, jika dengan menyembunyikan suatu 
informasi, malah menyebabkan orang lain terzalimi, atau 
menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.'88 


— 


6s Ihya Ulumiddin, Imam Al-Ghazali, jilid 3, hal. 165 
66 Al-Akhlag Al-Islamiyah wa Ususuha, Al-Maidani, jilid 2, hal. 346 
67 Sunan Abi Dawud, hadits no. 4869, jilid 5, hal. 189 
68 Mausu'ah Al-Oayyim wa Makaarim Al-Akhlag Al-'Arabiyyah Al-Islamiyyah (edisi 


— 


— 


— 
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Informasi tentang kekuatan negara, surat menyurat, 
serta data yang harus dirahasiakan untuk kepentingan 
negara, harus dirahasiakan, supaya tidak sampai bocor dan 
dimanfaatkan pihak musuh.'9? Karena itulah berbohong 
dengan tujuan ini, dalam situasi perang, hukumnya boleh. 
Dalam hadits, Ummu Kultsum mengatakan, “Aku tidak 
mendengar nabi memperbolehkan bohong kecuali dalam 
tiga hal, yaitu dalam perang, usaha ishlah (mendamaikan) di 
antara manusia, dan ucapan orang laki-laki pada istrinya, atau 
perempuan pada suaminya.”'”9 Adapun berusaha mencari 
informasi tentang musuh, dianjurkan, karena Nabi & dulu pun 
melakukannya." 


Hukum Spionase (Tajassus) 


Spektrum antara jurnalis dengan mata-mata, terutama 
dalam aktivitasnya, tidak begitu lebar. Pencarian informasi dan 
data oleh seorang jurnalis, terkadang 'menyerempet' dan mirip 
dengan aktivitas seorang mata-mata. Karena itulah, barangkali 
untuk lebih mempermudah dalam 'mengelabui,' sebagian 
mata-mata juga menyamar sebagai jurnalis. Seperti yang pernah 
terjadi di Aceh beberapa tahun lalu, seorang berkebangsaan 
Eropa yang 'berlagak' berprofesi sebagai wartawan, dideportasi 
dari Indonesia karena ternyata aktivitasnya di Serambi Mekkah 
itu untuk memata-matai. 


ke-27) tentang as-Sir (kerahasiaan), Prof. Dr. Marzug bin Shinyatan, hal. 48-49 

'8 Syarhu As-Siyar Al-Kabir, jilid 1, hal. 89-90 

70 Shahih Muslim, mengenai Adab, Bab Keharaman Berbohong dan beberapa 
Kebolehan untuk Berbohong, jilid 16, hal. 373 

"71 Lihat pembahasan tentang spionase Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 
dalam Kitab Tajassus fi Asy-Syariati Al-Islamiyah, Muhammad Rakan Ad-Daghmi, 
hal. 5-10 
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Dalam agama Islam, perbuatan memata-matai dilarang 
dalam Surat Al Hujurat ayat 12, “Dan janganlah memata-matai 
dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.” 


Larangan dalam ayat tertuju kepada umat Islam, baik 
secara berkelompok atau personal. Dengan arti: jangan 
mencari kelemahan dan kekurangan umat Islam, atau jangan 
kalian buka hal-hal yang oleh Allah 4£ diperintah untuk 
ditutupi. Perbutaan ini termasuk dosa besar.'” 


Faktor pendorong untuk melakukan spionase biasanya 
adalah ambisi pribadi atau demi misi tertentu. Dilakukan 
pribadi-pribadi, lembaga, atau negara. 


Al-Ghazali menyebut definisi tajassus (memata-matai) 
dengan: “mencari petunjuk yang bisa memperjelas (suatu 
masalah).”'? Dalam Tafsir Al-Ourthubi, dijelaskan bahwa 
tajassus adalah “berusaha mengungkap hal-hal yang 
disembunyikan dari Anda.” 


Dalam hadits, disebutkan larangan memata-matai, 
“Hindarilah olehmu sangkaan, karena sangkaan adalah 
praktik berbohong yang paling besar. Janganlah kamu 
membuka kekurangan orang, janganlah kamu memata- 
matai, jangan saling berbuat najasy (menurunkan harga 
barang agar dilirik oleh calon pembeli, namun setelah datang 
lantas dinaikkan kembali, ed), jangan saling membenci, 
jangan saling bermusuhan. Jadilah hamba-hamba Allah yang 
bersaudara.” 75 


— 


7 Tafsir Al-Alusi, jilid 26, hal. 157 
3 Ihya Ulumiddin, Al-Ghazali, jilid 2, hal. 321 
14 Tafsir Al-Ourthubi, jilid 16, hal. 333 
175 Shahih Muslim, bab Al-Birri wa ash-Shilah, 4/2563: Shahih Bukhari (Fathu Al-Bari), 
hadits no. 6066, jilid 10, hal. 448 


— 
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Imam Bukhari dalam kitabnya, Shahih Bukhari, menyen- 
dirikan pembahasan tentang bab tajassus ini, dengan menyitir 
ayat Al-Our'an, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman- 
teman setia, yang kamu sampaikan kepada mereka (berita- 
berita Muhammad), karena rasa kasih sayang.” (OS. Al- 
Mumtahanah: 1) 


Aktivitas spionase, terjadi pada berita-berita yang 
menyangkut musuh saat perang, atau mendeteksi dan 
mempelajarinya saat kondisi damai. Selain itu, terjadi pula 
dengan menganalisa karya-karya ilmiah, dan sebagainya. 
Terjadi pula pada peralatan tekhnologi, bom, persenjataan, 
dan lain-lain. 


Sebagian perundangan umum mendefinisikan mata- 
mata sebagai “orang yang bekerja sembunyi-sembunyi, atau 
di balik penyamaran, untuk mengumpulkan atau berusaha 
mengumpulkan informasi dari wilayah kerjanya, demi 
kepentingan negara tertentu'.!'” 


Mata-mata yang bekerja untuk kepentingan negaranya, 
berjasa terhadap negaranya. Berbeda bila demi kepentingan 
negara musuh, dia adalah musuh yang berbahaya. 


Mata-mata, dalam kaca mata Islam, bisa menjadi seorang 
mujahid bila berusaha mengumpulkan informasi negara 
musuh demi kepentingan negaranya. Namun bisa menjadi 
musuh apabila bekerja demi kepentingan negara musuh, 
baik mata-mata tersebut berasal dari negara musuh atau 
dari kalangan umat Islam. Mata-mata jenis kedua, yakni dari 


76 At-Tajassus fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, Muhammad Rakan Ad-Daghmi, hal. 18 
7 Undang-Undang Internasional, Dr. Abu Haif, hal. 846 
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kalangan umat Islam sendiri, jelas lebih berbahaya dari mata- 
mata dari kalangan musuh. 


Dengan demikian, spionase yang diperkenankan, 
adalah yang berasal dari pihak negara kepada rakyatnya atau 
bukan rakyatnya yang sedang berada di dalam negeri, demi 
kepentingan administratif atau kepentingan negara, atau 
kepada rakyatnya atau bukan rakyatnya yang berada di luar 
negeri, demi kepentingan politik dan perang. '”? 

Seorang jurnalis tidak boleh melakukan tindakan spionase, 
baik secara pribadi atau atas nama institusi, dalam keadaan 
damai maupun perang. Pencarian data oleh wartawan, tidak 
untuk memata-mati sehingga dapat membahayakan keamanan 
negara. Wartawan dalam kepribadian dan integritasnya, 
dituntut untuk selalu mengabdi kepada kepentingan bangsa 
dan negara. 


Dalam Bab I Pasal 2 KEJ disebutkan: “Wartawan 
Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana 
mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya 
jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang dapat 
membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan 
dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, 
kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi 
oleh undang-undang." 


Dalam Ketentuan-Ketentuan Hukum Pidana, terdapat 
pula beberapa materi tentang hal ini. Seperti pasal tentang 
Pembocoran Rahasia Negara (Pasal 112), dan Pembocoran 
Rahasia Hankam Negara (Pasal 113). Bahkan dalam pasal 


78 Da-iratu Al-Ma'arif Al-Islamiyah, jilid 10, hal. 401 
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ini juga disebutkan, jika surat-surat atau benda-benda ada 
pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena 
pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. 


Dalam kasus Asa Bafagih tahun 1953 dan H.B. Jassin 
tahun 1969, jajaran pers Indonesia bersatu padu merapatkan 
barisan memperjuangkan penegakan kode etik jurnalistik. 
Seperti diketahui, kedua tokoh itu diseret ke pengadilan dengan 
tuduhan membocorkan rahasia negara dan menghina agama 
karena memuat berita/tulisan yang identitas sumber berita dan 
penulis dirahasiakan (anonim).'” 


III. Menyebarkan Kerusakan 
A. Berita Kriminal dalam Tinjauan Syari'ah 


Islam selalu mengupayakan iklim masyarakat yang bersih 
dan kondusif. Karena itulah, dalam menyikapi berita kejahatan 
yang sekiranya dapat menimbulkan keresahan dan kekacauan 
di tengah masyarat, didapati nash dan pendapat para ulama. 
Pada intinya, dalam menyikapi berita seperti ini terdapat 
klasifikasi dua kondisi: 


Pertama, larangan penyiaran berita kriminal sebelum 
kondemnasi peradilan. Kedua, sikap yuridis syari'ah setelah 
keluarnya putusan mahkamah/peradilan. 


I. Kondisi Pertama (Sebelum Pembuktian dari Pihak 
Pengadilan) 


Tidak boleh memberitakan kejadian kriminal jika 
perbuatan tersebut belum terbukti. Artinya, masih berupa 


9 www.dewankehormatanpwi.com (Kamis, 3 Maret 2005) 
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tuduhan atau perkara yang belum lagi dibawa ke peradilan. 
Menyebarkan berita seperti ini sangat dilarang, terlebih jika 
sudah menyangkut a'rad! (kehormatan) seseorang. 


Dalam KEJ Bab II Pasal 7 disebutkan, “Wartawan Indonesia 
dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut 
pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati 
asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian 
yang berimbang. “ 

Dalam Islam, hanya sekedar membicarakannya saja sudah 
merupakan prilaku yang tidak sesuai dengan syariat. Apalagi 
jika sampai memberitakan dan mem-blow up secara besar- 
besaran di media massa. Lebih dilarang lagi, jika pemberitaan 
tersebut disertai dengan foto atau identitas tersangka, atau 
dengan memberitakan tuduhan kepadanya secara detil. 


Terlebih lagi jika orang yang berbuat kriminal tersebut 
telah menyatakan penyesalannya dan bertaubat. Dalam 
kondisi seperti ini, dianjurkan untuk tidak mengangkat 
perkaranya ke pengadilan, terutama jika tindak kejahatannya 
dilakukan karena faltah (khilaf), spontanitas, dan tanpa ada 
unsur kesengajaan. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad 
2, “Saling memaafkanlah dalam had (sanksi) yang terjadi di 
antara kalian, karena jika suatu had sudah sampai padaku, akan 
menjadi wajib." 80 
180 HR. Abu Dawud dan Nasa'i, hadits no 3568. Taubat dalam kejahatan hirabah bisa 

menghapus hukuman berdasar nash Alguran, selagi taubat tersebut dilakukan 
sebelum eksekusi. Allah berfirman: “Kecuali orang-orang yang taubat (di antara 
mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka: maka ketahuilah 
bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (OS. Al-Maidah: 34). 
Adapun hukuman yang berupa gishas dan diyah (artinya bukan berupa hirabah) 
maka hak adami harus diperhatikan (jika diminta harus dikabulkan). Adapun 


hukuman yang berupa had, sebagian ulama ada yang mengkiyaskannya dengan 
hirabah. Artinya, taubat bisa mempengaruhi hukum selagi perkara belum diangkat 
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Al-Gur'an memberi peringatan kepada orang yang 
bisa membuat resah masyarakat, menyebarluaskan berita 
perbuatan keji (iisyaa-u al fahisyah) di tengah masyarakat 
muslim, menjadikan prilaku kejahatan seakan sudah menjadi 
hal biasa, hingga bisa dengan mudah diterima masyarakat, 
menjadi dasar dan jalur pikirannya, lalu secara nyata ditiru dan 
dipraktikkan. Al-Gur'an mengancam orang yang berbuat hal itu 
dengan adzab yang pedih di dunia dan akhirat: “Sesungguhnya 
orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji 
itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka 
azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, 
sedang, kamu tidak mengetahui.” (OS. An-Nur: 19) 


Hal ini merupakan ajaran psikologis agama Islam dalam 
menganalisa aktivitas dan kecenderungan jiwa manusia. Allah 
Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri firman-Nya dalam ayat 
tadi dengan sebuah informasi, “Allah Subhanahu wa Ta'ala 
Mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya.” 


Sayyid Outhub dalam Tafsir fi Dzilalil Ouran menuturkan, 
“Lalu siapa yang mengetahui perkara hati jika bukan yang 
menciptakannya? Siapa yang mengatur karakter manusia jika 
bukan yang melihatnya? Siapakah yang tahu dzahir dan bathin, 
yang tak ada hal yang tersembunyi bagi-Nya, jika bukan Dzat 
Yang Maha Tahu lagi Maha Berkehendak?”'8! 


Orang yang suka berperilaku seperti di atas, diancam dengan 
adzab di dunia dengan had (sanksi khusus yang sudah ditentukan 


ke hakim, sesuai dengan hadits riwayat Abu Dawud dan Nasa'i tadi. Sebagian 
ulama lain mengatakan bahwa taubat, secara mutlak, tidak bisa menggagalkan 
hukuman. Pendapat pertama adalah pendapat mayoritas ulama dan sangat 
dikuatkan oleh Ibnu Oayyim (lihat kitabnya: /'lam al Muwaggi'in 'an Rabbil 
“Alamin, Jilid 11/ Hal 78-79) 

81 Sayyid Outhb, Fi Dzilal al Ouran, 18/2503-2504 
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syariat) atau ta'zir (sesuai keputusan hakim). Allah $£ juga 
mengancamnya dengan siksa di akhirat. Kesimpulan inilah yang 


bisa dipahami secara langsung dari ayat 19 Surah An Nur tadi. 


II. Kondisi Kedua 


Setelah perbuatan kriminal benar-benar terbukti dan telah 
diputuskan sanksinya, hukum harus ditegakkan. Penegakan 
hukum dalam Islam bukan cermin bahwa agama ini diktator 
dan radikal. Justru Allah 88 Maha Lembut pada hamba-Nya 
dalam menentukan hukum-hukum tersebut. “Lembut” dalam 
hukum yang seharusnya ditegakkan, adalah “kelembutan yang 
palsu.” Karena di lain pihak, itu bisa merampas hak orang lain 
dan etika kemanusiaan sekaligus. 


Allah 8 memerintahkan agar sanksi tersebut diperlihatkan 
di muka umum. Allah berfirman, “Dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 
yang beriman.” (OS. An-Nur: 2). Hal ini bertujuan agar si 
pelaku dan juga orang-orang yang menyaksikannya bisa 
mengambil pelajaran dan antipati untuk melakukan hal serupa 
(efek jera). 

Kesimpulannya, syariat Islam melarang pemberitaan 
kriminalitas sebelum terbukti demi menjaga keutuhan dan 
kesucian masyarakat. Dan jika telah yakin terbukti lewat 


peradilan, sanksi harus diberlakukan dan diperlihatkan untuk 
diketahui khalayak. 

Namun bukan berarti bahwa setelah terbukti di peradilan, 
atau setelah eksekusi hukuman, boleh menyiarkan berita 
secara bebas tanpa batas. Yang boleh disiarkan adalah seputar 
eksekusi hukuman, bukan kejadian runtut kajahatan tersebut, 
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dari awal hingga akhir, secara terperinci, terutama jika 
pemberitaan dilakukan dengan cara yang berlebih-lebihan, 
bombastis, vulgar, dan hanya mengedepankan sensasi. 


Adapun pemberitaan menyangkut kejahatan demi 
membuktikan bahwa kejahatan tersebut memang terjadi, 
dengan dikeluarkannya sanksi hukum dari pihak peradilan, 
maka hukumnya boleh, bahkan dianjurkan syariat. Tidak 
mengapa juga, apabila materi berita juga menjelaskan tentang 
'kejamnya' kejahatan dan membuat orang lebih waspada, serta 
menjelaskan sanksi hukuman yang diterima pelaku kejahatan 
tersebut. 


Namun pemberitaan yang berlebihan, tidak diperbolehkan, 
sekira bisa memberikan contoh kepada orang lain untuk 
melakukan kejahatan yang sama, atau bisa mendorong anak 
di bawah umur untuk meniru. Inilah hikmah di balik larangan 
menyebarkan berita kejahatan tersebut. '82 


Dekriminalisasi oleh Pers 


Maraknya berita kriminalitas dalam media massa 
Indonesia, telah membuat gusar Dewan Kehormatan PWI 
dan membuat mereka merasa perlu mengeluarkan sikap. 
Sebagaimana dirilis di website-nya (17/4/ 2003), DK-PWI 
mengaku pihaknya banyak menerima keluhan dari berbagai 
pihak dalam masyarakat tentang tanyangan televisi yang 
menyangkut kriminalitas. Seperti tanyangan BUSER, SERGAP, 
PATROLI dan lain-lain. 


Peliputan kriminalitas yang sangat vulgar membawa 
dampak negatif dalam masyarakat yang majemuk. Misalnya, 
82 Dawabith Al-l'Iam fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, hal. 150-155 
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sering disaksikan dalam tayangan televisi seorang pencuri 
motor dikeroyok massa, kemudian dibakar hidup-hidup, selain 
dianiaya dan dipukul dengan benda-benda keras sampai babak 
belur hingga bersimbah darah. Adegan itu sudah tentu sangat 
menyeramkan bagi pemirsa terutama bagi anak-anak yang 
dibawah umur. 

Disamping itu, sering disaksikan tayangan televisi berupa 
mayat yang dipotong-potong lalu dipamerkan sedemikian 
rupa sehingga tampak sadis. Demikian juga korban-korban 
pembunuhan yang bersifat kekerasan. Dan tidak jarang dalam 
tayangan televisi menggambarkan atau menvisualisasikan 
tindakan kepolisian terhadap para pelaku kriminalitas dengan 
menembak kaki, sehingga lumpuh dan berlumuran darah 
yang kemudian diseret atau dipukul dengan gagang pistol. 
Perbuatan ini membuat masyarakat beranggapan polisi identik 
dengan kekerasan. 


Berbagai tayangan kekerasan yang disaksikan masyarakat 
dikuatirkan dapat bersifat dekriminalisasi. Artinya, kriminalitas 
tidak lagi dianggap sebagai suatu yang menakutkan atau 
mengerikan tetapi justru dianggap sebagai hal biasa bahkan 
merupakan hiburan. Oleh karena itu, sangat diharapkan 
tayangan di televisi berkenaan dengan kriminalitas jangan 
sampai menimbulkan dampak apa yang disebut dengan 
dekriminalisasi. 

Menurut Guru Besar Hukum Pidana UI, Prof. DR. 
Harkristuti Harkrisnowo, yang terjadi sekarang ini tidak hanya 
dekriminalisasi tapi berkembang menjadi dissensitifikasi. Yaitu 
tindakan kriminal yang tidak lagi dipandang sebagai suatu 
kejahatan yang harus dihindari tetapi suatu hiburan karena 
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disuguhkan atau disajikan sedemikian rupa. Jadi dengan kata 
lain masyarakat tidak lagi sensitif terhadap tindak kejahatan atau 
kekerasan, karena tayangan-tayangan yang vulgar menyebabkan 
masyarakat terbiasa dengan tindakan kekerasan. 


Oleh karena itu, DK PWI sangat mengharapkan agar 
setiap televisi yang ada di Indonesia dalam menayangkan 
tindak kekerasan atau kriminalitas jangan menimbulkan 
dekriminalisasi dan dissensitifikasi. Caranya menyajikan 
tayangan mengenai peliputan kriminalitas tidak terlalu vulgar 
dan detil menvisualisasikan adegan kekerasan yang dilakukan 
pihak kepolisian dalam mengusut dan menangkap para pelaku 
kejahatan (www.dewan kehormatanpwi.com). 


B. Delik Pornografi Menurut Kajian Fikih 
Perjalanan Panjang UU Pornografi 


Undang-Undang Pornografi (UU Pornografi) adalah 
produk hukum berbentuk undang-undang yang mengatur 
tentang pornografi (dan pornoaksi pada awalnya). UU ini 
disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna 
DPR pada 30 Oktober 2008. 


UU Pornografi (yang saat masih berbentuk rancangan, 
bernama Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan 
Pornoaksi, disingkat RUU APP, dan kemudian menjadi 
Rancangan Undang-Undang Pornografi), menurut Balkan 
Kaplale, Ketua Pansus yang membahas undang-undang 
ini, sebenarnya sudah mulai digulirkan sejak pemerintahan 
Presiden B.J. Habibie (1998). Proses pembahasan RUU APP 
yang digodok Komisi VIII DPR RI mulai berjalan secara pasti 
sejak September 2005. 
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Pro-kontra terus mengiringi pembahasan RUU ini hingga 
disahkan. Ada dua fraksi yang menolak, yakni Fraksi PDS dan 
Fraksi PDI-P. Proses pengesahannya juga diwarnai aksi walk 
out dua orang dari Fraksi Partai Golkar (FPG) yang menyatakan 
walk out secara perseorangan. Keduanya merupakan anggota 
DPR dari FPG yang berasal dari Bali. 


Bukan cuma alot di pembahasan, perjalanan UU Pornografi 
sempat juga dihiasi dengan ancaman separatisme Bali dan 
Batam. Dari kalangan masyarakat, kelompok penentang 
berasal dari aktivis perempuan (feminisme), seniman, artis, 
budayawan, dan akademisi. Kubu penentang RUU itu tidak 
pernah berhenti memperjuangkan penolakannya. Di antara 
alasan yang sering digunakan adalah pluralitas bangsa. Bangsa 
yang plural —termasuk dalam hal konsep pornografi—tidak 
bisa dipaksa untuk menerima satu tafsir. Namun anehnya, 
mereka hanya mempermasalahkan UU Pornografi saja, sedang 
peraturan-peraturan lainnya tidak mereka tolak. Padahal 
perbedaan sikap dan pandangan juga terjadi dalam berbagai 
masalah kehidupan lainnya. Nyatanya, perbedaan itu tidak 
menghalangi adanya satu aturan yang harus ditaati oleh semua 
pihak. 

Secara umum, UU Pornografi belum bisa dikatakan 
islami. Karena ia hanya melarang praktik pamer bagian tubuh 
wanita antara dada dan paha. Padahal aurat wanita dalam 
Islam tidak hanya itu saja. Namun dalam hal kompromi hal 
itu lumrah terjadi. Kompromi tidak berarti ridha atau rela. 
Misalnya dalam perjanjian Hudaibiyah. Umat Islam juga 
menuai kerugian dalam beberapa klausul perjanjian itu, dan 
seakan “meligitimasi” kekufuran orang-orang kafir. Namun 
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hal itu bukanlah berarti meridhai kekufuran mereka. Namun 
merupakan bagian dari kompromi dan strategi. 


Pornografi dalam rancangan pertama UU ini, didefinisikan 
sebagai “substansi dalam media atau alat komunikasi 
yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang 
mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika”. 
Sementara pornoaksi adalah “perbuatan mengeksploitasi 
seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum”. 


Pada draf kedua, beberapa pasal yang kontroversial 
dihapus sehingga tersisa 82 pasal dan 8 bab. Di antara pasal 
yang dihapus pada rancangan kedua adalah pembentukan 
badan antipornografi dan pornoaksi nasional. Selain itu, 
rancangan kedua juga mengubah definisi pornografi dan 
pornoaksi. Karena definisi ini dipermasalahkan, maka disetujui 
untuk menggunakan definisi pornografi yang berasal dari 
bahasa Yunani, yaitu porne (pelacur) dan graphos (gambar atau 
tulisan) yang secara harfiah berarti “tulisan atau gambartentang 
pelacur”. Definisi pornoaksi pada draf ini adalah adalah “upaya 
mengambil keuntungan, baik dengan memperdagangkan atau 
mempertontonkan pornografi” 18 


Pada RUU Pornografi, definisi pornografi disebutkan 
dalam pasal 1: “Pornografi adalah materi seksualitas yang 
dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, 
foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, 
syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi 
lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau 
pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan 
hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam 


8 www. wikpedia.org 
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masyarakat.” Definisi ini menggabungkan pornografi dan 
pornoaksi pada RUU APP sebelumnya, dengan memasukkan 
“gerak tubuh” kedalam definisi pornografi. 


Antara Seni, Alasan Ekonomi dan Moral 


Perdebatan tentang pornografi berada di persimpangan 
jalan. Antara seni yang harus dikembangkan dan keuntungan 
ekonomi yang harus didapat. Namun di sisi lain ada moral 
yang harus dijaga. Di Indonesia, tayangan porno di sejumlah 
stasiun televisi yang kian marak sebenarnya telah membuat 
risih banyak kalangan. Bahkan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono sendiri mendesak agar tayangan seperti itu segera 
dihentikan (Republika, 18 Desember 2004). 


Meski demikian, kalangan lainnya, terutama insan seni 
dan pengusaha media elektronik dan cetak, mengeluhkan 
tidak jelasnya definisi pornografi. Sementara itu, sudah jamak 
kalau tayangan-tayangan yang mengumbar pusar (jika batasan 
pornografi ini adalah pusar dan “sekitarnya”) justru menduduki 
rating tinggi, dan berarti pemasukan iklan yang besar. 


Arus utama (paradigma) berpikir masyarakat saat ini 
memang sangat terpengaruh oleh kapitalisme, paham yang 
menganggap bahwa kehidupan tidak perlu diatur oleh agama, 
namun cukup ditentukan oleh asas manfaat. Dalam kapitalisme, 
apa saja yang bisa dijadikan komoditas/barang dagangan akan 
diperlakukan sebagai komoditas/barang dagangan. Andaikata 
air ludah itu bisa dijual, tentu akan ada bisnis di sana. Wanita 
sudah dianggap sebagai “barang dagangan” sejak lama, 
bahkan eksploitasi wanita dalam berbagai bentuknya (dari 
pamer aurat hingga pelacuran) sering disebut sebagai bisnis 
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“tertua” di dunia. Sebutan ini dijadikan alasan bahwa seakan- 
akan mustahil memberantas pornografi dan pornoaksi, karena 
hal itu sudah menyatu dengan sejarah manusia. 


Sejumlah teori ilmiah coba dibuat oleh para psikolog 
Barat. Sigmund Freud, misalnya, mengatakan bahwa aktivitas 
seks (tanpa peduli segi halal-haramnya) adalah sumber energi, 
yang tanpa itu manusia tidak bisa hidup normal. 


Salah satu pilar demokrasi adalah kebebasan berekspresi 
dan berperilaku. Dalam demokrasi yang diyakini Barat (dan 
juga dijajakan sebagai “kebenaran universal” ke negeri- 
negeri Islam), seseorang seharusnya bebas berekspresi dan 
berperilaku apa saja. Batasnya hanyalah kebebasan orang lain. 
Kalau tidak mengganggu orang lain, mengapa harus dibatasi? 
Kalau ada yang keberatan dengan tayangan (porno) di TV, ya 
tidak usah nonton, pindah saluran saja, atau matikan saja TV- 
nya. Begitu kilah mereka. 


Pandangan-pandangan di atas bertemu dengan alasan 
ekonomi. Realitasnya, sebagian wanita “memilih” bidang 
“bisnis” ini karena tekanan ekonomi. Ketika pendidikan 
mahal dan lapangan kerja susah, maka eksploitasi aurat dan 
seks adalah jalan pintas untuk mendapatkan uang dan materi. 
Aksi anti pornografi dan pornoaksi pun sering ditolak dengan 
alasan ekonomi, “Kalau mereka dilarang, terus siapa yang 
kasih makan?”'s4 


Bangsa Indonesia sepatutnya beribrah pada flash back 
sejarah kehancuran bangsa Romawi dan Persia yang disebabkan 
oleh hancurnya akhlak. Karena itulah sebagian kalangan 


84 Majalah Al-Wa'i, Tolak Pornografi, Selamatkan Generasi, 2004 
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memprediksikan, Barat pun akan hancur karena kehancuran 
akhlaknya. Di Barat, pornografi/pornoaksi baru menjadi sangat 
liberal sejak ditemukannya alat pencegah kehamilan pada 
akhir tahun 60-an. Sejak itulah orang bisa memisahkan antara 
tanggung jawab kehamilan dengan kenikmatan seksual. Sejak 
itu pula “bisnis” ini menjadi fenomena global. Namun, kini 
dampaknya mulai terasa. Anak-anak, remaja, dan pemuda 
yang lahir di Barat pada era 70-an ke atas memiliki semangat 
juang atau motivasi yang lebih rendah daripada orangtua atau 
moyang mereka. Ada kecenderungan mereka menghindari 
persoalan-persoalan yang lebih rumit, semacam sains dan 
teknologi. Mereka juga tidak lagi begitu peduli pada persoalan 
politik. Dunia mereka kini adalah 3F—football, fashion, & 
fun—(permainan, penampilan, dan bersenang-senang).' 


Sebelum UU Pornografi disahkan, pemerintah juga 
telah membuat gebrakan dengan menegaskan pentingnya 
pemerintah melakukan pemblokiran situs porno. April 2008, 
Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) 
mengeluarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE). Menkominfo Mohammad Nuh, yang 
menyatakan keberadaan undang-undang tersebut dilandasi 
akal sehat yang universal, merasa perlu untuk “menumpas” 
kejahatan moral ini, meski harus berbenturan dengan prinsip- 
prinsip keuntungan ekonomi. “Apa ada yang punya alasan, 
pornografi dan kekerasan itu bagus disebarluaskan untuk 
membangun bangsa ini? Saya kira nggak ada yang sepakat. Ini 
common sense universal value lah,” tegasnya. 


185 Idem. 
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Gambar mempunyai efek besar bagi jiwa dan mental 
seseorang. Sebab dengan memandang suatu obyek, fantasi 
manusia bisa tenggelam dalam lautan khayalan. Tidak sedikit 
pula yang lalu terjerumus dalam jurang dosa dan kemaksiatan, 
sebab “terinspirasi” dari sebuah visualisasi. 


Seorang penyair bersenandung: 
“Semua tindakan manusia, sebabnya adalah penglihatan 


Mayoritas penghuni neraka, mereka yang meremehkan 
keburukan 


Selama punya mata dan mampu menggerakkan, anak 
manusia akan selalu dalam ancaman 


Dia suka melihat suatu nuansa, yang sebenarnya 
membahayakan perasaan 


Tak ada kata gembira, yang berujung pada keseng- 
saraan...” 


Fikih Islam dalam kajiannya menembus ranah hukum 
ini. Dikenal berbagai istilah, antara lain: aurat (bagian tubuh 
yang tak boleh ditampakkan atau tak boleh dilihat), ghadhlul 
bashar (menahan pandangan), ajnabiyyah (wanita yang tak 
mempunyai hubungan nasab atau pernikahan), mahram (yang 
tak boleh dinikahi dari kerabat dekat), dan lainnya. 


Fikih mengklasifikasikan manusia dalam beberapa 
kelompok dan masing-masing mempunyai konsep hukum 
yang berbeda. Seorang wanita ajnabiyyah tak boleh dilihat 
seluruh auratnya. Sebaliknya, seorang istri boleh dilihat oleh 
suami bagian manapun dari tubuhnya. Sedang mahram, yang 
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boleh dilihat oleh saudara se-mahram-nya adalah selain 
wilayah antara pusar dan lutut. Aurat wanita di dalam Islam 
adalah semua bagian tubuhnya, kecuali muka dan telapak 
tangan. Allah 85 berfirman: “Hai Nabi, katakanlah kepada istri- 
istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, 
'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh 
mereka.” (OS al-Ahzab: 59). 


Kalau wanita diperintahkan menutup aurat, maka 
laki-laki diperintahkan menundukkan pandangan. Allah 45 
berfirman, “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 
“Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara 
kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka 
perbuat.” (OS. An-Nur: 30) 


Dalam hadits shahih al-isnad (shahih sanadnya) dari 
Hudzaifah & Nabi & bersabda, “Pandangan adalah panah 
beracun di antara banyak panah yang dimiliki iblis. Barang 
siapa meninggalkannya karena takut pada Allah, Dia akan 
mengganti dengan keimanan yang rasa manisnya akan 
dirasakan di dalam hati.” (HR. al-Hakim) 


Dalam hadits lain, “Sesungguhnya Allah 45 akan menguji 
setiap Bani Adam sesuai dengan bagiannya masing-masing, 
berupa perbuatan zina. Zina mata dengan penglihatan, zina 
lisan dengan perkataan. Lalu hati akan berandai-andai dan 
menginginkan, sedang kemaluan adakalanya membenarkan 
hal itu (mengabulkan kata hati, pen) atau membohongkannya 
(menahan diri, pen).” (HR. Bukhari) 


Obyek penglihatan yang dimaksud bermacam-macam. 
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Bisa objek hidup secara langsung, atau obyek mati seperti foto 
atau gambar. 


Memang, beberapa ahli fikih berpendapat tentang 
tidak adanya keharaman untuk melihat bayangan wanita 
yang dipantulkan oleh media semacam cermin atau air. 
Sebagaimana disebutkan dalam Kitab I'anah at Thalibin: 
“Tidak diharamkan seorang laki-laki melihat wanita melalui 
media semacam cermin atau air. Karena dia tidak melihat 
wanita itu secara langsung, tapi sekadar melihat pantulan atau 
bayangannya.” 


Namun hukum ini tidaklah mutlak. Ada dua syarat yang 
ditentukan ulama hingga melihat bayangan (gambar) wanita 
dikatakan boleh. Pertama, tidak ada kekhawatiran timbulnya 
fitnah yang bisa menimpa orang yang melihat tersebut. Kedua, 
orang itu tidak melihatnya dengan syahwat.'? Artinya, berdasar 
kaidah ini, jika ditakutkan terjadi fitnah atau jika dilihat dengan 
syahwat, maka melihat bayangan (gambar) wanita hukumnya 
adalah haram. 


Yang dimaksud dengan syahwat, sebagaimana dikatakan 
Imam Ourthuby: “Sesuatu yang disukai, diinginkan, dianggap 
cocok, dan tidak bisa diantisipasi oleh seseorang.”!88 Menurut 
Ibnu Abidin, “Standar dalam menilai syahwat sebab pandangan 
atau sentuhan adalah bergerak/bereaksinya alat kelamin, 
atau “bertambah bergerak” jika sejak awal sudah ada reaksi. 
Pendapat ini difatwakan oleh kalangan ulama Madzhab 
Hanafi. 


-— 


86 J'anah, Jilid Ill, hal. 413 

87 Tuhfah Al-Muhtaj, Jilid 7, hal 192 

88 Tafsir Al-Ourthuby, Jilid 11, hal. 125 
89 Hasyiyah Ibn “Abidin, Jilid 3, hal. 380 


— 


— 


— 
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Imam Bajuri menambahkan, “Termasuk syahwat, 
kekhawatiran terjadinya fitnah. Jika syahwat tidak dirasakan, 
namun ditakutkan terjadi fitnah, maka haram pula melihat 
objek tersebut. Yang dimaksud dengan 'takut terjadi fitnah' 
bukan sangkaan yang dominan bahwa fitnah akan terjadi. 
Namun anggapan kecil yang mungkin jarang terjadi pun, sudah 
masuk konteks 'takut terjadi fitnah'.'” 


Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa orang yang melihat 
gambar seronok, cabul, dan mengumbar aurat akan terkena 
fitnah dan akan terdorong untuk berlaku dosa. Orang 
tersebut tidak akan melihat gambar tersebut kecuali dengan 
syahwat. Jika tidak, lalu apa tujuannya untuk melihat? Apakah 
untuk mengingkari kemungkaran? Apakah untuk menahan 
pandangan? 

Ulama berpendapat hukum seperti di atas, dengan 
permisalan melihat gambar bayangan wanita di semisal 
cermin atau air, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah 
dan Hasyiyah Syarwani. Dalam pandangan logis, hal tersebut 
jarang sekali terjadi. Di masa ulama tersebut, belumlah ada 
gambar-gambar fotografi, tayangan televisi, kaset video, CD, 
internet, dsb. 


Di zaman mereka, belum tersebar majalah-majalah 
porno yang menjual aurat wanita, gambar-gambar munkar 
dan mengkampanyekan tindakan ibahiyyat (serba permisif). 
'Hidangan' yang dinikmati secara terus menerus dan massif 
itu, telah menimbulkan berbagai tindakan amoral di tengah 
masyarakat sekarang ini: pemerkosaan, sodomi, pelecehan 
seksual, perzinahan yang merajalela (bahkan sampai terjadi 


19 Hasyiyah Bajuri, Jilid 3, hal. 96 
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antara pria dengan saudara kandungnya, antara bapak dengan 
anaknya!). Na 'udzubillah... 


Seandainya melihat kondisi zaman ini, para ulama tersebut 
pasti akan menghukumi haram secara mutlak dan tanpa 
kompromi, sebagai upaya pencegahan perbuatan munkar (sad 
adz-dzaraa-i') dan upaya menutup pintu fitnah. 


Dalam statemen ulama-ulama Madzhab Syafi'i, terdapat 
makna yang menguatkan kesimpulan ini. Di antaranya yang 
dipaparkan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami pada permulaan Bab 
Shalat Jama'ah, tentang kewajiban melarang wanita untuk 
melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan fitnah, dengan 
memakai kaidah sad adz-dzaraa-i' (tindakan preventif atau 
pencegahan). Muhaggig (ulama peneliti) Madzhab Syafi'i itu 
menguraikan: 


“Dengan demikian dapat diketahui, kewajiban bagi imam 
melarang wanita secara mutlak untuk keluar, jika mereka 
melakukan perbuatan yang sangat dapat menyebabkan fitnah. 
Hukum larangan ini, dikuatkan oleh penuturan Aisyah «5, 
“Seandainya Rasulullah & melihat kelakuan kaum wanita 
setelah beliau wafat, dia pasti akan melarang mereka untuk 
pergi ke masjid, seperti dilarangnya kaum wanita Bani Israil.” 


Ada dua kemungkinan dalam menyikapi pendapat Aisyah 
di atas. Artinya, pelarangan kaum wanita untuk keluar, bisa 
berstatus wajib, dan bisa pula berstatus hukum jawaz (boleh). 
Dan kemungkinan hukum wajib lebih kuat. Ini ditunjukkan 
oleh kebiasaan dalam ber-istinbanth yang lazim ada pada 
kaidah-kaidah agama yang selalu mengutamakan tindakan 
preventif (pencegahan) dari perbuatan fasad (kerusakan).” 
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Ibnu Hajar kemudian menukil pendapat Imam Malik 
bahwa “fatwa yang disampaikan pada manusia harus 
diperbarui sesuai kadar perbuatan dosa model baru yang 
mereka lakukan.” 


Pengarang Kitab Tuhfah ini kemudian melanjutkan, 
“Pendapat ini dinisbatkan pada Imam Malik karena beliaulah 
yang pertama kali melontarkannya. Namun tidak menutup 
persepsi bahwa ulama lain juga menempuh kaidah yang sama. 
Seperti yang bisa dicerna dari pendapat-pendapat yang ada 
dalam madzhab mereka.” 


Teks-teks semacam ini banyak sekali didapati dalam 
pendapat ulama-ulama Fikih. Sebuah tatanan yang menuntut 
pemerintah mau bertindak tegas melarang praktik pornografi 
yang kian merajalela, tumbuh subur bak jamur di musim hujan. 
Suatu kondisi yang sama sekali tidak dibenarkan syariat, dan 
harus diberantas hingga ke ujung akarnya, dengan sepenuh 
hati. Wallahu Al-Musta'aan. 8 


"1 Fatawa Ibni Hajar, Jilid 1, hal. 200 
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Bab IV 
Fikih Islam dan Regulasi Pers 
Indonesia: Sebuah Perbandingan 


Definisi Kejahatan dan Klasifikasinya 


Pembagian Pertama 

Pembagian Kedua 

Definisi Sanksi dan Klasifikasinya 
Pembagian Pertama 

Pembagian Kedua 

Ta'zir 


HUKUM ISLAM bukanlah nasihat atau petuah yang kosong 
dari pahala atau siksa. Hukum Islam adalah petunjuk dan 
nasihat yang mengandung pahala bagi orang yang mau 
mematuhinya, dan mengandung sanksi bagi orang yang tak 
mau menjalankannya, berdasarkan besar kecilnya sanksi atau 
pahala itu. 


Sebenarnya, ganjaran atau sanksi dalam Islam itu diberikan 
di akhirat, bukan di dunia. Namun tuntutan hidup serta 
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dibutuhkannya stabilitas di tengah masyarakat, juga teraturnya 
hubungan antar pribadi, terjaminnya hak seluruh manusia, 
semua itu menuntut agar balasan di akhirat juga menjelma 
menjadi balasan dunia. Artinya, selain adanya balasan akhirat, 
ada pula balasan di dunia yang digelar pemerintah sebuah 
negara, terhadap orang yang melanggar aturan tersebut. 


Pembahasan tentang sanksi dalam Islam amat luas dan 
mencakup banyak hal, seperti luasnya cakupan Islam bagi 
seluruh lini kehidupan. Sanksi dalam Islam mencakup masalah 
akidah, akhlak, ibadah, dan muamalat. Setiap orang yang 
melanggar aturan-aturan dalam berbagai disiplin tersebut, 
akan mendapatkan sanksi di akhirat, dan terkadang sanksinya 
ada pula di dunia. 


Sanksi di dunia bukan berarti dapat membebaskan 
seseorang dari sanksi di akhirat, kecuali bila disertai dengan 
taubat secara sungguh-sungguh. Taubat nashuha adalah taubat 
yang diiringi dengan penyesalan atas apa yang telah dilakukan 
seseorang, tekad kuat untuk tidak kembali melakukannya, 
serta meminta kerelaan bila perbuatan maksiat tersebut 
berhubungan dengan hak orang lain. 


Sanksi di akhirat bagi seorang muslim bisa melahirkan sifat 
tunduk pada hukum-hukum syariat secara ikhlas, baik dalam 
keadaan sendiri atau tidak, semata-mata karena takut kepada 
Allah 85. Bahkan jika seandainya si pelaku bisa terhindar 
dari sanksi di dunia, pasti ia tak akan bisa lolos dari siksa di 
akhirat. 


Karena itulah, seseorang muslim yang baik, kemudian 
melakukan perbuatan jahat atau maksiat, dengan sendirinya 
akan berinisiatif meminta diberi sanksi atau dihukum. Hal 
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ini diteladankan oleh Ma'iz yang mengaku di hadapan Nabi 
Muhammad & bahwa ia telah melakukan perbuatan zina. 
la lantas minta diberi sanksi kepada Rasulullah #. Akhlak 
ini akan memunculkan rasa takut dalam hati manusia untuk 
melanggar undang-undang Islam. Kadang pula disebabkan 
karena menghormati atau merasa malu kepada Allah 45, atau 
karena takut akan memperoleh siksa yang menunggu para 
pelanggar syariat-Nya. 

Allah berfirman: “Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati 
segala kebajikan dihadapkan (di mukanya), begitu (juga) 
kejahatan yang telah dikerjakannya, ia ingin kalau kiranya 
antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah 
memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan Allah 
sangat Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.” (OS. Ali- 
Imran: 30) 


Dalam ayat lain, disebutkan: “Barangsiapa yang menger- 
jakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat 
(balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan 
seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya 
pula.” (OS. Az-Zalzalah: 7-8) 

Ayat-ayat di atas menjadi jaminan dalam menimbulkan 
efek jera bagi para pelaku kejahatan dan orang-orang yang 
melanggar aturan agama.'” 

Dalam bab ini, akan dibahas tentang definisi keja- 
hatan, serta unsur-unsur pokok sehingga seseorang harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di tengah 
pembahasan, kita juga akan membahas tentang pelanggaran- 


12 Dr Abdul Karim Zaidan, Ushul Ad-Da'wah, hlm. 69-70 
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pelanggaran dalam dunia pers, kemudian akan diperbincangkan 
masalah sanksi serta pembagiannya. Dari sela pembahasan itu, 
akan diketahui jenis sanksi yang harus diberlakukan bagi pihak 
yang melanggar aturan-aturan dalam dunia pers. 


Definisi Kejahatan dan Klasifikasinya 


Pakar fikih Islam mendefinisikan kejahatan sebagai 
“larangan-larangan dalam syariat yang sanksinya ditentukan 
oleh Allah 385, berupa had atau ta'zir.”'? 


Larangan-larangan tersebut bisa berupa: melakukan 
perbuatan yang diharamkan, atau enggan melakukan hal- 
hal yang telah diwajibkan syariat. Perlu ditegaskan bahwa 
syariat Islam menganggap sanksi bagi perbuatan jahat tersebut 
adalah demi menjaga maslahat umum, menjamin keberadaan 
masyarakat yang aman dan kuat, sebuah masyarakat yang dihiasi 
dengan akhlak terpuji. Allah 885 yang meletakkan aturan sanksi 
tersebut, tidak akan dirugikan sedikitpun sebab pebuatan orang 
yang melakukan perbuatan maksiat, meski seluruh penduduk 
dunia melakukan maksiat pada-Nya. Demikian pula sebaliknya, 
Allah tidak akan diuntungkan sedikitpun dengan kepatuhan 
seseorang, meskipun seluruh penduduk dunia taat pada-Nya. 

Allah amat mengasihi hamba-Nya. Sebagai bentuk 
kasih sayang-Nya itulah, Dia mengirim para Rasul yang 
membawa syariat, melarang yang salah dan berbahaya, serta 
memerintahkan yang benar dan bermanfaat. '” 

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa kejahatan- 
kejahatan itu dibagi menjadi beberapa bagian. 


18 Dr Abdul Gadir Audah, At-Tasyri' Al-/ina-i Al-Islami, jilid 1, nomor 41, hlm. 66 
14 Ibid, nomor 43, hlm. 69 
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Pembagian Pertama 


Pembagian model pertama adalah berdasarkan besarnya 


sanksi. Kejahatan menurut sudut pandang ini, dibagi menjadi tiga: 
1. 


Kejahatan Hudud (bentuk plural dari had), yakni kejahatan 
yang telah ditentukan sanksinya dan menjadi hak Allah. '$ 
Maksud bahwa sanksi tersebut telah ditentukan addalah 
bahwa peletak syariat telah menentukan sanksinya dengan 
had tertentu yang sama sekali tidak boleh dirubah oleh 
manusia. Sedang maksud bahwa sanksi itu menjadi hak 
Allah adalah, jika sanksi itu telah diputuskan, setelah 
melewati berbagai prosesnya, maka tak boleh lagi 
digagalkan.'”8 Kejahatan yang sanksinya adalah hudud 
ini ada tujuh, yaitu zina, gadzaf (tuduhan zina), mencuri, 
hirabah, murtad, dan baghy. 

Kejahatan Oishash dan Diyah, yaitu kejahatan yang 
sanksinya ditentukan oleh Allah, berupa gishash atau 
diyah. Sanksi ini, pada dasarnya, merupakan sanksi yang 
telah ditentukan oleh Allah, namun bedanya, ia menjadi 
hak manusia. Artinya, pihak korban atau walinya boleh 
memaafkan pelaku jika ia menighendakinya. Sudah 
maklum bahwa kejahatan jenis kedua ini adalah yang 
mengenai anggota tubuh, baik yang menyebabkan luka- 
luka atau korban meninggal dunia.'” 


19 Kamal bin Hamam, Fath Al-Oadir, jilid 4, hlm. 112-113 
12 Dr Abdul Gadir Al-Audah, At-Tasyri' Al-Jina-i Al-Islami, jilid 1, nomor 51, hlm. 
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79 

Allah Subhanahuwa Ta'ala berfirman, “Haiorang-orang yang beriman, diwajibkan 
atas kamu gishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka 
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka 
barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang 
memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) 
mambayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). 
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3. Kejahatan Ta'zir, yaitu kejahatan yang sanksinya tidak 
ditentukan secara khusus oleh syariat, namun si pelaku 
disanksi dengan satu sanksi ta 'zir atau lebih. Ta'zir adalah 
bentuk hukuman yang syariat menyerahkan penentuannya 
kepada waliyyul amri atau hakim, yang kadarnya 
tergantung keadaan pelaku dan bentuk kejahatannya. 
Kejahatan atau delik dalam dunia media massa, ke- 

banyakan sanksinya adalah sanksi nomor tiga, yakni ta 'zir. 
Karena pelanggaran-pelanggaran dalam dunia pers, kadar dan 
bentuk sanksinya banyak ditentukan oleh waliyyul amri atau 
orang yang menggantikannya (hakim atau kadi), tergantung 
bentuk pelanggaran tersebut. Namun pada sebagian kasus, 
sanksinya bisa berupa sanksi macam pertama (had), jika 
sebuah pemberitaan mengandung unsur gadzaf, atau opini 
yang dinilai bisa menyebabkan orang yang menyatakannya 
telah keluar dari agama Islam (murtad). 


Pembagian Kedua 


Pembagian model kedua ini adalah berdasarkan perbuatan 
atau peristiwa kejahatan yang terjadi. Kejahatan menurut sudut 
pandang ini, dibagi menjadi dua: 

2. Ijabiyyah, yakni melakukan sesuatu yang telah dilarang, 


Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. 
Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat 
pedih.” (OS. Al-Bagarah: 178) 


Allah juga berfirman, “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya 
(At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung 
dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada 
kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu 
(menjadi) penevus disa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut 
apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (OS. 
Al-Maidah: 45) 
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seperti mencuri, ghibah (menggunjing), berbohong, dan 

sebagainya. 

3.  Salbiyyah, yakni tidak mau melakukan sesuatu yang telah 
diperintahkan, misalnya tidak mau membayar zakat, dan 
sebagainya. 

Pelanggaran yang terjadi dalam dunia media massa, 
bisa termasuk dalam kategori pertama dan kedua. Bisa 
ijabiyyah jika misalnya kontain berita mengandung hal-hal 
yang diharamkan oleh syariat, misalnya berisi berita bohong, 
berita yang menistakan akidah Islam, melanggar aturan 
umum, mengganggu ketertiban umum, merusak privasi serta 
kehormatan seseorang, dan sebagainya. 


Bisa salbiyyah, jika seorang wartawan enggan mengungkap 
fakta yang sebenarnya wajib untuk diketahui umum. Dengan 
kata lain, jika tidak diungkap justru memberikan dampak 
negatif bagi masyarakat atau negara. Misalnya, terjadi kasus 
pembalakan liar (illegal loging) di sebuah daerah. Seorang 
wartawan mengetahui fakta tersebut namun ia tidak mau 
mengeksposnya, dengan alasan-alasan yang menguntungkan 
dirinya, misalnya ia diberi “amplop”, atau dengan niat ingin 
membiarkan kasus kejahatan itu terus berlangsung. Maka dalam 
hal ini ia telah melakukan pelanggaran jenis salbiyyah. 


Lain halnya bila alasannya untuk tidak mengekspos 
berita tersebut karena sesuatu yang darurat, misalnya ia 
menerima teror yang bisa mengancam keselamatan dirinya 
atau keluarganya, maka ia masih bisa ditolelir untuk tidak 
mengangkat kasus itu. Namun jika hal-hal darurat itu tidak ada, 
maka seorang jurnalis harus berani mengungkap fakta tersebut 
dengan niat melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Telah 
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dijelaskan sebelumnya bahwa Islam mewajibkan umatnya 
untuk melakukan kritik terhadap kesalahan yang terjadi di 
sekitarnya. Ketika hak dirampas, kebenaran diabaikan, dan 
makin tampak penyimpangan-penyimpangan di tengah 
masyarakat, setiap muslim tanpa terkecuali, wajib mengambil 
langkah tegas dan aktif untuk memeranginya. Pendek kata, 
dalam Islam, mengkritik dan menyalahkan yang salah, bukan 
hanya hak, namun merupakan kewajiban bagi setiap muslim, 
apapun profesinya. Seperti yang dikatakan Hasan al-Banna, 
“Nahnu du'at gabla kulli syai.” Kita adalah juru dakwah, 
sebelum kita menjabat profesi apapun. 


Definisi Sanksi dan Klasifikasinya 


Sanksi adalah balasan yang telah ditentukan, demi maslahat 
umum, karena perbuatan melanggar syariat. Hikmah penentuan 
sanksi kepada para pelanggar tersebut adalah membuat orang 
menjadi baik, dan menjadikan masyarakat terjaga dari kerusakan. 
Allah menurunkan syariat-Nya kepada manusia serta mengutus 
para Rasul untuk mengajari dan memberi petunjuk pada mereka. 
Allah mewajibkan sanksi kepada orang-orang yang melanggar 
perintah-Nya, namun bukan berarti Allah dirugikan dengan 
pelanggaran itu, demikian pula sebaliknya, Dia tidak diuntungkan 
sama sekali dengan kepatuhan manusia kepada-Nya.'”8 Sanksi 
dibedakan menjadi beberapa model. 


Pembagian Pertama 


Jika merujuk pada tempatnya, sanksi dibedakan menjadi 
tiga macam: 


18 Abdul Oadir al-Audah, At-Tasyri' Al-Jina-i Al-Islami, jilid 1, nomor 43 
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1. Sanksi pada badan, yakni yang ditimpakan kepada pelaku 
kejahatan, seperti hukuman mati, cambuk, atau kurungan 
penjara. 

2. Sanksi pada harta, yakni yang diambil dari harta, seperti 
diyah atau denda. 

3. Sanksi pada jiwa, yakni hukuman yang tidak ditimpakan 
pada badan pelaku, juga tidak diambil dari hartanya, 
namun menimpa pada mental dan jiwanya, seperti 
hukuman dengan bentuk nasihat, ancaman dan celaan. 


Pembagian Kedua 


Merujuk pada bentuk kejahatannya, sanksi dibedakan 
menjadi empat macam: 

1. Had, yakni yang diberlakukan kepada para pelaku 
kejahatan jenis had. 

2. Oishash dan diyah, yakni yang diberlakukan kepada para 
pelaku kejahatan jenis gishash. 

3.  Kafarah, yakni yang diberlakukan untuk sebagian bentuk 
kejahatan gishash, diyah, dan sebagian bentuk kejahatan 
ta'zir. 

4. Ta'zir, yakni yang diberlakukan kepada pelaku kejahatan 
jenis ta'zir. 

Ada beberapa model pembagian lagi, namun kurang perlu 
untuk disebutkan di sini. Pembagian kedua di atas adalah 
model pembagian yang paling populer, dan point keempat, 
yakni sanksi ta 'zir, adalah point terpenting dalam pembahasan 
tentang delik pers. Karena itu, jenis sanksi ini akan kita bahas 
secara khusus di bawah ini. 
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Ta'zir 


Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kejahatan (jarimah) 
ta'zir adalah perbuatan-perbuatan dilarang, yang syariat 
tidak menentukan saksinya secara spesifik. Contoh kejahatan 
jenis ini antara lain, berbohong, ghibah, spionase, dan lain 
sebagainya. Syariat tidak menentukan bentuk sanksinya, 
dan urusannya diserahkan kepada waliyyul amri, atau yang 
mewakilinya, seperti hakim atau kadi. Sanksinya disesuaikan 
dengan kondisi pelaku dan bentuk kejahatannya. 


Sanksi ta'zir tersebut, berawal dari kadar sanksi yang 
terendah, yakni nasihat dan peringatan, dan kadar tertingginya 
adalah penjara atau cambuk, bahkan terkadang bisa dalam 
bentuk hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan kelas 
kakap.'” Hakim memiliki otoritas untuk memutuskan sanksi 
yang sesuai dengan bentuk kejahatan tersebut, kronologisnya, 
serta kondisi pelaku kejahatan tersebut.2”0 


Hikmah dari adanya bentuk sanksi ini adalah, Allah 4£ 
telah menentukan sanksi had untuk kejahatan-kejahatan 
yang bisa mengakibatkan dampak negatif yang sangat besar. 
Karena itulah Allah kemudian meletakkan sanksi berat dan 
telah Dia tentukan secara khusus. Sedang untuk sanksi taZzir, 
Allah membiarkan pintu terbuka untuk para mujtahid di setiap 
zaman untuk mengambil dari pokok-pokok syariat dan kaidah 
umum, berbagai sanksi yang disesuaikan dengan kondisi 
masyarakat serta kemajuan-kemajuan zaman yang telah 
dicapai manusia.?' 


19 Sebagaimana disebutkan sebagian fugaha (pakar fikih) 

200 At-Tasyri' Al-Jinai, jilid 1, hlm. 685 

201 Dr Yusuf Muhammad Oasim, Dhawabith Al-lam fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah, 
hlm. 136 
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Kebanyakan sanksi delik pers adalah ta 'zir, yang kadarnya 
telah ditentukan oleh pemerintah. Sanksi-sanksi tersebut 
dibatasi oleh dua hal, yakni batas minimal dan batas maksimal. 
Pihak yang berwenang menentukan sanksi tersebut, dengan 
berbagai pertimbangan dan aturan yang berlaku, msemvonis 
terdakwa sesuai kondisi perbuatannya, kondisi terdakwa itu 
sendiri, serta kronologis peristiwa tersebut. Sanksi ini terkadang 
hanya berupa denda, atau kurungan, atau denda dan kurungan 
sekaligus. Sanksi juga dapat ditambah dengan pelarangan 
terhadap pihak yang bersalah untuk menjalankan pencarian, 
jika ia melakukan kejahatan itu pada waktu menjalankan 
pencariannya. 


Sanksi ta 'zir ini bisa dimaafkan oleh pemerintah, baik 
pelanggaran yang berhubungan dengan maslahat umum 
atau pribadi. Pada dasarnya, sanksi ta 'zir dijatuhkan untuk 
menimbulkan efek jera. Dalam eksekusinya, ta'zir harus 
aman, karena itu tidak boleh berupa hukuman mati. Namun 
kebanyakan ahlli fikih memberikan pengecualian dalam 
kaidah ini, bahwa sanksi ta 'zir bisa berupa hukuman mati bila 
maslahat umum menghendaki hal itu, atau kerusakan yang 
ditimbulkan oleh pelaku kejahatan itu tidak bisa berhenti 
kecuali dengan hukuman mati, seperti hukuman mati bagi 
tukang mata-mata dan lain bagainya.?? 

Dalam perundangan Indonesia, ketentuan-ketentuan 
hukum pidana yang ada kaitannya dengan media massa, 
kebanyakan sanksinya masuk dalam kategori ta'zir. Dan 
memang demikian adanya pidana dalam delik dunia media 
massa tersebut. Hanya saja, bila dikaji dari kacamata Islam, 


202 At-Tasyri' Al-Jina-i Al-Islami, jilid 1, hlm. 686-688 


149 


Fikih Jurnalistik 


sebagian kasus pelanggaran yang sebenarnya sanksinya 
berupa had, regulasi pers Indonesia tidak menyebutkannya. 
Tidak disebutkan, misalnya, tentang sanksi untuk sebuah 
artikel atau berita yang mengandung unsur gadzaf (tuduhan 
berzina) kepada seseorang, yang telah tercukupi syarat-syarat 
untuk pelaksanaan eksekusi gadzaf. Dalam fikih Islam, sanksi 
delik tersebut bukan lagi ta'zir, namun had, sebagaimana telah 
dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. 


Selain itu, dalam regulasi Indonesia, pemberitaan atau 
opini yang merusak akidah Islam, biasanya dimasukkan dalam 
pasal penyalahgunaan atau penodaan agama yang diberi 
sanksi dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. 
Dalam fikih Islam, sebuah delik yang merusak akidah, atau 
melanggar hal-hal yang ma'lamun minad din bi adh-dharurah, 
atau sesuatu yang gath'i, dapat dikenakan sanksi hukuman 
murtad kepada penulis atau pemilik opininya. 


Berikut pasal-pasal delik pers, alias ketentuan-ketentuan 
hukum pidana yang ada kaitannya dengan media massa, 
sebagaimana dirilis www. dewankehormatanpwi.com: 


I. Pembocoran Rahasia Negara 
Pasal 112 

Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, 
berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya 
bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau 
dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada 
negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun. 
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II. Pembocoran Rahasia Pertahanan dan Keamanan Negara 
Pasal 113 
Barangsiapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau 
sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun 
menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, 
surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar, atau 
benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan 
pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan 
dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau 
susunannya benda-benda itu diketahui olehnya diancam 
pidana penjara paling lama empat tahun. 


Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah 
atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, 
pidananya dapat ditambah sepertiga. 


III. Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden 
a. Pasal 134 
Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil 
Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun, atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 


b. Pasal 136 

Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksudkan dalam 
pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam pasal 
135, jika hal itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik 
dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka 
umum dengan lisan atau tulisan, namun dihadapan lebih dari 
empat orang atau dihadapan orang ketiga, bertentangan dengan 
kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung. 
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c. Pasal 137 

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau 
menempelkan di muka umum tulisan yang berisi 
penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, 
dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih 
diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara 
paling lama satu tahun empat bulan denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu 
menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat 
dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap 
karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya 
dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. 


IV. Penghinaan Terhadap Raja atau Kepala Negara Sahabat 
Pasal 142 
Penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang 
memerintahkan atau kepala negara sahabat, diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 


V. Penghinaan Terhadap Wakil Negara Asing 
a. Pasal 143 
Penghinaan dengan sengaja terhadap wakil negara asing 
di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah. 
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b. Pasal 144 : 

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau 
menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang 
berisi penghinaan terhadap raja yang memerintah, 
atau kepala negara sahabat, atau wakil negara asing di 
Indonesia dalam pangkatnya, dengan maksud supaya 
penghinaan itu diketahui oleh umum, diancam dengan 
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana 
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu pada waktu 
menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum 
lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang tetap karena 
kejahatan semacam itu juga, ia dapat dilarang menjalankan 
pencarian tersebut. 


VI. Permusuhan, Kebencian atau penghinaan terhadap 
Pemerintah 
a. Pasal 154 : 

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan 
permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah 
Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah. 

b. Pasal 155 : 

(1) Barangsiapa di muka umum mempertunjukkan atau 
menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum 
yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, 
kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah 
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Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau 
lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana 
denda paling banyak empat. ribu lima ratus rupiah. 


(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada 


waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu 
belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi 
tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, 
yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian 
tersebut. 


VII. Pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau 


penghinaan golongan 
a. Pasal 156 
Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan 


permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau 
beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling 


banyak empat ribu lima ratus rupiah. 


(1) 


154 


b. Pasal 157 

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau 
menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang 
isinya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian 
atau penghinaan diantara atau terhadap golongan- 
golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya 
diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara 
paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
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(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada 


waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu 
belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi 
tetap karena kejahatan yang semacam itu juga, yang 
bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian 
tersebut. 


VIII. Perasaan permusuhan, penyalahgunaan 
atau penodaan agama 
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 


lima tahun, Barangsiapa dengan sengaja di muka umum 


mengeluarkan perasaan atau perbuatan : 


(a) 


(b) 


b. 


Yangpada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan 
atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di 
Indonesia. 

Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa 
pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
(Pasal 156a) 


IX. Penghasutan 

Barangsiapa di muka umum lisan atau tulisan menghasut 
supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan 
kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti 
baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan 
yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, 
diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun 
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah. (pasal 160) 

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau 
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menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut 
supaya melakukan perbuatan pidana, menentang 
penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang 
sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal diatas, dengan 
maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih 
diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara 
paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut 
pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat 
itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaanya menjadi 
tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang 
bersangkutan dilarang menjalankan pencarian tersebut. 
(Pasal 161) 


X. Penawaran tindak pidana 

Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan 
menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau 
sarana guna melakukan tindak pidana, diancam dengan 
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (pasal 162) 

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau 
menempelkan di muka umum tulisan yang berisi 
penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau 
sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud 
supaya penawaran itu diketahui atau lebih diketahui 
oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 
empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah. 
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(2) Jika merasa bersalah melakukan kejahatan tersebut pada 
waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum 
lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap 
karena kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan 
dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. (pasal 
163) 


XI. Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum 
Barangsiapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan 
atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang 
ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 
satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat 

ribu lima ratus rupiah. (pasal 207) 

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menem- 
pelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang 
memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan 
umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi 
yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui umum, 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan 
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam 
pencariannya ketika itu belum lewat dua tahun sejak 
adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan 
semacam itu juga maka yang bersangkutan dapat dilarang 
menjalankan pencarian tersebut. (Pasal 208) 


XII. Pelanggaran kesusilaan 
(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau 
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menempelkan di muka umum tulisan, gambaran 
atau benda yang telah diketahui isinya melanggar 
kesusilaan, Barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, 
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, 
membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, 
memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya 
mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, 
ataupun Barangsiapa secara terang-terangan atau dengan 
mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau 
menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam 
dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan 
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah. 

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau 
menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau 
benda yang melanggar kesusilaan, ataupun Barangsiapa 
dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau 
ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke 
dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, 
atau memiliki persediaan, atau Barangsiapa secara terang- 
terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, 
menawarkan atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, 
diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga 
bahwa tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar 
kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan 
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah. 

Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam 
ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat 
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dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 
bulan atas pidana denda paling banyak tujuh puluh lima 
ribu rupiah.. (Pasal 282) 


XIII. Penyerangan/ pencemaran kehormatan 

atau nama baik seseorang 
a. (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan nama 
baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang 
maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, 
diancam karena pencemaran dengan pidana penjara 
paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah. 
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran 
yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka 
umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan 
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau 
pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah. 
(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran 
tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan 
umum atau karena terpaksa untuk membela diri. (Pasal 
310) 
b. (1)Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau 
pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan 
apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, 
dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang 
diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun. 
(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 
dapat dijatuhkan. (Pasal 311) 
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Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat 
pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan 
terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan 
atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan 
lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau 
diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan 
ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan 
dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah. (Pasal 315) 

Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya 
dalam bab ini, ditambah dengan sepertiga jika yang 
dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena 
menjalankan tugasnya yang sah. (Pasal 316) 


XIV. Pemberitaan Palsu 


. Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau 


pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis 
maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga 
kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena 
melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara 
paling lama empat tahun. 

Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat 
dijatuhkan. (Pasal 317) 


XV. Penghinaan atau pencemaran orang mati 
Barangsiapa terhadap seseorang yang sudah mati 
melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup 
akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan 
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dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah. 

Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari 
salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam 
garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua orang 
yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istrinya). 

Jika karena lembaga matriarkhal kekuasaan bapak 
dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan 
juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu. (Pasal 320) 
Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau 
menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran 
yang isinya menghina bagi orang yang sudah mati 
mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat 
atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, 
diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan 
dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah. 

Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam 
menjalankan pencariannya, sedangkan ketika itu belum 
lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi 
tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat 
dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut. 
Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari 
orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat 
kedua dan ketiga. (Pasal 321) 


XVI. Pelanggaran hak ingkar 
Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib 
disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang 


161 


162 


Fikih Jurnalistik 


sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana 
penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda 
paling banyak sembilan ribu rupiah. 

Jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang tertentu, 
maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang 
itu. (Pasal 322) 


XVII. Penadahan Penerbitan dan Percetakan 
Barangsiapa menerbitkan sesuatu tulisan atau sesuatu 
gambar yang karena sifatnya dapat diancam dengan 
pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama satu 
tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu 
tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah, jika : 

Si pelaku tidak diketahui namanya dan juga tidak diberi- 
tahukan namanya oleh penerbit pada peringatan pertama 
sesudah penuntutan berjalan terhadapnya. 

Penerbit sudah mengetahui atau patut menduga bahwa 
pada waktu tulisan atau gambar itu diterbitkan, Si pelaku 
itu tak dapat dituntut atau akan menetap di luar Indonesia. 
(Pasal 483) 

Barangsiapa mencetak tulisan atau gambar yang 
merupakan perbuatan pidana, diancam dengan pidana 
paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan 
paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah, jika: 

Orang yang menyuruh mencetak barang tidak diketahui, 
dan setelah ditentukan penuntutan, pada teguran pertama 
tidak diberitahukan olehnya: 
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2: 


Pencetak mengetahui atau seharusnya menduga bahwa orang 


yang menyuruh mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat 
dituntut atau menetap di luar Indonesia. (Pasal 484) 


XVIII. Penanggulangan kejahatan 
Pidana yang ditentukan dalam pasal 134-138, 142-144, 


207, 208, 310-321, 483 dan 484 dapat ditambah sepertiga, 
jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat 
lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian 
pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu 
kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana 
tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada 
waktu melakukan kejahatan kewenangan menjalankan pidana 
tersebut daluwarsa. (Pasal 488) 


ad. 


XIX. Pelanggaran Ketertiban Umum 
Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan, 
dan atau pidana paling banyak lima belas ribu rupiah. 
Barangsiapa mengumumkan isi apa yang ditangkap lewat 
pesawat radio yang dipakai olehnya atau yang ada di 
bawah pengurusnya, yang sepatutnya harus diduganya 
bahwa itu tidak untuk dia atau untuk diumumkan, maupun 
diberitahukannya kepada orang lain jika sepatutnya harus 
diduganya bahwa itu akan diumumkan dan memang lalu 
disusul dengan pengumuman. 
Barangsiapa mengumumkan berita yang ditangkap lewat 
pesawat penerima radio, jika ia sendiri, maupun orang dari 
mana berita itu diterimanya, tidak berwenang untuk itu. 
(Pasal 519 bis) 
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Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan 
atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah. 
Barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan 
terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan 
tulisan dengan judul kulit, atau isi yang dibikin terbaca 
maupun gambar atau benda yang mampu membangkitkan 
nafsu birahi remaja. 

Barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan 
terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang 
mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja. 
Barangsiapa secara terang-terangan atau diminta 
menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang 
dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun 
secara terang-terang atau dengan menyiarkan tulisan 
tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan 
atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para 
remaja. 

Barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau 
sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan 
gambar atau benda yang demikian, pada seorang yang 
belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun. 
Barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian 
di muka seseorang yang belum dewasa dan di bawah umur 
tujuh belas tahun. (Pasal 533) 

Barangsiapa terang-terangan mempertunjukkan sesuatu 
sarana untuk menggugurkan kandungan maupun secara 
terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun 
secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan 
tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau 
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perantaraan yang demikian itu, diancam dengan pidana 
kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling 
banyak empat. ribu lima ratus rupiah. 
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Penutup 


PENULIS mengawali penulisan buku ini dengan bacaan 
basmalah, dengan harapan Allah memberikan keberkahan 
dan mempermudah usaha ini. Sesungguhnya Allah Maha 
Berkehendak atas segala sesuatu. 


Dalam pendahuluan telah disebutkan bahwa pers telah 
berkembang demikian pesat dan memiliki pengaruh yang 
sangat besar dalam kehidupan manusia. Dan barangkali 
masalah terbesar dalam dunia ini adalah 'tunduknya' para 
praktisi pers pada tujuan materi semata, hingga akhirnya 
sebagian kalangan menilai mereka kurang mengindahkan 
ajaran-ajaran agama, UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan lain 
sebagainya. 

Setelah membahas panjang lebar dalam buku ini, penulis 
mencatat beberapa hal penting, yaitu: 


Pertama, pers, meski relatif baru muncul, namun akarnya 
kembali pada sejarah Islam klasik, baik pada zaman kenabian, 
generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan selain mereka 
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dari kalangan ulama dan fugaha. Mereka telah meninggalkan 
warisan teks dalam berbagai kitab-kitab klasik (turatsi), 
yang seorang praktisi pers tak bisa mengacuhkannya kala ia 
mengarungi “fikih praktik” mereka. 


Kedua, Fikih Jurnalistik adalah hal-hal yang harus 
ditempuh, sesuai dengan hukum Islam (fikih), dalam berbagai 
kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 
informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan 
gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya 
dengan media yang tersedia. Atau, kumpulan hukum syariat 
yang berhubungan dengan sebagian tahap kerja jurnalisme, 
hingga sampai pada tujannya. 

Ketiga, Islam menjamin kebebasan pers yang dima- 
nivestasikan dalam kebebasan berpikir, kebebasan meng- 
ungkapkan pendapat, kebebasan menyampaikan kritik, yang 
dalam bahasa Islam diistilahkan dengan amar ma'ruf nahi 
munkar. Islam selangkah lebih maju daripada undang-undang 
lain, yang hanya menganggap hal tersebut sebagai hak. Dalam 
Islam, kebebasan ini hukumnya wajib, bahkan merupakan 
ibadah dan ketaatan. 


Keempat, sangat logis apabila kebebasan pers (berpikir 
dan mengungkapkan), juga kebebasan-kebebasan lain, 
tidaklah mutlak tanpa batas. Adanya batasan-batasan, bukan 
untuk mengebiri kreatifitas dan kebebasan, namun untuk 
menghormati hak dan kebebasan pihak lain. Kemerdekaan 
atau kebebasan yang hakiki, tidak pernah lepas dari ikatan dan 
batas. Lepas dari sesuatu, berarti terikat oleh sesuatu yang lain, 
demi maslahat bersama. 
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Kelima, seorang jurnalis harus menerapkan konsep-konsep 


dasar dalam Islam terkait dunia pemberitaan, yakni: 


1. 


Melakukan klarifikasi dan klasifikasi para nara sumber atau 
saksi mata. 

Jujur dalam pemberitaan. 

Teliti alias akurat, yang merupakan unsur pelengkap bagi 
kejujuran. 

Obyektif, atau dalam bahasa syariat Islam adalah 
“ikhlas”. 

Patuh pada aturan dan etika umum. 

Keenam, Fikih Islam tidak memberikan kebebasan secara 


mutlak bagi kebebasan pers, namun membatasinya dengan 
beberapa hal, demi menjaga eksistensi aturan dan norma 


yang berlaku di tengah masyarakat. Karena itu seorang jurnalis 
pantang untuk: 


1. 
2 


Melakukan dan mengekspos kebohongan. 

Merusak privasi orang lain, baik dengan ghibah (meng- 
gunjing), menghina, atau membongkar rahasia. 
Menyebarkan kerusakan, dimana seorang jurnalis atau 
media ambisinya hanya mengangkat kejahatan, berita- 
berita cabul, atau foto-foto porno, hingga membuat 
orang terinspirasi untuk melakukan perbuatan jahat dan 
maksiat. 

Ketujuh, sanksi dalam fikih Islam disyariatkan sebagai 


balasan bagi setiap pelanggaran yang dilakukan seseorang. 
Hukum Islam bukanlah nasihat atau petuah yang kosong dari 
pahala atau siksa. Hukum Islam adalah petunjuk dan nasihat 
yang mengandung pahala bagi orang yang mau mematuhinya, 


dan berisi sanksi bagi orang yang tak mau menjalankannya, 
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berdasarkan besar kecilnya sanksi atau pahala itu. Dapat 
disimpulkan bahwa kebanyakan sanksi bagi delik pers adalah 
ta'zir (syariat tidak menentukan sanksinya secara spesifik, 
namun diserahkan kepada pemerintah). 


Demikianlah uraian ini. Banyaknya kekurangan yang 
ada adalah karena kelemahan penulis, dan yang terbebas 
dari kesalahan hanyalah Allah semata, Dzat yang tidak 
menyesatkan dan tidak lupa. “Kalau kiranya (Al-Our'an) itu 
bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan 
yang banyak di dalamnya.” (OS. An-Nisa: 82) 


Wal hamdu lillahi Rabbil “alamin. Washallallahu 'ala 
Muhammadin wa 'ala alihi wa shahbihi wa sallama tasliman 
katsira.H 
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